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ABSTRAK 
EV ALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PELABUHAN 
POS LINTAS BATAS LAUT LIEM HIE DJUNG (LINTAS 

BATAS PELA Y ARAN INTERNASIONAL NUNUKAN­
TA W AU SABAH MALAYSIA) DI KABUPATEN NUNUKAN 

LISMAN 
lismansap3@gmail.com 
Program Pasca Sarjana 

Universitas Terbuka 

Pelabuhan Pos Lintas Batas Laut Liem Hie Djung merupakan pelabuhan 
yang dibangun berdasarkan hasil kesepakatan kedua Negara Indonesia dan 
Malaysia melalui forum Sosek Malindo. Pelabuhan PLBL Liem Hie Djung belum 
berfungsi maksimal sebagai fungsi intemasional Nunukan-Tawau Sabah, hal ini 
disebabkan oleh adanya perbedaan pandagan antara Mendagri (BNPP) dengan 
Menhub (Dirjenhubla), dan Kemenhub dalam penetapan status pelabuhan PLBL 
Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan. Salah satu bentuk dukungan Pemerintah 
pusat yaitu adanya kunjungan kerja Presiden RI (Ir.Joko Widodo) tanggal 16 
Desember 2014 dan kunjungan para Menteri Hukum dan Ham ke pelabuhan 
PLBL Liem Hie Djung Kabupaten Nunukan dalam rangka percepatan 
pengoperasian pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai pelabuhan lintas batas 
intemasional, namun fakta dilapangan belum berjalan sesuai yang diharapkan. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan bagaimana evaluasi kebijakan 
pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung dalam upaya mewujudkan sebagai 
pelabuhan lintas batas laut Intemasional dan faktor apa yang mendukung dan 
menghambat kebijakan. Fokus penelitian ini di kantor UPT.PLBL Liem Hie 
Djung Dishubkominfo Kabupaten Nunukan. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif Deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, mendalam 
dan dokumentasi. Inforrnan dalam penelitian ini antara Iain : (l).Kepala Dinas 
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nunukan di Nunukan, 
(2).Asisten 1 bidang Pemerintahan Setkab Kabupaten Nunukan (3).Kepala 
Syahbandar Otoritas Pelabuhan (KSOP) Nunukan, ( 4 ).Kasubag Tata Usaha UPT 
PLBL Liem Hie Djung dan (5). Toko masyarakat Nunukan. Saran peneliti adalah 
diharapkan adanya singkronisasi antara Mendagri dengan Menhub dan diharapkan 
pihak Kemenhub dapat mempercepat merekomendasikan pengoperasian 
pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai pelabuhan fungsi lintas batas laut 
intemasional (Nunukan-Tawau Sabah Malaysia) di Kabupaten Nunukan. 
Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan ,Pengelolaan Pelabuhan PLBL Liem Hie 

Djung 
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ABSTRACT 
PORT MANAGEMENT POLICY EVALUATION 

LIEM SE BODER CROOSINGS HIE DJUNG (CROSS-BORDER 
INTERNASIONAL SHIPPING NUNUKAN-TA WAU SABAH MALAYSIA) 

INNUNUKAN 

LISMAN 
lismansap3@gmail.com 

Graduate Program 
Open University 

Harbor sea border crossings liem hie djung is a port that is built based on an an 
agreement between the two countries Indonesia and Malaysia through socio­
economic forum Malindo. PLBL liem hie djung not function optimally as a 
function of internasional Nunukan-Tawau sabah, this is a caused by the difference 
in views between the minister's (BNPP) with the MOC (Dirjenhubla), and the 
ministry of transportation of the status of the port PLBL Liem Djung in Nunukan. 
One form of central government support that is the working visit of the President 
(Ir. Joko Widodo) dated 16 December 2014 and the visit of the minister of law 
and Ham to harbor PLBL liem hie djung Nunukan district in order to speed up 
port operations PLBL liem hie djung as a port of transboundary international, but 
the fact the field has not run as expected. The purpose of this study is to describe 
how the port management policy evaluation PLBL liem hie djungin efforts to 
achieve a croos-border intemasional sea port and the factors that support and 
hinder policy. This research focus in the office UPT. PLBL liem Hie Djung 
Dishubkominfo Nunukan.This type of research is descriptive qualitative 
research.data collection techniques using interviews, deep and documentation. 
Informants in this study include: (1). The head of the transportation department of 
communication and informatics Nunukan regency Nunukan, (2). The first 
assistant field administration Setkab Nunukan (3). The head of the port authority 
hadbormaster (KSOP) Nunukan, (4). Head of UPT.PLBL Liem administration 
and hie djung.(5). The community store Nunukan. Research advice is expected 
that the minister had with kemenhub singronisasi between the ministry of 
transportation and is expected to accelerate recommend PLBL Port operation 
Liem Hie djung as port of international marotome boundary cutting functions ( 
Nunukan-Tawau Sabah Malaysia ) in Nunukan. 

Keywords : Policy evaluation, management of ports PLBL Liem Hie Djung 
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Bagan struktur organisasi UPT PLBL Liem Hie Djung Nu -
nukan tahun 2016. 
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DAFTAR LAMPIRAN PEDOMAN WAW ANCARA DAN TRANSKRIP 
WAWANCARA INFORMAN 

No. Judul Halaman 106 

1. Ketua Asisten 1 Bidang Pemerintahan Setkab Nunukan di Kantor Bupati 

Nunukan. 

2. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan di Kantor Dishbukominfo 

Kabupaten Nunukan 

3. Kepala KSOP Nunukan di kantor KSOP Nunukan 

4. Kepala tata usaha UPT PLBL Liem Hie Djung di Kantor UPT PLBL Liem 

Hie Djung Kabupaten Nunukan. 

5. Toko masyarakat pensiunan Adpel Nunukan. 
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DAFTAR LAMPIRAN DOKUMEN 

No. Judul Dokumen Halaman : 107 

1. Dokumen sosek malindo kertas kerja 3 PLBL tentang cadangan 
mewujudkan jadwal pertuk:aran SOP CQIS bersama JKK/KK Sosek 
Malindo Peringkat Negeri Sabah/ tingkat Provinsi Kalimantan Timur, 
tertanggal 3 Nopember-6 Nopember 2015. 

2. Surat Gubernur Kalimantan Timur, Nomor 552.3/4228/EK, tertanggal 
Samarinda, 10 Mei 2010, perihal persetujuan pengoperasian PLBL 
Nunukan. 

3. Surat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Sekretariat Daerah 
Samarinda, Nomor 032/7786/BP-IINIIU2011, tentang Pinjam Pakai Pos 
Lintas Batas Laut Liem Hie Djung Nunukan, tertanggal 15 Agustus 2011. 

4. Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 206 tahun 2009, tentang 
pembentukan tim fasilitator operasional dermaga Liem Hie Djung 
Kabupaten Nunukan, Tahun anggaran 2009. 

5. Surat Bupati Nunukan Nomor 050/ 007/ Pemb-1/ II I 2010, tertanggal 
Nunukan, 01 Febuari 2010, perihal pendelegasian operasional PLBL Liem 
Hie Djung Nunukan. 

6. Surat Bupati Nunukan, Nomor 552/015/DISHUB-NNK/U2011, tentang 
pengelolaan dan pengoperasian PLBL Liem Hie Djung Nunukan, 
tertanggal 10 Januari 2011. 

7. Surat Bupati Nunukan Nomor 552/ 355/Dishubkominfo - NNK/ V/ 
2012,tentang dukungan dalam percepatan pengoperasian PLBL Liem Hie 
Djung, tertanggal 30, Mei 2012. 

8. Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 51 tahun 1999 tentang 
batas - batas DLKr dan DLKp pelabuhan Nunukan (Tunon Taka) yang 
dikelola oleh PT Pelindo IV cabang Nunukan. 

9. Surat Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, 
Nomor PP 72/10/15.05, tertanggal 31 Agustus 2005, perihal pembangunan 
dermaga di Lamijung Pulau Nunukan. 

10. Surat Intruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : UK 11/ 24 I 
10 /08, tertanggal 24 Oktober 2008, tentang penertiban terhadap pelabuhan 
yang beroperasi tanpa memiliki izin atau pelabuhan yang telah memiliki 
izin tetapi penggunaannya tidak sesuai dengan perizinannya. 

11. Surat Departemen Perhubungan Kantor Administrator Pelabuhan 
Nunukan, Nomor PU.607/ 01/ 05/ AD.NNK - 2010, tertanggal Nunukan, 
02 Juni 2010, perihal ligalitas perijinan pengoperasian dermaga Liem Hie 
Djung. 
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12. Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 
Kantor Administrator Pelabuhan Nunukan, Nomor UK.112/20/ 13/ 
AD.NNK-2010, perihal pelabuhan yang belum memiliki IJm 
pengoperas1an. 

13. Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Nomor PU.60/6/3/DP.11 
tertanggal 10 Maret 2011, tentang pengoperasian terminal Liem Hie 
Djung. 

14. Surat Departemen Perhubungan Kantor Adminitrator Pelabuhan Nunukan, 
Nomor PP.00/8/15/DP-12, tertanggal Nunukan, 30 April 2012, perihal 
pengoperasian PLBL Liem Hie Djung. 

15. Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 
Kantor Administrator Pelabuhan Nunukan, tertanggal 27 Juni 2012, 
Nomor PP.008/01/03/AD.NNK.2012, perihal Pengembangan pelabuhan 
Tunon Taka Nunukan. 

16. Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 
melalui Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor B 
IX.506/PP.008, tertanggal 10 September 2012, perihal pemberian izin 
pengembangan pelabuhan Nunukan kepada penyelenggara pelabuhan 
Nunukan. 

17. Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Nomor UM.001/02/6/KSOP­
NNK-2014, tertanggal 14 April 2014, tentang teknis kelaikan ponton di 
PLBL Liem Hie Djung 

18. Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea 
dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya 
Pabean C Nunukan, Nomor S-397/WBC.14/KPP.MP.05/2012, tertanggal 
27 Juli 2012, perihal penetapan kawasan pabean dan tempat penimbunan 
sementara (TPS) dermaga pelabuhan Liem Hie Djung. 

19 Surat Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia, Nomor 
185.5/428/BNPP, tertanggal Jakarta, 28 Febuari 2014, perihal pemantapan 
pengelolaan lintas batas negara RI-Malaysia di wilayah Kabupaten 
Nunukan. 
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Nomor 

DAFTAR LAMPIRAN GAMBAR 

Judul gambar Halaman : 109 

1. Gambar : peneliti melaksanakan wawancara kepada Asisten 1 Setkab 

Nunuk:an di Kantor Bupati Nunukan. 

2. Gambar : peneliti melaksanakan wawancara kepada Kadishubkominfo 

Kabupaten Nunukan di pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Nunukan. 

3. Gambar : peneliti melaksanakan wawancara kepada kepala KSOP 

Nunukan di ruangan kantor KSOP Nunukan. 

4. Gambar : peneliti melaksanakan wawancara kepada tata usaha UPT 

PLBL Liem Hie Djung di ruang PLBL Liem Hie Djung Nunukan. 

5. Gambar : peneliti melaksanakan wawancara kepada toko masyarakat 

Nunukan di pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Nunukan. 

6. Gambar : melalui media surat kabar radar Nunukan kondisi dermaga 

PLBL Liem Hie Djung rusak. 

7. Dokumentasi : kunjungan Presiden RI bersama kepala PLBL Liem Hie 

Djung ke pelabuhan PLBL. 

8. Dokumentasi kunjungan kerja Menteri Koordinator bidang 

Pembangunan Manusia dan kebudayaan RI dan Menhurnkam kepelabuhan 

PLBL Liem Hie Djung Nunukan. 

9. Dokumentasi : kunjungan kerja kepala Kanwil DJBC bagian Kalimantan 

Timur ke pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Nunukan. 

10. Dokumentasi : spesifikasi kapal KM.Perancis tujuan trayek Nunukan­

Tawau Sabah Malaysia. 
xvii 
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11. Gambar melalui media koran gerbang emas Nunukan yaitu kordinasi 

Kepala Dishubkominfo Nunukan bersama Bea dan Cukai Nunukan dalam 

rencana penetapan kawasan pabean di pelabuhan PLBL. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

1. Gambaran Umum Kabupaten Nunukan 

Kabupaten Nunukan merupakan Kabupaten yang berbatasan langsung 

negara tetangga yaitu Tawau Sabahn Malaysia. Kabupaten Nunukan 

memiliki luas wilayah 14.493 km2 dan memiliki jumlah penduduk 140.842 

jiwa (sumber hasil sensus penduduk tahun 2010). Kabupaten Nunukan 

memiliki beberapa pelabuhan dan dermaga rakyat (sumber data Dinas 

Perhubungan Komunikasi dan lnformatika Kabupaten Nunukan tahun 2016) 

sebagai berikut : 

a. Pelabuhan Nunukan yang dikelolah oleh PT.Pelindo cabang Nunukan. 

b. Pelabuhan penyeberangan pery Sei Jepun dikelolah oleh Dinas 

Perhubungan Komunikasi dan lnformatikan Kabupaten Nunukan. 

c. Pelabuhan Pos Lintas Batas laut Liem Hie Djung yang dikelolah oleh 

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatikan Kabupaten Nunukan. 

d. Pelabuhan pery penyeberangan dikecamatan Sebatik yang dikelolah oleh 

Dinas Perhubungan Komunikasi dan lnformatikan Kabupaten Nunukan. 

e. Pelabuhan pery penyeberangan dikecamatan Seimenggaris yang 

dikelolah oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatikan 

Kabupaten Nunukan. 

f. Pelabuhan sungai dan danau di Kecamatan Sebuku yang dikelolah oleh 

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatikan Kabupaten Nunukan. 

41 
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g. Dermaga Sembakung di Kecamatan Sembakung 

h. Dermaga lumbis di Kecamatan Lumbis. 

L Dermaga Inhutani di Kecamatan Nunukan. 

J. Dermaga Mentikas di Kecamatan Se batik. 

2. Gambaran Lokasi Penelitian 

Adapun deskripsi objek penelitian yaitu di kantor Dinas Perhubungan 

Komunikasi dan Informatika khususnya pada unit pelaksana teknis (UPT) 

pelabuhan pos lintas batas laut Liem Hie Djung Kabupaten Nunukan. 

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, peneliti mengumpulkan 

beberapa data di kantor UPT PLBL Liem Hie Djung Dinas Perhubungan 

Kabupaten Nunukan ,sebagaimana gambar dibawah ini : 

Gambar 4.1 : Dokumentasi pelabuhan PLBL Leim Hie Djung di Kabupaten 
Nunukan 

3. Dasar Pembentukan Kantor UPT PLBL Liem Hie Djung Di Kabupaten 

Nunukan 
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Melalui sumber UPT PLBL Liem Hie Djung Kabupaten Nunukan, 

tahun 2016 bahwa dasar terbentuknya unit pelaksana teknis PLBL Liem Hie 

Djung Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan yaitu berdasarkan Peraturan 

Bupati Nunukan Nomor 54 tahun 2013 tentang pembentukan, susunan 

organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis (UPT) pos lintas batas laut 

Liem Hie Djung Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan 

4. Visi dan misi Kantor UPT PLBL Liem Hie Djung Dinas Perhubungan 

Kabupaten Nunukan 

a). Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan 

VISI : "Mewujudkan Kabupaten Nunukan sebagai centra transit dan jasa 
" 

b). Misi: 

(1). SDM yangberkualitas. 
(2). Pelayanan publik yang prima. 
(3). Sistem serta sarana dan prasarana perhubungan bidang darat laut dan 

udara serta infokom . 
( 4 ). Regulasi,kemandirian,serta moda transportasi. 
( 5). Kemitraan stakeholder, Pemerintah dan swasta. 

(6). Sosialisasi demi mensinkronisasikan antara program strategis Dinas 
Perhubungan dengan kultur masyarakat 

5. Struktur organisasi di UPT PLBL Liem Hie Djung Kabupaten 
Nunukan 

Struktur organisasi di UPT PLBL Liem Hie Djung ditetapkan oleh 

Bupati Nunukan melalui Peraturan Bupati Nunukan Nomor 54 tahun 2013 

tentang susunan organisasi dan tata kerja UPT PLBL Liem Hie Djung pada 

Dishubkominfo Kabupaten Nunukan. 
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I 
POKJA 

PERENCANAAN 
DAN 

PEMBANGUNAN 

DANRUSHIF 
I 

KEPALA UYf 
PLBL Liem Hie Djung 

Nunukan 

I I 
POKJAUSAHA POKJA 

KEPELABUHANAN OPERASIONAL 
DAN 

PENGAWASAN 

I 
I 

I DANRU SHIF I I DANRUSHIF 
II III 

KASUBAG. 
TATA 

US AHA 

I 
Sumber : UPT PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan 

Bagan 4.2 : Struktur Organisasi Kantor UPT PLBL Liem Hie Djung 
Nunukan 

6. Tugas dan Fungsi UPT PLBL Liem Hie Djung Kabupaten Nunukan 

44 

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 tahun 2013 tentang 

Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis (UPT) 

pos lintas batas laut Liem Hie Djung Nunukan pada Dinas Perhubungan 

Kabupaten Nunukan, salah satu tugas dan fungsi Kepala UPT PLBL Liem 

Hie Djung Nunukan antara lain : 

a). Tugas pokok adalah memelihara kelancaran dan ketertiban pelayanan 

kapal dan dan barang serta kegiatan pihak lain sesuai dengan sistem dan 

prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan yang telah ditetapkan. 
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b). Fungsi adalah pelaksanaan kebijakan teknis pengaturan, pembinaan, 

pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan dan pemberian 

jasa kepelabuhanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

7. Sejarah Terbangunnya Pelabuhan Pos Lintas Batas Laut Liem Hie 

Djung Nunukan 

Melalui hasil penelitian dilapangan, peneliti mengumpulkan data 

terkait dengan sejarah terbangunnya pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di 

Kabupaten Nunukan. Pelabuhan tersebut dibangun berdasarkan 

rekomendasi hasil kesepakatan kedua negara Indonesia dan Malaysia 

melalui forum kerjasama sosek malindo. Pembangunan pelabuhan PLBL 

Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan dibangun pada tahun 2003 dan 

dioperasikan pada tahun 2009 untuk kegiatan lintas pelayaran lokal, 

regional (Nunukan-Tarakan), dan kegiatan pelayaran intemasional 

Nunukan-Tawau Sabah Malaysia. 

Kronologis pembangunan pelabuhan pos lintas batas laut Liem Hie 

Djung di Kabupaten Nunukan sebagai berikut: 

a). Pertama, pada tanggal 11 September 1996, diadakan pertemuan pertama 

di Negeri Sabah Malaysia menghasilkan kesepakatan bahwa pos lintas 

batas laut terletak di sungai Pancang untuk Indonesia dan di Wallce Bay 

untuk Tawau Sabah Malaysia. 

b). Kedua, pada tanggal 18 September 1997, dilakukan pertemuan yang 

kedua, di Balikpapan Kaltim. 
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c ). Ketiga pada tanggal 3-4 September 1998, dilakukan pertemuan yang 

ketiga, di Kota Kinabalu Malaysia. 

d). Keempat pada tanggal 6 Agustus 1999, pertemuan yang keempat, di 

Balikpapan. 

e). Kelima, pada tanggal 25-26 juli 2000, pertemuan kelima, di Kota 

Kinabalu Malaysia, yang menghasilkan bahwa untuk lokasi tetap 

mengacu pada hasil pertemuan pertama. 

f). Pada tanggal 30 Juli 2001, dilakukan pertemuan keenam, di Balikpapan 

dan terjadi perubahan lokasi pembangunan pos lintas batas, untuk 

Indonesia berada di Sungai Bambangan dan untuk Malaysia tetap di 

Wallace bay. 

g). Pada tanggal 23-24 Juli 2002, pertemuan ketujuh, di Kota Sandakan 

Malaysia. 

h). Pada tanggal 6 Agustus 2003, pertemuan di Kota Surabaya (Jatim) yang 

tetap mengacu pada pertemuan sebelurnnya. 

i). Pada anggal 5-6 Agustus 2004, dilakukan pertemuan kesembilan, di 

Surabaya clan terjadi perubahan untuk pembangunan pos lintas batas di 

Malaysia Wallace Bay pindah ke Sungai Iman, pasir putih. 

j). Pada pertemuan kesepuluh, pada tanggal 21 Juli 2005, di Balikpapan, 

disepakati bahwa tim delegasi Malaysia clan Indonesia mengadakan 

kunjungan ke Nunukan untuk meninjau pembangunan lokasi pelabuhan 

di Liem Hie Djung Nunukan. 
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8. Sarana dan prasarana di pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Kabupaten 

Nunukan 

Melalui penelitian dilapangan (sumber: UPT PLBL Liem Hie Djung 

Kabupaten Nunukan, tahun 2016), peneliti mengumpulkan beberapa data 

prasaranana dan sarana pelabuhan sebagai berikut : 

a). Prasarana pelabuhan PLBL Liem Hie Djung terdiri atas: 

(1). Dermaga Terapung (Ponton): 3 unit, dan ukuran 12 x 10 M 

(2).Trestle penghubungan dermaga kontruksi beton : 1 unit dan ukuran 

53,25 x 10 m. 

(3 ). Trestle j embatan fleksbel : 3 unit dan ukuran 17 ,5 x 4 m 

(4).Bangunan gedung operasional (ruang perkantoran, terminal 

penumpang dan ruang utilities) seluas: 2.300 m2. 

(5). Lapangan parkir/jalan masuk: luas 2.450 m2. 

(6). Gedung mesin genset: 96 m2. 

(7) Bangunan pos jaga 

b ). Sarana terdiri atas : 

(1). Tempat duduk 

(2). Mesin genset 500 Kva 

(3). Tabung PMK 

(4). Mesin X-Ray 

( e ). AC berdiri 

(f). Televisi 

: 20 set (1 set 5 kursi) 

: 1 unit 

: 9 buah 

: 2 unit 

: 10 unit 

: 3 unit 
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9. Proses anggaran pembangunan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di 

Kabupaten Nunukan 

Melalui basil penelitian dilapangan ( sumber : UPT PLBL Liem Hie 

Djung Kabupaten Nunukan), peneliti mengumpulkan beberapa sumber 

informasi data anggaran pembangunan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung 

di kantor UPT PLBL Liem Hie Djung Nunukan bahwa pelabuhan PLBL 

Liem Hie Djung dibangun dengan menggunakan beberapa tahap 

anggaran melalui APBD I, APBD II dan APBD pusat sebagai berikut : 

1) Tahap I sebagai berikut : 

(a). Tahap I,melalui APBD II tahun 2003,dengan nilai 2,8 Milyar. 

(b). Tahap II,melalui APBD II tahun 2003, dengan nilai 3,8 Milyar. 

(c). Tahap III melalui APBD II tahun2004, dengan nilai 3,8 milyar 

( d). Tahap IV melalui APBD II tahun 2005 dengan nilai 2,8 milyar. 

(e). Tahap I tahun 2005 APBD I dengan nilai 5,7 milyar. 

(f). Tahap II tahun 2005 APBD I dengan nilai 2,424 milyar. 

(g). Tahap III tahun 2006 APBD I (ABT) dengan nilai 1,161 milyar. 

(h). Tahap IV tahun 2007 APBD I dengan nilai 3,3 milayar. 

(i). Tahap V tahun 2008 APBD I dengan nilai 15,9 milyar. 

Total anggaran APBD I : 28,6 Milyar. 

2) Tahap ke II yaitu anggaran perbaikan dermaga PLBL Liem Hie Djung 

Nunukan sebagai berikut: 
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(a).Anggaran Pemerintah Pusat melalui anggaran BNPP Rp 

6.197.497.000,- Milyar. 

(b ).Anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara 

9.000.000.000,- Milyar. 

Rp 

10. Instansi/Lembaga Pemerintah Di Pelabuhan PLBL Liem Hie Djung 

Kabupaten Nunukan 

Melalui hasil penelitian dilapangan, peneliti menganalisis di kantor 

UPT PLBL Liem Hie Djung bahwa dalam kegiatan operasional di 

pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Nunukan, terdapat beberapa instansi 

atau lembaga Pemerintah yang mendukung kelancaran operasional 

(sumber data: UPT PLBL Liem Hie Djung Nunukan) antara lain: 

a). UPT.PLBL Liem Hie Djung 

b ). KSOP Nunukan 

c). Bea Cukai Nunukan 

d). Imigrasi Nunukan 

e ). Karantina pelabuhan 

f). Kepolisian 

g). SAR Nunukan 

11. Data keberangkatan dan ketibaan penumpang pelayaran lokal dan 

regional 

Beberapa data kegiatan operaisonal kepelabuhanan dan pelayaran 

di pelabuahn PLBL Liem Hie Djung yaitu kegiatan operasional kapal 

42593.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



so 

pelayaran lokal antar kecamatan clan kegiatan pelayaran regional antar 

Kabupaten/Kota. 

Kegiatan operasional pelayaran di pelabuhan PLBL Liem Hie 

Djung didukung oleh adanya data kegiatan (sumber data : UPT PLBL 

Liem Hie Djung Nunukan) sebagai berikut : 

a). Data Keberangkatan Penumpang (Pelayaran Lokal) 

Tabel 4.3 
Data Keberangkatan Penumpang (Pelayaran Lokal) 

DATA KEGIATAN OPERASIONAL 

KEBERANGKA TAN KAP AL I SPEED BOAT DI DERMAGA PLBL LIEM HIE DJUNG 

( TRAYEK DALAM KABUPATEN I KOTA) 

BULAN JANUARI SID DESEMBER TAHUN 2015 
TOTALKAPAL TOTALMUATAN 

TRAYEK/ KAPAL 
PE RAH 

SPEED 
BARAN !KENDA HEWA 

PENUMPANG KE NO 
LINT AS MOTO u G RAAN N T 

MOTO 
BOAT 

R(KM) 
R(PM) (SB) (TON) (UNIT) 

'EKOR) DEW ASA ANAK 

1 SEBUKU 50 1 1346 458.4 19 - 13267 765 

2 
SEIMANGG 

6 7 75.6 67 0 
ARIS - - -

3 SEBAKIS 43 69 563 282.7 11 - 3524 271 

4 SEI ULAR 2 26 1 97.5 - - 26 0 

5 TABUR - - - - - - 0 0 

6 SRINANTI - - 1 - - - 9 0 

7 SERUYUNG 1 5 300 9.2 - - 4455 0 

8 
BINALAWA 

551 24 17 4263 744 
N - - -

9 
KANDUAN 119 45 82 1142 401 
GAN 

- - -
JUMLAH 

772 101 2218 951.9 129 0 26753 2181 
KESELURUHAN 

Sumber : UPT PLBL Liem Hie Djung Kabupaten Nunukan 

b). Data Ketibaan Penumpang (Pelayaran Lokal) 

Tabel 4.4 
Data Ketibaan Penumpang (Pelayaran Lokal) 

DAT A KEGIA TAN OPERASIONAL 
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NO 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

7 

8 

9 

KEDATANGAN KAP AL I SPEED BOAT DI DERMAGA PLBL LIEM HIE DJUNG 
(TRAYEK DALAM KABUPATEN I KOTA) 

BULAN JANUARl SID DESEMBER TAHUN 2015 

TOTALKAPAL TOTALMUATAN 

PERA BARA KENDA HEW PENUM KET 

TRAYEK/ KAPAL HU SPEED NG RAAN AN PANG 
LINTAS MOTO MOT BOAT 

R(KM) OR (SB) DEW AS 
(PM) (TON) (UNIT) (EKO A 

ANAK 

R) 

SEBUKU - - 899 - - - 10385 980 

SEIMANGGARI 
1 106 1233 128 s - - - -

SEBAKIS - - 7 - - - 58 0 

SEI ULAR - - - - - - 0 0 

TABUR - - - - - - 0 0 

SRINANTI - - - - - - 0 0 

SERUYUNG - - 243 - - - 2107 5 

BINALAWAN 628 - - - 6 - 6624 1138 

KANDUANGAN 115 - - - 87 - 1002 332 

JUMLAH 
KESELURUHAN 

744 0 1255 0 93 21409 2583 

Sumber : UPT PLBL Liem Hie Djung Kabupaten Nunukan 

NO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

c). Data Keberangkatan Penumpang (Pelayaran Regional) 

Tabel 4.5 
Data Keberangkatan Penumpang (Pelayaran Regional) 

DATA KEGIATAN OPERASIONAL 

KEBERANGKAT At'l DI DERMAGA PLBL LIEM HIE DJUNG 

TRAYEK ANT AR KABUPATEN I KOTADALAM PROVINS! (NUNUKAN­
TARAKAN) 

BULAN JANUARI SID DESEMBER 2015 

BERANGKAT 
NAMA SPEED BOAT 

TRAYEK KET. 
(SB) PENUMP ANG/ ORANG 

DEW ASA ANAK 

SB. DEWA SEBAKIS 356 14835 989 

SB. TRI PUTRI 349 8645 933 

SB. DC. 10 337 10568 1427 

SB. MINSEN 325 8025 864 

SB. SADEWA 294 9011 800 

SB. SINAR BARU 304 10181 993 

SB. MALlNOO 331 7568 416 
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8 I SB. MENARA NIKLAS 300 5909 717 

JUMLAH KESELURUHAN 25% 74742 7139 

Sumber : UPT PLBL Liem Hie Djung Kabupaten Nunukan 

d). Data Ketibaan Penumpang (Pelayaran Regional) 

Tabel 4.6 
Data Ketibaan Penumpang (Pelayaran Regional) 

DATA KEGIATAN OPERASIONAL 

KETIBAAN DI DERMAGA PLBL LIEM HIE DJUNG 
TRA YEK ANT AR KABUPATEN I KOT A DALAM PROVINS! (NUNUKAN­

T ARAKAN) 
BULAN JANUARI SID DESEMBER 2015 

NAMASPEED 
KETIBAAN 

NO TRAYEK PENUMP ANG/ ORANG KET. 
BOAT(SB) 

DEWASA ANAK 

1 
SB. DEWA 

354 9044 628 
SEBAKIS 

2 SB. TRI PUTRI 347 8949 637 
3 SB. DC. 10 339 9581 1143 
4 SB. MINSEN 327 9060 392 
5 SB. SADEWA 290 7674 563 

6 
SB. SINAR 

320 9742 1055 
BARU 

7 SB. MALINDO 332 8719 725 

8 
SB. MENARA 

306 6931 8005 
NIKLAS 
JUMLAH 

2615 69700 13148 
KESELURUHAN 

Sumber : UPT PLBL Liem Hie Djung Kabupaten Nunukan 

B. Hasil 

52 

Pada subjudul ini, peneliti akan menguraikan data-data hasil penelitian 

yang berhasil dikumpulkan dari jawaban informan berdasarkan hasil 

wawancara dilapangan. Wawancara dilakukan kepada beberapa informan yang 

dianggap berkompeten memberikan sumber informasi terkait evaluasi 
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kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung (lintas batas 

pelayaran intemasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia) di Kabupaten 

Nunukan. Informan tersebut terdiri clari Ketua Asisten I Setkab Nunukan, 

Kadishubkominfo Kabupaten Nunukan, Kepala KSOP Nunukan, Kasubag Tata 

Usaha UPT PLBL Liem Hie Djung clan tokoh masyarakat Nunukan. Data 

primer dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara informan. Data primer 

yang telah dikumpul kemudian disajikan clalam bentuk paparan clan penjelasan. 

1. Lsi kebijakan 

a).Proses kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah 

Kabupaten Nunukan dengan Pemerintah Sabah Tawau Malaysia dalam 

pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan 

Proses kebijakan kedua negara yaitu Pemerintah Provinsi 

Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Nunukan dengan 

Pemerintah Sabah Tawau Malaysia dalam upaya mewujudkan pelabuhan 

PLBL Liem Hie Djung sebagai pelabuhan yang berfungsi intemasional 

Nunukan-Tawau Sabah Malaysia merupakan hasil rekomendasi 

kerjasama forum sosek malindo pada tahun 2003 dan kedua Pemerintah 

di perbatasan sepakat untuk membangun pos lintas batas laut 

intemasional guna mengawasi kegiatan pelayaran kapal dan lintas 

pedagangan orang (TKI). 

Proses pembangunan pelabuhan pos lintas batas laut intemasional 

pada masing-masing wilayah di perbatasan yaitu Kabupaten Nunukan 
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dan Kota Tawau Sabah, telah sepakat membangun dan memfungsikan 

pelabuhan pos lintas batas sebagai pelabuhan yang berperan dan 

berfungsi internasional sebagai berikut : 

( 1) Peran pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Nunukan 

Berdasarkan konsep Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 61 tahun 2009 tetang kepelabuhanan, pada pasal 4 

menjelaskan bahwa "Pelabuhan memiliki peran sebagai: (1). Simpul 

jaringan transportasi sesuai dengan hirarkinya, (2). Pintu gerbang 

kegiatan perekonomian, (3).Tempat kegiatan alih moda transportasi, 

(4).Penunjang kegiatan industri dan/atau perdagangan, (5).Tempat 

distribusi, produksi dan konsolidasi muatan atau barang, dan (6). 

Mewujudkan wawasan nusantara dan kedaulatan negara". 

Keterkaitan proses kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan 

Timur dan Pemerintah Kabupaten Nunukan terhadap pengelolaan 

pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan telah 

disepakati oleh kedua Pemerintah dengan peran dan berfungsi 

sebagai peruntukan pelabuhan lintas internasional Nunukan-Tawau 

Sabah. Hal ini disampaikan oleh informan ketua Asisten I Setkab 

Nunukan, terkait peran pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di 

Kabupaten Nunukan, mengatakan bahwa: 

"Sebenarnya hasil kesepakatan sosek malindo dalam rangka 
pemberian pelayanan yang terbaik kepada masyarakat 
khususunya masyarakat kita, yang baik dari Nunukan - Tawau 
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maupun dari Tawau ke Nunukan itu kesepakatan ada didalam 
sosek malindo". 

Hal ini ditegaskan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten 

Nunukan bahwa peran dan fungsi pelabuhan PLBL Liem Hie Djung, 

mengatakan bahwa : 

"Peran : baik, mencermati adanya pelabuhan PLBL Liem Hie 
Djung di Kabupaten Nunukan, jelas dibangunnya pelabuhan 
tersebut sudah diperkirakan para perencana sebagai perannya 
ya paling tidak dia berperan akan untuk dapat menghimpun 
dari beberapa tempat atau pulau diluar pulau Nunukan yang 
akan datang ke pulau N unukan tersebut, tentunya bersandar di 
pelabuhan tersebut, dari beberapa pulau yang ada diseputaran 
pulau Nunukan". 

Pandangan ini diperkuat oleh Kasubag TU UPT PLBL 

Nunukan mengatakan bahwa : 

a. "Pelabuhan PLBL Liem Hie Djung merupakan hasil 
rekomendasi pertemuan kerjasama sosek malindo, yang 
mana masing-masing pihak, baik Pemerintah Indonesia 
maupun pihak kerajaan Malaysia diwajibkan menyediakan 
sarana prasarana berupa terminal pelabuhan yang 
dikhususkan bagi angkutan lintas batas yang melayani 
penumpang dan barang antar kedua negara". 

b. Peran pelabuhan PLBL Liem Hie Djung tentunya yang 
pertama adalah disamping sebagai pintu gerbang 
perekonomian juga mewujudkan wawasan nusantara dan 
kedaulatan negara". 

Hal yang sama juga ditegaskan oleh toko masyarakat 

Nunukan, mengatakan bahwa: 

"Perannya antara lain : 
1. Sebagai simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan 

hirarkinya. 
2. Tempat kegiatan alih moda trasportasi. 
3. Sebagai pintu gerbangperekonomian. 
4. Penunjang kegiatan industri dan/ atau perdagangan. 
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5. Tempat distribusi, produksi dan konsolidasi muatan atau 
barang. 

(2). Fungsi pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Nunukan 

Berdasarkan konsep Permendagri No.18 tahun 2008 tentang 

standarisasi, prasarana dan pelayanan lintas batas antar negara, 

menjelaskan bahwa fungsi pelabuhan pos lintas batas intemasional 

adalah fungsi keimigrasian, kepabeanan, karantina, keamanan dan 

fungsi lain yang peruntukan. Sesuai dengan hasil kertas kerja sosek 

malindo bahwa pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Nunukan 

difungsikan sebagai fungsi pelabuhan lintas batas intemasional 

Nunukan-Tawau Sabah Malaysia. 

Hal ini didukung oleh pemyataan informan Asisten I Setkab 

Nunukan mengatakan bahwa : 

"Sebenamya hasil kesepakatan sosek malindo dalam rangka 
pemberian pelayanan yang terbaik kepada masyarakat 
khususunya masyarakat kita, yang baik dari Nunukan - Tawau 
maupun dari Tawau ke Nunukan itu kesepakatan ada didalam 
sosek malindo". 

Hal ini juga ditegaskan oleh Kepala Dinas Perhubungan 

Kabupaten Nunukan bahwa peran dan fungsi pelabuhan PLBL Liem 

Hie Djung, mengatakan bahwa: 

"Fungsi : kalau fungsinya sebagaimana kita ketehui semua 
bahwa pelabuhan itu berfungsi untuk bersandamya kapal, naik 
turunya orang dan barang ya tentunya pelabuhan itu hams laik, 
laik dari keselamatan dan keamanan serta kenyamanan para 
pengguna dan pelaku-pelaku kapal atau para penumpang yang 
menyinggahi pelabuhan tersebut saya rasa jelas fungsinya itu". 

42593.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



57 

Pandangan ini diperkuat oleh kepala tata usaha UPT. PLBL 

Liem Hie Djung, Nunukan mengatakan bahwa : 

"Fungsi pelabuhan PLBL Liem Hie Djung, jelas dalam 
operasionalnya nanti sebagai tempat kegiatan pemerintahan 
yangmana didalamnya terdapat pelayanan CQIS kemudian 
sebagai tempat kegiatan pengusahaan dengan keterlibatan 
pihak swasta seperti keagenan, pedagang dan lain ya". 

Hal yang sama juga ditegskan oleh toko masyarakat 

mengatakan bahwa fungsi pelabuhan adalah "Sebagai tempat 

kegiatan pemerintahan dan sebagai kegiatan perekonomian". Namun 

padangan yang berbeda disampaikan oleh Kepala KSOP Nunukan 

mengatakan bahwa "Yang fungsinya adalah untuk kapal-kapal yang 

tonasenya kecil". 

Secara keseluruhan basil wawancara dilapangan menunjukan 

bahwa fungsi dibangunnya pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di 

Kabupaten Nunuk:an merupakan pelabuhan yang diperuntukan 

sebagai fungsi pelabuhan lintas batas intemasional Nunukan-Tawau 

Sabah Malaysia, hal ini diperkuat oleh beberapa data primer dan data 

sekunder melalui beberapa surat hasil kerja sama kedua negara 

Indonesia dan Malaysia melalui forum sosek malindo dan surat dari 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten 

Nunukan. 

Berdasarkan konsep Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

18 Tahun 2007 tentang standarisasi, prasarana dan pelayanan lintas 

42593.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



58 

batas antar negara, sebagaimana termuat pada pasal 2 ayat (I) bahwa 

"di setiap keluar/masuk wilayah negara dibangun pos lintas batas 

tradisional dan lintas batas international". Keterkaitan konsep 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2007 tentang 

standarisasi, prasarana dan pelayanan lintas batas antar negara 

dengan gambaran tentang kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL 

Liem Hie Djung sebagai peruntukan pelabuhan lintas batas 

intemasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia di Kabupaten 

Nunukan belum berjalan secara maksimal. Hal ini dipertegas oleh 

informan ketua Asisten 1 Setkab Nunukan mengatakan bahwa : 

"Untuk pengelolaannya yang namanya itu masih barn pastilah 
ada kekurangan dan kelemahannya tapi dengan berjalananya 
sudah berapa tahun ini selama sudah keluar ijin operasionalnya 
itukan setiap tahun ada peningkatan perbaikan-perbaikan 
didalamnya kita tidak berharap langsung sempuma namanya 
sesuatu itu dimulai pastilah mesti ada kelemahan­
kelemahannya nah inilah kita harapkan apalagi teman-teman 
disana pegawai itu memang selalu kita berikan pemahanan 
bimbingan supaya didalam pengelolaan dipelabuhan itu karena 
itu bagaimanapun juga itu pelabuhan intemasional dan 
regional makanya kita setiap saat itu ada pembinaan kepada 
petugas yang ada dilapangan". 

Hal ini dipertegas oleh informan yaitu Kepala Dinas 

Perhubungan Komunikasi dan informatika Kabupaten Nunukan, 

terkait dengan kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie 

Djung sebagai peruntukan pelabuhan lintas batas intemasional 

Nunukan-Tawau Sabah Malaysia, mengatakan bahwa 
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"Kebijakan pengelolaan pelabuhan Liem Hie Djung dari 
perspektif pemerintahan jelas Pemerintah Daerah tidak 
meninggalkan kearipan lokal untuk bisa dinilai suatu daerah itu 
sudah maju tentunya kebijakan Pemerintah daerah membangun 
pelabuhan tersebut, ya paling tidak sudah moderen atau semi 
permanen bahkan disebut permanen. Dengan dibangunnya dari 
bahan-bahan yang laik untuk disebut pelabuhan yang sudah 
moderen. Nah jadi kebijakan Pemerintah tidak meninggalkan 
pelabuhan-pelabuhan dengan kearipan lokalnya, yah ada juga 
pelabuhan-pelabuhan kecil di sekitar itu yang sifatnya 
mungkin masih pelabuhan-pelabuhan tambatan perahu rakyat, 
jadi jelas kebijakan Pemerintah disini membangun pelabuhan 
yang sudah permanen". 

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh informan 

tokoh masyarakat Nunukan, terkait dengan kebijakan pengelolaan 

pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan, 

mengatakan bahwa : 

"Disinilah dikatakan kebijakan, maksudnya kebijakan 
walaupun persyaratan yang ditentukan oleh PP No.61 tahun 
2009 tadi, tidak dilengkapi dengan pakta-pakta namun 
Pemerintah melaksanakan pembangunan ini dengan memenuhi 
syarat pelabuhan penyeberangan inilah yang disebut kebijakan. 
Pelabuhan PLBL Liem Hie Djung secara hukum clan pakta 
adalah pelabuhan penyeberangan intemasional". 

Hal ini tidak sejalan dengan apa yang disampaikan oleh 

informan kepala KSOP Nunukan, terkait dengan kebijakan 

pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Nunukan, 

mengatakan bahwa : 

"Jadi kebijakan bahwa pengelolaan pelabuhan sesuai dengan 
Undang-undang adalah badan usaha pelabuhan (BUP). Jadi 
saat 1ru yang dilaksanakan Pemda Nunukan adalah 
Dishubkominfo, seyogyanya Pemda membuat Bdan Usaha 
Pelabuhan". 
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Hal ini tidak sejalan dengan apa yang disampaikan oleh 

informan kepala tata usaha UPT PLBL Liem Hie Djung Kabupaten 

Nunukan, terkait dengan kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL 

Liem Hie Djung Nunukan, mengatakan bahwa: 

"Pendapat saya terhadap kebijakan pengelolaan pelabuhan 
PLBL Liem Hie Djung sejauh ini belum maksimal karena saat 
ini masih ada prosedur administrasi dan kelengakapan fasihtas 
yang harus dipenuhi sehingga pelabuhan PLBL Liem Hie 
Djung belum dapat difungsikan untuk melayani trayek 
angkutan laut lintas batas". 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa 

kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di 

Kabupaten Nunukan merupakan kebijakan oleh kedua negara 

Indonesia dan Malaysia melalui forum sosek malindo dalam 

memfasilitasi pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai peruntukan 

pelabuhan lintas batas laut Nunukan-Tawau Sabah Malaysia. Hal ini 

diperkuat oleh beberapa dokumen melalui beberapa surat hasil kerja 

sama kedua negara Indonesia dan Malaysia melalui forum sosek 

malindo, Undang-Undang pelayaran, dan beberapa surat Pemerintah 

Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah 

Kabupaten Nunukan. 

b ).Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan 

Pemerintah Kabupaten Nunukan dengan Pemerintah Sabah Tawau 
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Malaysia dalam pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di 

Kabupaten Nunukan 

Dalam pelaksanaan kebijakan yang telah dilaksanakan Pemerintah 

Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Nunukan telah 

mendapat dukungan oleh Menteri Dalam Negeri khususnya terhadap 

pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di dalam upaya 

mewujudkan fungsi internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia telah 

sesuai dengan tatanan kepelabuhanan nasional, simpul jaringan 

transportasi laut, namun belum berjalan secara optimal. Hal ini didukung 

oleh beberapa konsep manajemen kepelabuhanan dan pandangan 

informan pada saat hasil wawancara dilapangan mengatakan sebagai 

berikut: 

(1 ). Tatanan Kepelabuhanan 

Berdasarkan konsep manajemen pelabuhan menurut Undang­

Undang Republik Indonesia, Nomor 17 Tahun 2008 tentang 

pelayaran, pada pasal 1 buir 14, menjelaskan bahwa kepelabuhanan 

adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi 

pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban 

arus lalu lintas kapal, penumpang dan/ atau barang, keselamatan dan 

keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/ atau antar moda 

serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap 

memperhatikan tata ruang wilayah. Keterkaitan konsep tersebut 
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dengan gambaran tentang tatanan kepelabuhanan pada pelabuhan 

PLBL Liem Hie Djung sebagai peruntukan pelabuhan lintas batas 

intemasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia di Kabupaten 

Nunukan telah sesuai dengan prosedur kepelabuhanan. Hal ini 

didukung oleh konsep Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 61tahun2009 tentang kepelabuhanan, pada pasal 10 rencana 

lokasi pelabuhan yang akan dibangun harus sesuai dengan : 

(a). Rencana tata raung wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah 

Provinsi dan rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota. 

(b ). Potensi danperkembangan sosial ekonomi wilayah. 

( c ). Potensi sumber daya alam. 

( d).Perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun 

intemasional. 

Pelaksanaan kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie 

Djung di Kabupaten Nunukan dalam upaya me\\<ujudkan fungsi 

intemasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia telah sesuai dengan 

konsep tatanan kepelabuhanan .. Hal ini juga sejalan dengan apa yang 

disampaikan oleh informan Kadishubkominfo Kabupaten Nunukan, 

terkait dengan ketatanan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie 

Djung Nunukan, mengatakan bahwa : 

" Kalau berbicara tentang tatanan kepelabuhanan di Liem Hie 
Djung secara ketentuan harus melihat tata ruang yang dibuat 
oleh pemerintah, ini tentunya yang berkompeten ada di 
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Bappeda, namun saya sendiri dan mencermati pembangunan 
yang ada saya anggap sudah dipertimbangkan". 

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh informan 

kepala Tata Usaha UPT PLBL Liem Hie Djung Kabupaten 

Nunukan, terkait dengan ketatanan pengelolaan pelabuhan PLBL 

Liem Hie Djung Nunukan, mengatakan bahwa : 

1. Menurut saya setiap pelabuhan yang akan dibangun tentu 
ada kaj ian, kesesuaian dengan tatanan kepelabuhan tentu 
juga menjadi pertimbangan dari kajian tersebut. Semua ada 
proses dan tahapan". 

2. Sebagaimana kita ketahui sekarang ini ada surat keputusan 
Dirjen Hubla tentang pemberian izin pengembangan 
pelabuhan Nunukan kepada penyelenggara pelabuhan 
Nunukan, artinya rencana pengembangan pelabuhan PLBL 
Liem Hie Djung telah sesuai dengan rencana induk 
pelabuhan Nunukan. 

Hal ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh 

informan tokoh masyarakat Nunukan, terkait dengan ketatanan 

pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Nunukan, 

mengatakan bahwa : 

"Sudah sesuai ! Bahwa tatanan kepelabuhanan adalah 
merupakan dasar dalam perencanaan kepelabuhanan, 
pendayagunaan, pengembangan dan pengoperasian pelabuhan 
diseluruh Indonesia, sehingga terjalin suatu jaringan 
infrastruktur secara terpadu dan terciptanya jasa 
kepelabuhanan sesuai tingkat kebutuhan dan penyelenggaraan 
pelabuhan yang handal". 

Hal ini tidak sejalan dengan apa yang disampaikan oleh 

informan Kepala KSOP Nunukan, mengatakan bahwa "Bahwa 

rencana induk pelabuhan tunon taka sedang dalam proses dan karena 
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pelabuhan Liem Hie Djung adalah bagian dari pelabuhan tunon taka 

maka tatanan kepelabuhanan akan menyesuaikan". 

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan menunjukan 

bahwa tatanan kepelabuhanan pada pelabuhan PLBL Liem Hie 

Djung di Kabupaten Nunukan telah sesuai dengan prosedur tatanan 

kepelabuhanan. Hal ini diperkuat oleh beberapa regulasi melalui 

Undang-Undang pelayaran dan Permendagri Nomor 18 tai'lun 2007 

tentang standarisasi, prasarana dan pelayanan lintas batas antar 

negara. Namun masih terdapat perbedaan pandangan yang 

disampaikan oleh informan KSOP bahwa pelabuhan PLBL Liem Hie 

Djung belum sesuai dengan tatanan kepelabuhanan, hal ini 

dikarenakan pelabuahn PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten 

Nunukan masih merupakan bagian dari pelabuhan tunon taka 

Nunukan yang dikelolah oleh PT.Pelindo IV cabang Nunukan. 

(2).Pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai simpul jaringan 

transportasi laut 

Gambaran tentang pelabuhan PLBL Liem Hie Djung 

merupakan pelabuhan yang diperuntukan sebagai simpul jaringan 

transportasi laut. Pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten 

Nunukan telah sesuai dengan perannya sebagai simpul jaringan 

transportasi laut. Hal ini seperti apa yang disampaikan oleh informan 

Asisten 1 Setkab Nunukan, terkait dengan pelabuhan PLBL Liem 
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Hie Djung merupakan simpul jaringan transportasi laut, mengatakan 

bahwa: 

"Ya, kalau menurut saya memang sesuai simpul itu karena 
kenapa memang kita pada saat diwacanakan dibuat itu teman­
teman di Perhubungan pada saat itu sudah memikirkan semua 
itu sehingga penetapan lokasinya pada saat kesepakatan 
dengan sosek malindo disitu ditetapkan karena simpul 
lautnya". 

Hal ini seperti apa yang disampaikan oleh informan 

Kadishubkominfo Kabupaten Nunukan, terkait dengan pelabuhan 

PLBL Liem Hie Djung merupakan simpul jaringan transportasi laut, 

mengatakan bahwa : 

"Jadi tentunya sesuai, karena kalau dilihat yang bertambat di 
pelabuhan tersebut dari pulau daratan Kalimantan masuk dan 
di pulau Nunukan ini sendiri sudah ada moda transportasi 
udara dengan adanya atau dibangunnya atau sudah 
berfungsinya lapangan terbang. Nah jadi tercipta sudah 
tersedia sehingga sangat-sangat sesuai dari darat juga dengan 
angkutan daratnya juga sudah ada dari laut berpindah ke darat 
berpindah ke udara. Jadi cukup sesuai kalau melihat dan ini 
j uga sebagai pelabuhan pengumpul dari daratan Sebatik, pulau 
Sebatik, pulau Kalimantan clan masuk di pulau Nunukan". 

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh informan 

kepala tata usaha UPT PLBL Liem Hie Djung Nunukan, terkait 

dengan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Nunuk merupakan simpul 

jaringan transportasi laut mengatakan bahwa: 

"Menurut saya, dengan diterbitnya SK Dirjen Hubla tentang 
pemberian izin pengembangan pelabuhan Nunukan kepada 
penyelenggara pelabuhan Nunukan maka PLBL Liem Hie 
Djung secara hirarkinya juga berperan sebagai simpul dalam 
jaringan transportasi laut" 

42593.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



66 

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh informan 

tokoh masyarakat Nunukan, terkait dengan pelabuhan PLBL Liem 

Hie Djung Nunuk merupakan simpul jaringan transportasi laut 

mengatakan bahwa "Pelabuhan PLBL Liem HieDJung merupakan 

simpul jaringan trasnportasi laut". 

Namun disisi lain tidak sejalan dengan apa yang disampaikan 

oleh informan kepala KSOP Nunukan, terkait dengan pelabuhan 

PLBL Liem Hie Djung Nunuk merupakan simpul jaringan 

transportasi laut, mengatakan bahwa : 

"Simpul jaringan pelabuhan bahwa sesuai SK Dirjen 
Perhubungan tentang rencana induk pelabuhan Nunukan, 
pelabuhan tunon taka adalah pelabuhan pengumpul, jadi 
karena pelabuhan Liem Hie Djung sesuai dengan keputusan 
Dirjen Perhubungan Laut adalah bagian dari pelabuhan tunon 
taka maka sudah sesuai". 

(3). Pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai kegiatan alih moda 

transpotasi laut, tempat konsolidasi muatan barang dan sebagai pintu 

gerbang perekonomian di Kabupaten Nunukan 

Gambaran tentang pelabuhan PLBL Liem Hie Djung 

merupakan pelabuhan yang juga diperuntukan sebagai kegiatan alih 

moda transportasi laut, muatan barang dan sebagai pintu gerbang 

perekonomian. Hal ini seperti apa yang disampaikan oleh informan 

Asisten I Setkab Nunukan, terkait dengan pelabuhan PLBL Liem 
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Hie Djung sebagai tempat alih moda transportasi laut, muatan barang 

dan sebagai pintu gerbang perekonomian, mengatakan bahwa : 

"Ya harapan kita kedepan begitu tapi ya namanya keterbatasan 
anggaran kita untuk melengkapi segala sesuatunya maka 
bertahaplah. makanya yang pertama kita lakukan itu dulu 
dioperasionalkan hanya regional dulu kemudian melangkah ke 
intemasional". 

Hal ini yang disampaikan oleh informan Kadishubkominfo, 

terkait dengan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai tempat alih 

moda transportasi laut, muatan barang dan sebagai pintu gerbang 

perekonomian, mengatakan bahwa : 

"Jadi tentunya sesuai, karena kalau dilihat yang bertambat di 
pelabuhan tersebut dari pulau daratan Kalimantan masuk dan 
di pulau Nunukan ini sendiri sudah ada moda transportasi 
udara dengan adanya atau dibangunnya atau sudah 
berfungsinya lapangan terbang. Nah jadi tercipta sudah 
tersedia sehingga sangat-sangat sesuai dari darat juga dengan 
angkutan daratnya juga sudah ada dari laut berpindah ke darat 
berpindah ke udara. Jadi cukup sesuai kalau melihat dan ini 
juga sebagai pelabuhan pengumpul dari daratan Sebatik, pulau 
Sebatik, pulau Kalimantan dan masuk di pulau Nunukan". 
Hal ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh informan 

Informan kepala KSOP Nunukan berpandangan terhadap peran 

pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai tempat alih moda 

transportasi laut, mengatakan bahwa : 

"Karena dermaga Liem Hie Djung hanya berupa dermaga 
ponton maka alih moda transportasinya sebatas penumpang 
atau orang, karena dermaga ponton terbatas hanya untuk 
kegiatan kapal yang kegiatannya tidak memakai alat bongkar 
muat". 
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Berdasarkan hasil wawancara kepada informan menunjukan 

bahwa pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan 

belum sesuai dengan perannya sebagai tempat alih moda transportasi 

laut, muatan barang dan sebagai pintu gerbang perekonomian 

pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Kabupaten Nunukan. Pandangan 

informan beranggapan bahwa pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di 

Kabupaten Nunukan belum dapat menjadi simpul alih moda 

transpotasi laut intemasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia. Hal 

ini sangat bertentangan dengan regulasi Peraturan Pemerintah 

Nomor 61 tahun 2009 tentang kepelabuhanan, bahwa salah satu 

peran pelabuhan adalah sebagai tempat alih moda transportasi 

angkutan laut baik dalam negeri maupun luar negeri. 

c ). Efektif clan efisiensi Kebijakan Pemerintah terhadap pengelolaan 

pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan 

( 1 ). Konsep Efektif 

Definisi efektifitas menurut kamus ilmiah populer kontemporer 

(materi, politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan agama), ( 

dalam Alex, 2005 : 138 ), adalah "ketepatgunaan, basil hasil guna, 

menunJang tujuan". Keterkaitan konsep efektif tersebut 

menggambarkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan 

pelabuhan PLBL Liem Hie Djung dalam upaya mewujudkan sebagai 
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pelabuhan lintas batas intemasional Nunukan-Tawau, tentu harus 

sesuai tujuan program yang akan dicapai oleh pelaksana kebijakan. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

61 tahun 2009 tentang kepelabuhanan, pada pasal 94 ayat 3, 

menjelaskan bahwa Pengajuan izin pengoperasian pelabuhan oleh 

penyelenggara pelabuhan harus memenuhi persyaratan : 

(1 ).Pembangunan pelabuhan atau terminal telah selesai dilaksanakan 

sesuai dengan izin pembangunan pelabuhan. 

(2). Keselamatan dan keamanan pelayaran 

(3). Tersedianya fsilitas untuk menjamin kelancaran arus penumpang 

dan barang 

( 4 ). Memiliki sistem pengelolaan lingkungan 

(5). Tersedianya pelaksana kegiatan kepelabuhanan 

( 6). Memiliki sistem dan prosedur pelayaran 

(7).Tersedianya sumber daya manusrn di bidang teknis 

pengoperasian pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan 

kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat. 

Gambaran tentang efektif kebijakan pengelolaan pelabuhan 

PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan belum beroperasi 

secara efektif Hal ini dipertegas oleh informan ketua Asisten 1 

Setkab Nunukan mengatakan bahwa : 

"Karena namanya antar negara, itu tidak sama kalau kita 
regional artinya didalam negara kita antar negara itu harus ada 
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kesepakatan-kesepakatan bersama nah itu di sosek malindo ini 
baru kita jadwalkan penyerahan tukar menukar SOP antara 
pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Djung dengan pelabuhan 
yang ada di Tawau, ini dijadwalkan bulan ini di Tarakan. Kita 
sudah sama-sama menduskikan SOP yang dari Indonesia kita 
sudah bahas di Malaysia dan SOP dari di Malaysia kita juga 
bahas, sudah ada kesepakatan tinggal pertukaran". 

Hal ini dipertegas oleh informan Kadishubkominfo Kabupaten 

Nunukan, mengatakan bahwa : 

"Jadi jelas sejak dibangunnya tahun 2003 sampai sekarang 
memang Pemerintah daerah dengan segala keterbatasannya 
dan tentunya dan regulasi dari pada administrasi untuk segera 
berfungsinya dermaga tersebut itu perlu waktu dan kombinasi 
baik di interen Pemerintah daerah maupun karena ini 
rencanakan atau diproyeksikan untuk tujuan Nunukan ke 
Tawau Malaysia, Tawau Malaysia ke Nunukan sehingga 
tentunya di Pemerintahan dalam negeri dan Tawau Malaysia 
harus kita kordinasikan itu yang pertama, yang kedua, kita juga 
mempersiapkan tentunya barang-barang dari luar negeri harus 
mencermati bagaimana sistem pemeriksaannya untuk barang 
kemudian orangnya keimigrasian bagaimana, mah inilah perlu 
kemudian keamanannya, karantinanya juga bagaimana 
sehingga semua ini harus kita persiapkan karena statusnya 
internasional jadi tentunya memakan waktu. Kemudian 
perbaikan sarananya sendiri seperti pelabuhan-pelabuhan 
layaknya pelabuhan internasional. lni perlu juga dibenahi, nah 
mungkin dalam waktu dekat dan pembenahan yang sudah 
dilaksanakan oleh Pemerintah daerah dibeberapa waktu 
kedepan akan kita fungsikan bahkan seudah dibicarakan di 
CQISnya costem, imigrasi, karantina, syahbandar. Nah jadi 
semua sudah siap untuk mendukung segera beroperasinya 
PLBL Liem Hie Djung untuk transportasi laut di perbatasan 
dengan status internasional". 

Hal ini dipertegas oleh informan Kepala KSOP Nunukan, 

mengatakan bahwa "Secara internasional untuk pengoperasian 

pelabuhan Liem Hie Djung harus mengacu ke aturan internasional 

seperti fasilitas dermaga comp/ice dengan ISPS Code". 
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Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh informan 

Kepala tata usaha UPT PLBL Liem Hie Djung Kabupaten Nunukan, 

mengatakan bahwa : 

"Pengoperasian pelabuhan PLBL Liem Hie Djung belum 
berfungsi secara efektif hal tersebut dikarenakan masih adanya 
prosedur administrasi dan kelengkapan fasilitas yang hams 
dipenuhi oleh pihak penyelenggara pelabuhan. Sebagaimana 
diketahui pembangunan fasilitas dermaga ponton 1 dan 2 baru 
selesai dikerjakan dan masih ada ponton 3 yang tenggelam dan 
belum dilakukan perbaikan". 

Hal ini juga senada dengan apa yang disampaikan oleh 

informan toko masyarakat, mengatakan bahwa : 

"Apa itu efektif ! Efektif adalah apabila semua elemen 
kegiatan dan peraturan sudah berjalan dengan baik atau sudah 
sesuai dengan prosedurnya. Apakah dalam kebijakan 
pengelolaan pelabuhan ini sudah efektif? Menurut saya belum 
ef ektif, mengapa ? karena untuk peruntukan lintas batas 
Nunukan-Tawau, belum dapat di realisasikan karena terdapat 
beberapa persyaratan kepelabuhan yang harus dipenuhi, baik 
persyaratan administrasi maupun persyaratan teknis 
kepelabuhanan. Secara teknis, bahwa untuk kapal dibawah GT 
30, sudah memenuhi syarat untuk bertambat di PLBL, karena 
sesuai dengan pemberian izn dari Menteri Perhubungan yaitu 
hanya batas maksimum GT 30, sedangkan untuk kapal 
berukuran maksimum GT 175, menurut saya tidak sesuai, 
mengapa ? Karena kondisi Panjang dermaga tidak seimbangan 
dengan panjang kapal lintas batas Nunukan -Tawau yang ada 
sekarang ini yaitu sekitar 70 Meter, sedangkan dermaga hanya 
14 meter. Oleh karenanya secara teknis kelaikan kapal belum 
dapat bertambat secara laik, hal ini juga dikarenakan belum 
mememiliki dholpin sebagai pengikat tali kapal. Maksud 
efisien, adalah menghilangkan segala biaya tambahan 
dipelabuhan (haigt cost) ekonomi, sehingga orang tidak merasa 
ada beban tambahan biaya pelabuhan. Dan saat ini pelabuhan 
PLBL ini sudah dapat dikatakan efisien dibanding dengan 
pelabuhan lain karena tidak ada pungutan kepada pengguna 
jasa pelabuhan atau penumpang seperti calo-calo tiket. 
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Peneliti dapat mengkompilasi dari beberapa hasil wawancara 

kepada informan yaitu kepala KSOP dan tokoh masyarakat 

berpandangan bahwa pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Kabupaten 

Nunukan belum berfungsi secara efektif. Hal ini dikarenakan kondisi 

teknis dermaga untuk sandar kapal tidak sesuai dengan kapasitas 

atau bobot kapal intemasional dan kondisi dermaga belum memiliki 

dholpin. 

(2). Efisiensi 

Definisi efisiensi menurut kamus ilmiah populer kontemporer 

(materi, politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan agama), (dalam 

Alex, 2005), adalah penghematan, pengiritan, kerapian, ketepatan : 

pelaksanaan sesuai dengan tenaga. Hal tersebut diartikan bahwa 

efisiensi merupakan sesuatu hal dalam mengatasi penghematan, 

ketetapan pelaksanaan sesuai terjadi jika penggunaan sumber daya 

diberdayakan secara optimum sehingga suatu tujuan akan dicapai. 

Keterkaitan definisi efesiensi kebijakan pengelolaan pelabuhan 

PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan adalah sesuatu yang 

harus dapat dihubungkan adanya penghematan pengiritan, kerapian, 

ketepatan : pelaksanaan sesuatu dalam kebijakan pengelolaan 

pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan. melalui 

efisiensi ini maka dalam kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL 

Liem Hie Djung di Kabupaten dapat tercapai. Kebijakan pengurusan 
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regulasi Pemerintahan dalam hubunganya dengan kebijakan 

pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung baik tingkat 

Kabupaten, tingkat Provinsi maupun tingkat Pusat, atau tingkat 

Kabupaten dapat diukur dari basil efektifitas kegiatan tersebut. 

Menurut pendapat informan, (tangggal, 6 April 2016), terkait 

dengan pertanyaan apakah pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie 

Djung sudah efisiensi ? , informan mengatakan bahwa 

"Efisien, adalah mengurangi segala biaya dipelabuhan 
sehingga orang tidak merasa ada beban tambahan biaya 
pelabuhan. Dan kalau pelabuhan PLBL ini sudah dapat dikatan 
efisien dibanding dengan pelabuhan lain yang masih banyak 

pungutan kepada pengguna jasa pelabuhan atau penumpang. 
Namun berbicara masalah efisien, bahwa pelabuhan PLBL 
Liem Hie Djung ini belum memiliki perencanaan yang matang 
sehingga barn berjalan beberapa tahun, fasilitas dermaga sudah 
mengalami tenggelam, jadi hal ini belum dikatakan efisien ! 

Jadi yang dikatakan efisien itu adalah bahwa mulai dari biaya 
pemeliharaan pelabuhan PLBL yaitu berjalan sesuai dengan 
rencana jangka waktu pengelolaannya. 

Keterkaitan pandangan yang disampaikan oleh informan 

tersebut, bahwa informan menegaskan kebijakan pengelolaan PLBL 

Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan, belum dapat dikatakan 

efisien, 
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2. Faktor yang mendukung dan menghambat kebijakan pengelolaan 

pelabuhan PLBL Liem Hie Djung (lintas batas pelayaran internasional 

Nunukan-Tawau Sabah Malaysia) di Kabupaten Nunukan 

a). Faktor yang mendukung kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem 

Hie Djung (lintas batas pelayaran intemasional Nunukan-Tawau Sabah 

Malaysia) di Kabupaten Nunukan 

Gambaran tentang faktor pendukung kebijakan pengelolaan 

pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan sebagai 

pelabuhan lintas batas intemasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia 

adalah hasil kesepakatan kedua negara Indonesia dan Malaysia. Hal ini 

seperti apa yang diungkapkan oleh informan ketua Asisten 1 Setkab 

Nunukan, mengatakan bahwa "Pelabuhan PLBL Liem Hie Djung 

dibangun berdasarkan hasil kesepakatan sosek malindo dalam pemberian 

pelayanan masyarakat Nunukan melalui trasportasi laut Nunukan-Tawau 

Sabah". Hal ini seperti apa yang diungkapkan oleh informan Kadishub 

Nunukan, mengatakan bahwa "Pelabuhan PLBL Liem Hie Djung 

dibangun dengan berperan sebagai tempat sandamya kapal dari beberapa 

luar pul:iu Nunukan" 

Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh informan kepala 

tata usaha UPT PLBL Liem Hie Djung Nunukan, mengatakan bahwa 

"Dibangunnya pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Nunukan difungsikan 

sebagai tempat kegiatan pelayanan CQIS". 
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Hal ini juga senada dengan apa yang diungkapkan oleh informan 

tokoh masyarakat Nunukan, mengatakan bahwa "Pelabuhan PLBL Liem 

Hie Djung berfungsi melayani para penyeberang menuju keluar negeri 

Malaysia Tawau,untuk itu di PLBL Liem Hie Djung ini telah disediakan 

instansi dengan kegiatan penyeberangan lintas batas". 

Namun berbeda dengan apa yang disampaikan oleh intorman 

kepala KSOP Nunukan, mengatakan bahwa "Pelabuhan PLBL Liem Hie 

Djung Nunukan belum mengacu keaturan intemasional seperti fasilitas 

dermaga yang berstandar SPS Code dan adanya instansi Bea cukai, 

Imigrasi dan sebagainya". 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukan bahwa 

beberapa informan mengatakan yaitu salah faktor yang pendukung 

kebijakan pengoperasian pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai 

peruntukan pelabuhan lintas batas intemasional Nunukan-Tawau Sabah 

Malaysia adalah kebijakan dari hasil kesepakatan kedua negara Indonesia 

dan Malaysia melalui forum sosek malindo. 

b ). Faktor yang menghambat kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem 

Hie Djung (lintas batas pelayaran intemasional Nunukan-Tawau Sabah 

Malaysia) di Kabupaten Nunukan 

Gambaran tentang kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem 

Hie Djung di Kabupaten Nunukan adalah secara umum belum berjalan 

secara maksimal, hal ini dikarenakan adanya faktor penghambat yaitu 
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perpendaan pandangan antara Menteri Dalam Negeri (BNPP) dengan 

Menteri Perhubungan (Dirjenhubla) terkait dengan fungsi pelabuhan 

internasional hal ini didukung oleh beberapa data dokumen adminsitrasi 

dan juga faktor kendala pada administrasi kepelabuhanan dan teknis 

operasional pelabuhan. Hal ini seperti apa yang diungkapkan oleh 

informan ketua Asisten 1 Setkab Nunukan, mengatakan bahwa: 

"Nah itu dari ijinnya <lulu dari pusat, itukan tergantung daripada 
ijin itu kemudian kalau seandainya sudah keluar, itu secara teknis 
saya tidak tahu apakah ijin itu sudah keluar atau tidak, tapi kalau 
sudah keluar itukan harus ada pembicaraan lebih lanjut <lulu 
dengan pihak Malaysia lewat sosek malindo kapan mau dimulai 
karena memang melalui sosek malindo". 

Hal ini dipertegas oleh informan Kadishubkominfo Kabupaten 

Nunukan, mengatakan bahwa : 

"Yah belum efektifnya karena pertama, ijin-ijin untuk bisa 
bertambatnya kapal-kapal di pelabuhan tersebut dikeluarkan oleh 
instansi teknis kemudian juga kelengkapan-kelengkapan yang ada 
di pelabuhan tersebut baik masalah buruhnya masalah teknis seperti 
yang saya sampaikan tadi bagaimana pemeriksaan barang dari luar 
negeri atau setiap pihak imigrasi maupun pihak beacukai kemudian 
pihak karantinanya. lya ini semua harus betul-betul siap karena 
barang dari luar negeri tentunya kita tahu semua apakah itu barang 
baik atau tidak baik, legal atau ilegal, nah itu harus jadi perhatian 
secara pemeriksalah". 

Hal ini senada dengan apa yang sampaikan oleh informan kepala 

KSOP Nunukan, mengatakan bahwa "Faktor penghambat kebijakannya 

adalah karena belum adanya terkait yang mengageni kegiatan kapal 

internasional dan fasilitas pelabuhan yang belum complice ISPS Code". 
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Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh informan kepala 

tata usaha UPT PLBL Liem Hie Djung Nunukan, mengatakan bahwa : 

Salah satu yang menghambat kebijakan pengelolaan pelabuhan 
yaitu "faktor yang mempengaruhi tidak efektifnya pengoperasian 
pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai lintas batas laut 
intemasional adalah fasilitas dermaga barn selesai dibangun dan 
masih terdapat 1 dermaga lagi yang perlu diperbaiki, dan 
administrasi perizinan yang belum lengkap dan masih dalam 
proses". 

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh informan toko 

masyarakat, mengatakan bahwa : 

"Salah faktor penghambat kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL 
Liem Hie Djung secara internasional adalah bahwa pihak 
Kementerian Perhubungan Laut membatasi bobot kapal yang 
bersandar yaitu 30 GT sedangkan kapal yangberoperasi di lintas 
batas pelayaran Nunukan-Tawau maksimum 175 GT dengan 
panjang minimal 70 Meter. Dan secara teknis dermaga di PLBL 
belum laik sandar karena belum memiliki dolphin sebagai pengikat 
tali kapal". 

Peneliti mengkompilasi dari hasil wawancara kepada informan 

tersebut mengatakan salah faktor penghambat kebijakan pengoperasian 

pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai peruntukan pelabuhan lintas 

batas intemasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia adalah faktor 

administrasi penzman dan faktor kelaikan dermaga yang belum 

memenuhi standar intemasional. Kementerian Perhubungan 

(Dirjenhubla) belum memberikan rekomendasi izin kepelabuhanan PLBL 

Liem Hie Djung sebagai fungsi pelabuhan litnas batas intemasional 

Nunukan-Tawau Sabah Malaysia. 
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C. Pembahasan 

1. Proses Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 

dan Pemerintah Kabupaten Nunukan Dalam Upaya Mewujudkan 

Fungsi Pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Sebagai Fungsi lnternasional 

Nunukan-Tawau Sabah di Kabupaten Nunukan 

Kebijakan yang ditelah dijalankan oleh Pemerintah Provinsi 

Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Nunukan telah sesuai dengan 

kebijakan oleh kedua negara melalui kesepakatan kertas kerja forum sosek 

malindo. Hal ini juga telah sesuai dengan tatananan kepelabuhanan dan 

konsep regulasi sebagaimana yang didasari oleh Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 18 Tahun 2007 tentang standarisasi, prasarana dan pelayanan 

lintas batas antar negara, sebagaimana termuat pada pasal 2 ayat ( 1) bahwa 

"Disetiap keluar/masuk wilayah negara dibangun pos lintas batas tradisional 

dan lintas batas international". Keterkaitan proses kebijakan tersebut dengan 

konsep Harold D.Laswell dan Abraham Kaplan (dalam Suwitri, Hartuti 

Pumaweni, Kismatini, 2014) mengartikan kebijakan sebagai suatu program 

pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah. Konsep 

tersebut menunjukan bahwa kebijakan yang telah dilaksanakan oleh 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah 

Kabupaten Nunukan merupakan program dalam pencapain tujuan yaitu 

mengatasi berbagai isu perbatasan antar kedua negara. 
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Keterkaitan konsep tersebut bertentangan fakta dilapangan yang 

menggambarkan tentang kebijakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan 

Timur dan Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam upaya peruntukan 

pelabuhan lintas batas internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia di 

Kabupaten Nunukan telah didukung oleh Menteri Dalam Negeri, namun 

fakta dilapangan belum berjalan dengan maksimal. Disisi lain terdapat 

kebijakan yang telah dikeluarkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 18 Tahun 2007 tentang standarisasi, prasarana dan pelayanan lintas 

batas antar negara, juga bertolak belakang dengan fakta melalui data primer 

yaitu surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 

melalui Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor B 

IX.506/PP.008, tertanggal 10 September 2012, perihal pemberian izin 

pengembangan pelabuhan Nunukan kepada penyelenggara pelabuhan 

Nunukan. Melalui kebijakan tersebut, peneliti menggunakan beberapa teori 

sebagai berikut : 

a). Konsep kebijakan 

Berdasarkan konsep kebijakan dikemukakan oleh Menurut Carl 

Friedrich, (dalam Winamo, 2013) konsep kebijakan adalah "Sebagai 

suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau 

pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan­

hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusul untuk 
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menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau 

merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu". 

Keterkaitan konsep kebijakan tersebut menunjukan bahwa 

kebijakan Pemerintah Keduan negara Indonesia Pemerintah Provinsi 

Kalimantan Timur dan Pemerintah Sabah Tawau Malaysia dalam 

melaksanakan kerja sama dibidang lintas pelayaran laut di perbatasan 

Kabupaten Nunukan dan Tawau Sabah Malaysia yaitu sepakat dalam 

membangun pelabuhan Pos lintas batas laut yaitu PLBL Liem Hie Djung 

di Kabupaten Nunukan. Peran pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai 

pelabuhan yang diperuntukan sebagai pelahan lintas batas intemsional 

Nunukan-Tawau merupakan tindakan yang mengarah pada keamanan 

bagi wilayah perbatasan dari kedua wilayah khususnya dalam mengatasi 

berbagai permasalahn di laut. Untuk mewujudkan basil pelaksanaan 

wawancara dan studi dokumentasi pada objek penelitian, maka penulis 

menggunakan teori konsep dan konsep regulasi tentang kepelabuhanan. 

Melalui kebijakan Menteri Keuangan pelabuhan PLBL Liem Hie 

Djung di Kabupaten Nunukan telah ditetapkan sebagai pelabuhan kriteria 

kawasan kepabeanan lintas batas intemasional Nunukan-Tawau Sabah 

Malaysia. Hal ini diperkuat oleh data primer yaitu melalui Surat 

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan 

Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya 

Pabean C Nunukan, Nomor S-397/WBC.14/KPP.MP.05/2012, tertanggal 
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27 Juli 2012, perihal penetapan kawasan pabean dan tempat penimbunan 

sementara (TPS) dermaga pelabuhan Liem Hie Djung. 

Peneliti dapat mengkompilasi bahwa keterkaitan konsep kebijakan 

tersebut dengan kebijakan yang telah dilakukan oleh Menteri Keuangan 

tersebut merupakan suatu tindakan kebijakan yang terarah melalui 

penetapan kawasan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai kawasan 

kepabeanan intemasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia. namun hal 

ini juga dapat dikatakan terdapatnya perbedaan kebijakan oleh beberapa 

pengambilan kebijakan dalam menetapkan status pelabuhan PLBL Liem 

Hie Djung di Kabupaten Nunukan, sehingga implementasi kebijakan 

pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai fungsi 

intemasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia, belum berfungsi dengan 

maksimal. 

b ). Konsep evaluasi kebijakan 

Berdasarkan konsep evaluasi kebijakan oleh Howlet dan Ramesh 

(1995) ( dalam Nugroho, 2014) mengelompokkan evaluasi menjadi tiga 

yaitu salah satu konsep diantaranya adalah evaluasi administratif yang 

berkenaan dengan evaluasi sisi adrninistratif anggaran, efisiensi, biaya 

dari proses kebijakan di dalam pemerintah, berkenaan dengan yaitu : 1 ). 

Effort evaluation, yang menilai dari sisi input program yang 

dikembangkan oleh kebijakan, 2). Performance evaluation, yang menilai 

keluaran (out put) dari program yang dikembangkan oleh kebijakan, 3). 
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Adequancy of performance evaluation atau effectiveness evaluation, yang 

menilai apakah program dijalankan sebagaimana sudah ditetapkan, 

4 ).Effetiveness evaluation, yang menilai biaya program dan memberikan 

penilaian keefektivan biaya tersebut, 5). Process evaluation, yang 

menilai metode yang dipergunakan oleh organisasi untuk melaksanakan 

program. 

Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa informan yang 

dipandang laik memberikan sumber informasi tentang kebijakan 

pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan, 

menunjukan bahwa adanya perbedaan pandangan. Sebagaimana yang 

disampaikan oleh Asisten 1 Setkab Nunukan yang berpandangan bahwa 

kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung merupakan 

hasil dari kebijakan kedua negara Indonesia dan Malaysia melalui forum 

sosek malindo yang merekomendasikan pelabuhan PLBL Liem Hie 

Djung di Kabupaten Nunukan merupakan pelabuhan lintas batas 

intemasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia. Hal ini dapat dibuktikan 

melalui data primer yaitu surat ketetapan sosek malindo kertas kerja 3 

PLBL tentang cadangan mewujudkan jadwal pertukaran SOP CQIS 

bersama JKKJKK Sosek Malindo Peringkat Negeri Sabah/tingkat 

Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 3 Nopember- 6 Nopember 2015. 

Disisi lain bahwa pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten 

Nunukan telah ditetapkan sebagai pelabuhan kriteria kawasan 
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kepabeanan lintas batas intemasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia. 

Hal ini diperkuat oleh data primer yaitu melalui Surat Kementerian 

Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor 

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C 

Nunukan, Nomor S-397/WBC.14/KPP.MP.05/2012, tertanggal 27 Juli 

2012, perihal penetapan kawasan pabean dan tempat penimbunan 

sementara (TPS) dermaga pelabuhan Liem Hie Djung. 

Keterkaitan konsep evaluasi kebijakan yang disampaikan oleh 

Howlet dan Ramesh dengan kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL 

Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan sangat erat hubungannya dengan 

adminsitrasi perizinan kepelabuhanan. Hal ini tunjukan dengan adanya 

kendala kebijakan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung yang belum 

memiliki adminsitrasi perizinan kepelabuhanan. Hal tersebut juga telah 

didukung oleh basil wawancara informan ketua Asisten 1 Setkab 

Nunukan, informan kadishubkominfo, Kepala KSOP Nunukan, Kasubag 

TU UPT PLBL Liem Hie Djung Nunukan dan tokoh masyarakat yang 

menyimpulkan bahwa pelabuhan PLBL Liem Hie Djung belum memiliki 

administrasi izin kepelabuhanan. 

Hal tersebut menunjukan adanya perbedaan pandangan 

sebagaimana yang telah disampaikan oleh informan kepala KSOP 

Nunukan yang berpandangan bahwa melalui Kementerian Perhubungan 

Laut Dirjen Perhubungan Laut telah menetapkan status pelabuhan PLBL 
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Liem Hie Djung sebagai pelabuhan pengumpul yang merupakan bagian 

dari pelabuhan tunon taka. Hal ini dibuktikan melalui surat Kementerian 

Perhubungan Laut Nomor B IX.506/PP.008, tertanggal 10 September 

2012, perihal pemberian izin pengembangan pelabuhan Nunukan kepada 

penyelenggara pelabuhan Nunukan. Dapat diketahui bahwa kebijakan 

pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan 

dalam upaya mewujudkan sebagai pelabuhan lintas batas intemasional 

Nunukan-Tawau Sabah Malaysia belum berjalan secara maksimal, hal ini 

dikarenakan adanya hambatan atau kendala dari aspek administrasi 

kepelabuhanan dan regulasi dalam pengaturan fungsi kepelabuhanan. 

Dengan demikian peneliti mengkompilasi bahwa kebijakan 

pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai peruntukan 

pelabuhan lintas batas internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia 

belum berjalan efektif hal ini dikarenakan kendala faktor administratif 

kepelabuhanan dan faktor teknis kepelabuhanan. Namun fakta 

dilapangan bertentangan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh 

Menteri Keuangan yaitu adanya penetapan kawasan pelabuhan PLBL 

Liem Hie Djung sebagai kawasan pabean intemasional sebagaimana 

melalui surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-

120/WBC. 14/2014 tentang penetapan sebagai kawasan pabean 

intemasional, 
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c). Keterkaitan Konsep efektif dan efisiensi dengan kebijakan pengelolaan 

pelabuhan PLBL Liem Hei Djung di Kabupaten Nunukan 

Berdasarkan konsep efektif sebagaimana yang disampaikan oleh 

Georgopoulus dan Tannembaum, meninjau efektivitas dari sudut 

pencapaian tuj uan, berpendapat bahwa "rumusan keberhasilan organisasi 

harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga 

mekanismenya mempertahankan diri dan mengejar sasarannya. Dengan 

kata lain penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sarana 

maupun tujuan organisasi". Penetapan kebijakan pengelolaan pelabuhan 

PLBL Liem Hie Djung sebagai fungsi intemasional telah sesuai dengan 

hasil kebijakan sosek malindo, namun belum berjalan efektif, namun 

kenyataan dilapangan menunjukan bahwa prosedur kepelabuhanan PLBL 

Liem Hie Djung telah mengacu kepada mekanisme kepelabuhanan.hal ini 

juga didukung oleh beberapa data primer melalui beberapa surat Menteri 

Dalam Negeri, Surat Gubemur Kalimantan Timur, Surat Gubemur 

kalimantan Utara dan Pemerintah Kabupaten Nunukan. 

Keterkaitan konsep Georgopoulus dan Tannembaum terhadap 

kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung dalam upaya 

mewujudkan sebagai pelabuhan lintas batas intemasional Nunukan­

Tawau yaitu menunjukan belum efektif Pemyataan tersebut juga sejalan 

dengan informan kepala tata usaha UPT PLBL Liem Hie Djung Nunukan 

mengungkapkan bahwa "pengoperasian pelabuhan PLBL Liem Hie 
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Djung belum berfungsi secara efektif hal tersebut dikarenakan masih 

adanya prosedur administrasi dan kelengkapan fasilitas yang harus 

dipenuhi oleh pihak penyelenggara pelabuhan. Disisi lain juga senada 

dengan apa yang disampaikan oleh informan tokoh masyarakat Nunukan 

bahwa kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai 

peruntukan fugnsi pelabuhan lintas batas intemasional belum sepenuhnya 

efektif karena terdapat beberapa persyaratan kepelabuhanan yang harus 

dipenuhi yaitu persyaratan administrasi maupun persyaratan teknis 

kepelabuhanan. Namun disisi lain informan juga mengatakan bahwa 

pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sudah dikatakan efisien karena tidak 

ada pungutan kepada pengguna jasa pelabuhan dalam hal tambat kapal. 

Secara umum dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengelolaan 

pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai peruntukan fungsi 

intemasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia belum dapat dikatan 

efektif karena belum memenuhi persyaratan adminsitrasi kepelabuhan 

dan teknis kepelabuhanan. 

Keterkaian konsep efisisensi yang disampaikan oleh Soedjono 

Kramadibrata dalam buku perencanaan pelabuhan ( 1985), bahwa 

efisiensi suatu pelabuhan dapat dilihat dari dua sudut sebagai berikut : 

1. Pelabuhan sebagai satu sub-sub operasi (Port as an operating 
sub-sub system), yaitu gambaran lengkap tentang berpungsi 
tidaknya suatu sistem angkutan nasional ataupun internasional, 
hal ini diperinci antara lain : 
a. Manajemen atau bina pengusahaan organisasi (organization 

ang managemen structur) 
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b. Pengawasan teknis terhadap berfungsinya sesuatu bagian 
fasilitas. 

c. Penilaian terhadap gerakan sarana dan prasarana akibat 
adanya muatan (operational structure). 

d. Pengaturan pada penawaran jasa yang dijual 
e. Kebijaksanaan investasi (investmen policies). 

2. Pelabuhan sebagai salah satu rangka sub sistem dari sejumlah 
pelabuhan (port as an element in a set of ports), dapat diperinci 
sebagai berikut : 
a. Jaringan (route) kapal pada pelabuhan. 
b. Arus muatan 
c. Kebijaksanaan operasi investasi. 

Hal lain juga disampaikan oleh Peter F.Drucker (dalam Batinggi, 

2001 ), mengartikan efisiensi adalah "melakukan atau mengerjakan 

sesuatu secara benar " doing things right". Apabila kita berbicara tentang 

efisiensi tentu kita membicarakan suatu pekerjaan yang dilakukan dengan 

cara benar. Bilamana kita membayangkan hal tersebut, bila suatu 

pekerjaan tidak sesuai dengan prosedumya atau tidak sesuai dengan 

ketentuannya maka hal tersebut akan mengakibarkan kehancuran atau 

kerugian-kerugian yang cukup besar. Hal tersebut diartikan bahwa 

efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya tidak diberdayakan 

secara optimum sehingga suatu tujuan akan tidak tercapai. 

Permasalahan terhadap kebijakan yang telah dilakukan oleh 

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Nunukan terhadap upaya 

mewujudkan fungsi pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai fungsi 

intemasional, belum dapat dikatakan efisien, hal ini didukung oleh 

beberapa data akibat atau dampak dari tertundanya pengoperasian PLBL 

Liem Hie Djung yaitu keusakan fasilitas dermaga ponton yang 
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diakibatkan oleh tidak difungsikannya 1 (satu) unit dermaga peruntukan 

sandaran kapal lintas internasional Nunukan-Tawau karena dermaga 

tersebut mengalami bocor dan tenggelam kedasar laut. Dari 

permasalahan tersebut peneliti menyimpulkan yaitu berdampak pada 

pembiayaaan perbaikan dermaga yang rusak dan tenggelam tersebut, 

yang membutuhkan anggaran yang cukup besar. 

2. Faktor Yang Mendukung dan Menghambat Kebijakan Pengelolaan 

Pelabuban PLBL Liem Hie Djung di Dalam Upaya Mewujudkan 

Fungsi Internasional Nunukan-Tawau Sabab di Kabupaten Nunukan 

a). Faktor yang mendukung kebijakan 

Berdasarkan hasil penelitian melalui hasil wawancara dilapangan 

kepada informan Ketua Asisten I Bidang Pemerintahan Setkab Nunukan, 

berpandangan bahwa kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie 

Djung di dalam upaya mewujudkan sebagai fungsi pelabuhan lintas batas 

intemasional merupakan hasil dari kesepakatan kedua Pemerintah 

Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Sabah Tawau Malaysia. 

Pandangan yang sama disampaikan oleh Kadishubkonfo Kabupaten 

Nunukan bahwa kebijakan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di dalam 

mewujudkan fungsi intemasional Nunukan-Tawau Sabah adalah hasil 

dari kesepakatan kedua Pemerintah. Menurut pandangan kepala tata 

usaha UPT PLBL Liem Hie Djung Nunukan yang mengungkapkan 

bahwa kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung dalam 
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upaya mewujudkan sebagai pelabuhan lintas batas laut intemasional 

Nunukan-Tawau Sabah Malaysia telah didukung oleh Pemerintah Pusat 

melalui BNPP dalam hal pemberian bantuan anggaran perbaikan 2 (dua) 

unit derrnaga PLBL pada tahun 2015 dengan nilai kontrak Rp 

8.354.189.000, Milyar dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara 

sebesar Rp 8.345.321.000,- Milyar, total anggaran perbaikan 

pembangunan dermaga sebesar Rp 16.699.510.000,- Milyar Rupiah. 

Melalui hasil triangulasi sumber data dan basil triangulasi teknik 

pengumpulan data dilapangan menunjukan bahwa Pemerintah pusat 

melalui BNPP dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah 

medukung kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung 

sebagai peruntukan pelabuhan lintas batas laut intemasional Nunukan­

Tawau Sabah Malaysia, hal ini didukung oleh data primer melalui surat 

Surat Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia, Nomor 

185.5/428/BNPP, tertanggal Jakarta, 28 Febuari 2014, perihal 

pemantapan pengelolaan lintas batas negara RI-Malaysia di wilayah 

Kabupaten Nunukan dan Surat Gubemur Kalimantan Timur, Nomor 

552.3/4228/EK, tertanggal Samarinda, 10 Mei 2010, perihal persetujuan 

pengoperasian PLBL Nunukan. Keterkaitan konsep evaluasi kebijakan 

oleh Howlet dan Ramesh (1995) (dalam Nugroho, 2014) 

mengelompokkan evaluasi menjadi tiga yaitu salah satu konsep 

diantaranya adalah evaluasi administratif yang berkenaan dengan 
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evaluasi sisi administratif anggaran, efisiensi, biaya dari proses kebijakan 

di dalam pemerintah, bahwa terdapat beberapa fakta data dokumen yang 

mendukung kebijakan Pemerintah didalam mewujudkan fungsi 

intemasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia. 

Hasil penelitian dilapangan, peneliti telah mengumpulkan beberapa 

data dokumen yang mendukung kebijakan Pemerintah tersebut dalam 

memfungsikan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai fungsi 

intemasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia antara lain: 

( 1 ). Dokumen sosek malindo kertas kerja 3 PLBL tentang cadangan 

mewujudkan jadwal pertukaran SOP CQIS bersama JKK/KK Sosek 

Malindo Peringkat Negeri Sabah/ tingkat Provinsi Kalimantan 

Timur, tertanggal 3 Nopember- 6 Nopember 2015. 

(2).Surat Gubemur Kalimantan Timur, Nomor 552.3/4228/EK, tertanggal 

Samarinda, 10 Mei 2010, perihal persetujuan pengoperasian PLBL 

Nunukan. 

(3). Surat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Sekretariat Daerah 

Samarinda, Nomor 032/7786/BP-IINIII/2011, tentang Pinjam Pakai 

Pos Lintas Batas Laut Liem Hie Djung Nunukan, tertanggal 15 

Agustus 2011. 

(4). Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 206 tahun 2009, tentang 

pembentukan tim fasilitator operasional dermaga Liem Hie Djung 

Kabupaten Nunukan, Tahun anggaran 2009. 
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(5). Surat Bupati Nunukan Nomor 050/ 007/ Pemb-1/ II I 2010, 

tertanggal Nunukan, 01 Febuari 2010, perihal pendelegasian 

operasional PLBL Liem Hie Djung Nunukan. 

(6). Surat Bupati Nunukan, Nomor 552/015/DISHUB-NNKJl/201 l, 

tentang pengelolaan dan pengoperasian PLBL Liem Hie Djung 

Nunukan, tertanggal 10 Januari 2011. 

(7). Surat Bupati Nunukan Nomor 552/ 355/Dishubkominfo - NNKI VI 

2012,tentang dukungan dalam percepatan pengoperasian PLBL Liem 

Hie Djung, tertanggal 30, Mei 2012. 

(8). Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 51 tahun 1999 tentang 

batas - batas DLKr dan DLKp pelabuhan Nunukan (Tunon Taka) 

yang dikelola oleh PT Pelindo IV cabang Nunukan. 

(9). Surat Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan 

Laut, Nomor PP 72/10/15.05, tertanggal 31 Agustus 2005, perihal 

pembangunan dermaga di Lamijung Pulau Nunukan. 

(10). Surat lntruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : UK 11/ 

24 I 10 /08, tertanggal 24 Oktober 2008, tentang penertiban terhadap 

pelabuhan yang beroperasi tanpa memiliki izin atau pelabuhan yang 

telah memiliki izin tetapi penggunaannya tidak sesuai dengan 

penzmannya. 

( 11 ). Surat Departemen Perhubungan Kantor Administrator Pelabuhan 

Nunukan, Nomor PU.607/ 01/ 05/ AD.NNK - 2010, tertanggal 
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Nunukan, 02 Juni 2010, perihal ligalitas perijinan pengoperasian 

dermaga Liem Hie Djung. 

(12). Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan 

Laut Kantor Administrator Pelabuhan Nunukan, Nomor UK.112/20/ 

13/ AD.NNK-2010, perihal pelabuhan yang belum memiliki ijin 

pengoperastan. 

(13).Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Nomor PU.60/6/3/DP.1 l 

tertanggal 10 Maret 2011, tentang pengoperasian terminal Liem Hie 

Djung. 

( 14 ). Surat Departemen Perhubungan Kantor Adminitrator Pelabuhan 

Nunukan, Nomor PP.00/8/15/DP-12, tertanggal Nunukan, 30 April 

2012, perihal pengoperasian PLBL Liem Hie Djung. 

(15). Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan 

Laut Kantor Administrator Pelabuhan Nunukan, tertanggal 27 J uni 

2012, Nomor PP.008/01/03/AD.NNK.2012, perihal Pengembangan 

pelabuhan Tunon Taka Nunukan. 

(16). Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan 

Laut melalui Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor 

B IX.506/PP.008, tertanggal 10 September 2012, perihal pemberian 

izin pengembangan pelabuhan Nunukan kepada penyelenggara 

pelabuhan Nunukan. 
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(17).Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Nomor UM.001/ 02/ 61 

KSOP-NNK-2014, tertanggal 14 April 2014, tentang teknis kelaikan 

ponton di PLBL Liem Hie Djung 

( 18). Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal 

Bea dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai 

Tipe Madya Pabean C Nunukan, Nomor S-

397/WBC.l4/KPP .MP. 05/2012, tertanggal 27 Juli 2012, perihal 

penetapan kawasan pabean dan tempat penimbunan sementara (TPS) 

dermaga pelabuhan Liem Hie Djung. 

( 19). Surat Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia, 

Nomor 185.5/428/BNPP, tertanggal Jakarta, 28 Febuari 2014, 

perihal pemantapan pengelolaan lintas batas negara RI-Malaysia di 

wilayah Kabupaten N unukan. 

Selain data dokemunen, peneliti juga mengumpulkan beberapa data 

dokumentasi yang menunjukan adanya dukungan Pemerintah terhadap 

kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung didalam upaya 

mewujudkan fungsi intemasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia 

antara lain : 

( l ). Melalui kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia (Ir.H Joko 

Widodo) yaitu melakukan kunjungan kerja ke pelabuhan PLBL 

Liem Hie Djung Nunukan pada tanggal 16 Desember 2014, dalam 

rangka percepatan pengoperasian pelabuhan PLBL Liem Hie Djung 
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sebagai pelabuhan fungsi CQIS atau pelabuhan lintas batas 

intemasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia. 

(2) Kunjungan kerja oleh Kementerian Menteri Kordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, (Thu 

Puan Maharani), Menteri Hukum dan HAM (Bapak Yasonna 

Hamonangan Laoly) dan Gubemur Kalimantan Utara ke pelabuhan 

PLBL Liem Hie Djung Kabupaten Nunukan yaitu mendukung 

percepatan pengoeprasian fungsi pelabuhan PLBL Liem Hie Djung 

sebagai fungsi lintas batas laut intemasional Nunukan-Tawau Sabah 

Malaysia. 

(3). Penetapan kawasan pabean di pelabuhan PLBL Liem Hie Djung oleh 

kepala Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur (Agus Munardi) 

melakukan kunjungan kerja ke pelabuhan PLBL Liem Hie Djung 

Kabupaten Nunukan guna penetapan kawasan kepabeanan di 

pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Kabupaten Nunukan sebagai 

pelabuhan lintas batas intemasional. 

(4).Data sepesifikasi gambar kapal lintas batas Nunukan-Tawau 

berukuran GT.72 (Grosse Tonage). 

Secara umum bahwa kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL 

Liem Hie Djung telah sesuai dengan prosedur kebijakan oleh 

Pemerintah khususnya melalui forum sosek malindo, Kebijakan 

tersebut juga telah memenuhi persyaratan tatanan kepelabuhanan 
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nasional, sebagaimana dipertegas melalui Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 18 Tahun 2007 tentang standarisasi, sarana, prasarana 

dan pelayanan lintas batas antar negara, pada pasal 4 ayat ( 1) " Pos 

lintas batas internasional merupakan bangunan yang dapat 

menyelengarakan fungsi-fungsi sebagai berikut: 

(a). Keimigrasian 

(b ). Kepabeanan. 

( c ). Karantina. 

( d). Keamanan. 

(e). Fungsi-fungsi lain yang diperlukan. 

Namun proses kebijakan yang dijalan oleh Pemerintah 

Kabupaten Nunukan melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Nunukan belum berjalan secara optimal, hal 

ini dikarenakan pihak Kementerian Perhubungan (Dirjenhubla) 

belum sepenuhnya mendukung kebijakan Pemerintah dalam 

memfungsikan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai fungsi 

intemasional di Kabupaten Nunukan. 

b ). Faktor Penghambat Kebijakan 

Berdasarkan hasil penelitian melalui hasil wawancara kepada 

beberapa informan dilapangan, menunjukan bahwa kebijakan 

pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung dalam upaya mewujudkan 

sebagai pelabuhan lintas batas laut intemasional Nunukan-Tawau Sabah 
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Malaysia mengalami kendala hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor 

adminsitrasi kepelabuhan dan faktor teknis kelaiakan pelabuhan. Hal ini 

didukung oleh beberapa data primer sebagai beikut : a. Pembangunan 

pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan masuk di 

kawasan lingkungan kerja dan kepentingan pelabuhan Tunon Taka yang 

dikelolah oleh PT Pelindo IV cabang Nunukan, hal ini dibuktikan 

melalaui surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 1999 

tentang batas-batas daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan 

kepentingan pelabuhan Nunukan. Penegasan tersebut menunjukan bahwa 

keberadaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung merupakan bagian dari 

pengelolaan pelabuhan tunon taka yang dikelolah oleh PT.Pelindo 

IV.cabang Nunukan, b. Pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten 

Nunukan belum memiliki izin dari Kementerian Perhubungan Direktorat 

Jenderal Perhubungan Laut, c. Pihak Kementerian Perhubungan melalui 

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memberikan rekomendasi bobot 

(GT) sandar pelayaran kapal kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan 

yaitu bobot sampai dengan GT 30 sebagaimana ditermuat pada surat 

Kementerian Perhubungan Laut Nomor B IX.506/PP.008, tertanggal 10 

September 2012, perihal pemberian izin pengembangan pelabuhan 

Nunukan kepada penyelenggara pelabuhan Nunukan. 

Melalui beberapa basil wawancara informan kepala KSOP 

Nunukan dilapangan menunjukan bahwa faktor penghambat kebijakan 
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pengelolaan pelabuhan PLBL dalam mewujudkan sebagai pelabuhan 

lintas batas intemasional Nunukan-Tawau yaitu adanya perbedaan 

pandangan atau pendapat antara Menteri dalam Negeri melalui BNPP 

dengan Menteri Perhubungan melalui Dirjenhubla terhadap fungsi 

pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan dan faktor 

administrasi perizinan kepelabuhan serta faktor teknis kelaikan dermaga 

yang belum memenuhi standar intemasional SPS Code. Namun berbeda 

pandangan dengan apa yang telah disampaikan oleh informan ketua 

Asisten l Setkab Nunukan mengungkapkan bahwa sesuai dengan hasil 

kesepakatan kedua negara Indonesia dan Malaysia melalui forum sosek 

malindo yaitu pelabuhan PLBL Liem Hie Djung merupakan pelabuhan 

yang diperuntukan sebagai pelabuhan lintas batas intemasional Nunukan­

Tawau yang melayani kegiatan pelayaran masyarakat Kabupaten 

Nunukan. 

Hasil wawancara kepada beberapa informan tersebut menunjukan 

bahwa faktor penghambat kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem 

Hie Djung dalam mewujudkan sebagai pelabuhan lintas batas 

intemasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia adalah faktor 

adminsitrasi perizinan dan faktor teknis kelaikan dermaga PLBL Liem 

Hie Djung, sehingga pihak Kementerian Perhubungan Laut belum 

merekomendasi pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai fungsi 

pelabuhan lintas batas internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia. 
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Peneliti mengkompilasi dari permasalahan tersebut bahwa 

kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liim Hie Djung di Kabupaten 

Nunukan belum dapat difungsikan sebagai pelabuhan internasional 

Nunukan-Tawau Sabah Malaysia, hal ini dikarenakan adanya perbedaan 

pandangan antara Menteri Dalam Negeri (BNPP) dengan Menteri 

Perhubungan (Dirjenhubla ), sehingga pihak Kementerian Perhubungan 

(Dirjenhubla) belum mengeluarkan adminsitrasi perizinan kepelabuhanan 

dan belum merekomendasikan standar kelaikan sandar kapal untuk bobot 

maksimal GT 175. 
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A. Kesimpulan 

BAB V 
KESIMPULANDANSARAN 

Berdasarkan basil penelitian dapat disimpulkan, sebagai berikut: 

1. Bahwa proses kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung 

(lintas batas pelayaran internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia) di 

Kabupaten Nunukan merupakan hasil dari kesepakatan kedua negara 

Indonesia dan Malaysia melalui kerjasama forum sosek malindo clan 

Pelabuhan PLBL Liem Hie Djung telah sesuai dengan tatanan 

kepelabuhanan. 

2. Pelaksanaan kebijakan Pemerintah kedua negara di dalam upaya 

mewujudkan fungsi pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai fungsi 

internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia di Kabupaten Nunukan 

belum berjalan maksimal, hal ini dikarenakan adanya perbedaan pandangan 

antara Menteri Dalam Negeri (BNPP) dengan Meneri Perhubungan 

(Dirjenhubla) khsusunya terhadap fungsi pelabuhan PLBL Liem Hie Djung 

di Kabupaten Nunukan. 

3. Pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di kabupaten Nunukan telah ditetapkan 

sebagai pelabuhan kawasan kepabeanan oleh pihak Kementerian Keuangan 

melalui Kanwil Bea Cukai Kalimantan Timur. 

4. Pemerintah telah mendukung percepatan pengoperasian pelabuhan PLBL 

Liem Hie Djung sebagai fungsi internasional khususnya melalui kunjungan 
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Presiden Republik Indonesia (Ir Joko Widodo) pada tanggal 16 Desember 

2014 dan para Menteri ke pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten 

Nunukan. 

5. Kebijakan pemerintah didalam upaya mewujudkan fungsi pelabuhan PLBL 

Liem Hie Djung sebagai fungsi intemasional Nunukan-Tawau Sabah 

mengalami hambatan, adapun faktor yang menghambat kebijakan tersebut 

antara lain : 

a).Melalui hasil penelitian dilapangan dan hasil wawancara kepada informan 

serta data, bahwa adanya perbedaan pandangan antara Menteri Dalam 

Negeri (BNPP) dan Menteri Perhubungan (Dirjenhubla) dalam penetapan 

fungsi pelabuhan PLBL Liem Hie Djung, sehingga pihak Kementerian 

Perhubungan belum mengeluarkan rekomendasi perizinan kepelabuhanan 

intemasional Nunukan-T awau Sabah di pelabuhan PLBL Liem Hie 

Djung Nunukan. 

b ). Pembangunan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan 

masuk di kawasan lingkungan kerja dan kepentingan pelabuhan Tunon 

Taka yang dikelolah oleh PT Pelindo IV cabang Nunukan, hal ini 

didukung oleh surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 

1999 tentang batas-batas daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan 

kepentingan pelabuhan Nunukan. Penegasan tersebut menunjukan bahwa 

keberadaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung merupakan bagian dari 
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pengelolaan pelabuhan tunon taka yang dikelolah oleh PT.Pelindo 

IV.cabang Nunukan. 

d).Pihak Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal 

Perhubungan Laut telah membatasi pemberian rekomendasi bobot (GT) 

yang laik sandar kapal kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan yaitu 

bobot maksimal sampai dengan GT 30. Hal ini menunjukan bahwa pihak 

Kementerian Perhubungan belum sepenuhnya mendukung untuk 

memberikan rekomendasi terhadap bobot kapal sampai dengan GT 175, 

dengan alasan bahwa di pelabuhan PLBL Liem Hie Djung belum 

memiliki standar kelaikan SPS Code dan belum memiliki dophin sebagai 

tempat pengikat tali kapal sehingga belum laik untuk disandarkan oleh 

kapal-kapal berukuran sampai dengan GT.175 

e ). Hasil penelitian, melalui data dokumentasi dilapangan ditemukan kondisi 

teknis dermaga di pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Nunukan yang 

mengalami kerusakan bahkan 1 (satu) unit dermaga tenggelam kedasar 

laut, sehingga peruntukan fungsi sandar kapal lintas batas internasional 

Nunukan-Tawau Sabah Malaysia di pelabuhan PLBL Liem Hie Djung 

belum berjalan maksimal. 

B. Saran 

Melalui pokus penelitian evaluasi kebijakan pengelolaan pelabuhan 

PLBL Liem Hie Djung (lintas batas pelayaran internasional Nunukan-Tawau 
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Sabah Malaysia) di Kabupaten Nunukan m1, peneliti memberikan saran 

sebagai berikut : 

1. Diharapkan adanya sinkronisasi antara pihak Kementerian Dalam Negeri 

(BNPP) dengan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal 

Perhubungan Laut beserta seluruh jajaran KSOP Nunukan sehingga dapat 

memberikan solusi khususnya pada rekomendasi percepatan 

pengoperas1an pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai peruntukan 

fungsi lintas batas laut intemasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia atau 

fungsi CQIS. 

2. Diharapkan kepada Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal 

Perhubungan Laut dapat mereviu atau mereduksi beberapa isi dari 

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 51 tahun 1999 tentang batas­

batas DLKr dan DLKp pelabuhan Nunukan (tunon taka) yang dikelolah 

oleh PT Pelindo IV cabang Nunukan. 

3. Diharapkan melalui basil kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia 

(Ir.Joko Widodo) ke pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten 

Nunukan, pada tanggal 16 Desember 2014 dan sesuai dengan nawacita 

Presiden Republik Indonesia ke daerah-daerah terpencil dan terpinggir 

diwilayah perbatasan antar negara, Kementerian Perhubungan 

(Direjenhubla) dapat memberikan rekomendasi serta dukungan 

sepenuhnya terhadap kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie 

Djung di Kabupaten Nunukan. 
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DAFTAR LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA DAN TRANSKIP 

WAW ANCARA INFORMAN 

1. Ketua Asisten 1 Bidang Pemerintahan Setkab Nunukan di Kantor Bupati 

Nunukan. 

2. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan di kantor Dinas Perhubungan 

Nunukan. 

3. Kepala KSOP Nunukan di kantor KSOP Nunukan. 

4. Kepala tata usaha UPT PLBL Liem Hie Djung Nunukan di kantor UPT PLBL 

Liem Hie Djung Nunukan. 

5. Toko masyarakat, ( Drs.RH Simanjuntak) pensiunan Administrator Pelabuhan 

Nunukan. 

42593.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



PEDOMANWAWANCARA 

EV ALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PELABUHAN POS LINT AS 

BATAS LAUT LIEM HIE DJUNG (LINT AS BATAS PELAY ARAN 

INTERNASIONAL NUNUKAN-TA W AU SABAH MALAYSIA) 
DI KABUPATEN NUNUKAN 

A. IDENTIT AS INFORMAN 

I. NAMA . µ · kt3\iV1JJ Thn~4 r ( # · /'vl\S. i 
• • •••••••••.•••••• .- .\c). ••••••.••••••••••••••••••••• 

,/ 

2. UMUR 

3. PEKERJAAN : .. P.~~·········································· 
4. JABATAN : .~'7.~?:1.~~~~.1..:~~ .. ~~~··· 

5. INST ANSI/LEMBAGA : .~.~.~-~f. .~~:~~~~ .. ..... ········ ...... . 
6. ALAMAT : . ~j ~:. ·. ~!J~.·-~~ .. t:~~~. :~~~~)!.'::~:r ....... . 

B. TEMPAT 

C. TANGGAL 
IL ~u ~'71 'w16 • •, \ <7 ( ................................................................... 

D. DAFf AR PERT ANY AAN 

1. Apa peran clan fungsi dibangunnya pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di 

perbatasan Kabupaten Nunukan ? 

2. Bagaimana pendapat bapak tentang kebijakan pengelolaan pelabuhan 

PLBL Liem Hie Djung sejauh ini ? 

3. Apakah perencanaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung telah sesuai dengan 

ketentuan tatanan kepelnbuhanan ? 

4. Apakah pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Nunukan telah 

sesuai sebagai simpul dalam jaringan transportasi laut menurut hirarkinya ? 
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5. Apakah pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sudah sesuai kegiatannya 

sebagai alih moda transportasi laut dan tempat konsolidasi muatan atau 

barang dari dalam negeri maupun luar negeri ? 

6. Mengapa pengoperasian pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Nunukan belwn 

berfungsi secara efektif sebagai fungsi pelabuhan lintas batas laut 

intemasional (Nunukan - Tawau Sabah Malaysia) ? 

7. Faktor apa yang mempengaruhi tidak efektifnya pengoperasian pelabuhan 

PLBL Liem Hie Djung sebagai pelabuhan lintas batas laut internasional 

(Nunukan-Tawau Sabah Malaysia) ? 

E. HASILWAWANCARA KEPADAINFORMAN 

Hasil wawancara kepada Asisten I Bidang Pemerinahan Bapak H. 

Abidin Tajang, S.H, M.Si di ruangan Asisten 1 Kantor Bupati Nunukan 

(Raabu, 16 Maret 2016) : 

1. "Jadi begini pelabuhan PLBL Liem Hie Djung itu dibangun itukan 
sebenarnya basil kesepakatan Sosek Ma1indo dalam rangka pemberian 
pelayanan yang terbaik kepada masyarakat khususnya masyarakat kita 
yang baik dari Nunukan - Tawau maupun dari Tawau ke Nunukan itu 
fungsinya artinya lebih di tekankan pada pelayanannya dan itu 
kesepakatan ada didalam Sosek Malindo". 

2. "Untuk pengelolaannya yang namanya itu masih baru pastilah ada 
kelrurangan dan kelemahannya tapi dengan berjalananya sudah berapa 
tahun ini selama sudah keluar ijin operasionalnya itukan setiap tahun ada 
perbaikan peningkatan-peningkatan didalamnya kita tidak berharap 
langsung sempurna nah inilah kita harapkan apalagi teman-teman pegawai 
itu memang kita selalu berikan pemahanan bimbingan supaya didalam 
pengelolaan dipelabuhan itu karena itu bagaimanapl.!11 jaga itu pelabuhan 
internasional dan regional makanya kita setiap saat itu ada pembinaan 
kepada petugas yang ada dilapangan". 

3. ········ 
4. "Ya, kalau menurut saya memang sesuai simpul itu karena kenapa 

memang kita pada saat diwacanakan dibuat itu teman-teman yang 
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diperhubungan pada sat itu sudah memikirkan semua itu sehingga 
penetapan lokasinya penetapan lokasinya pada saat keepakatan dengan 
Sosek Malindo disitu ditetapkan karena simpul lautnya". 

5. "Ya harapan kita kedepan begitu tapi ya namanya keterbatasan anggaran 
kita untuk melengkapi segala sesuatunya maka bertahaplab yang pertama 
kita lakukan dulu dioperasional hanya regional dulu kemudian melangkah 
ke intemaional". 

6. "Karena namanya antar negara, itu tidak sama kalau kita regional artinya 
didalam negara kita antar negara itu harus ada kesepakatan-kesepakatan 
bersama nab itu di sosek malindo ini baru kitajadwalkan penyeraban tukar 
menukar SOP antara pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Djung dengan 
pelabuhan yang ada di Tawau, ini dijadwalkan bulan ini di Tarakan kita 
sudah sarna-sama menduskikan SOP yang dari Indonesia kita sudab bahas 
di Malaysia dan SOP dari di Malaysia kita juga bahas, sudah ada 
kesepakatan tinggal pertukaran". 

7. "Nah itu dari ijinnya dulu dari pusat, itukan tergantung daripada ijin itu 
kemudian kalau seandainya sudab keluar, itu secara teknis saya tidak tahu 
apakah ijin itu sudab keluar atau tidak, tapi kalau itu sudah keluar itukan 
harus ada pembicaraan lebih lanjut dulu dengan pihak Malaysia lewat 
Sosek Malindo kapan mau dimulai karena memang harus melalui Sosek 
Malindo". 

Peneliti, 

) ___ . 
Lisman 

NIM.500646822 

Informan 
Asisten 1 Pemerintahan. 

~.Abidin Tajang,S.H,ivLSi 
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PEDOMAN WAW ANCARA 

EVALUASIKEBUAKANPENGELOLAANPELABUHANPOSLINTAS 
BATAS LAUT LIEM HlE DJUNG (LINT AS BATAS PELA Y ARAN 

INTERNASIONAL NUNUKAN-TA WAU SABAH MALAYSIA) 
DI KABUP A TEN NUNUKAN 

A. IDENTIT AS INFORMAN 

1. NAMA 

2. UMUR 

3. PEKERJAAN . /JNJ' ....................................................... 

4. JABATAN 

5. INST ANSI/LEMBAGA 

6. ALAMAT I -ff_• /)FhJO~I~ : .v~-: ....................... -~- .................. . 

B. TEMPAT 

C. TANGGAL : .. !.4: .. ~~T..~.~!.~ .......................... . 
D. DAFTAR PERTANYAAN 

1. Apa peran dan fungsi dibangunnya pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di 
perbatasan Kabupaten Nunukan ? 

2. Bagaimana pendapat bapak tentang kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL 
Liem Hie Djung sejauh ini ? 

3. Apakah perencanaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung telah sesuai dengan 

ketentuan tatanan kepelabubanan ? 

4. Apakah pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Nunukan telah 
sesuai sebagai simpul dalam jaringan transportasi laut menurut hirarkinya ? 

5. Apakah pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sudah sesuai kegiatannya sebagai 
alih moda transportasi laut dan tempat konsolidasi muatan atau barang dari 
dalam negeri maupun luar negeri ? 
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6. Mengapa pengoperasian pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Nunukan belum 
berfungsi secara efektif sebagai fungsi pelabuhan lintas batas laut 
intemasional (Nunukan- Tawau Sabah Malaysia) ? 

7. Faktor apa yang mempengaruhi tidak efektifnya pengoperasian pelabuhan 

PLBL Liem Hie Djung sebagai pelabuhan lintas batas laut intemasional 

(Nunukan-Tawau Sabah Malaysia)? 
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Transkip wawancara 

1. Peran : '1>aik, mencermati adanya pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di 
Kabupaten Nunukan, jelas dibangunnya pelabuhan tersebut sudah diperkirakan 
para perencana sebagai perannya ya paling tidak dia berperan akan untuk dapat 
menghimpun dari beberapa tempat atau pulau diluar pulau Nunukan yang akan 
datang ke pulau Nunukan tersebut, tentunya bersandar di pelabuhan tersebut, 
dari beberapa pulau yang ada diseputaran pulau Nunukan". 

Fungsi : "kalau fungsinya sebagaimana kita ketehui semua bahwa pelabuhan 
itu berfungsi untuk bersandarnya kapal, naik turunya orang. dan barang ya 
tentunya pelabuhan itu harus laik, laik dari keselamatan dan keamanan serta 
kenyamanan para pengguna dan pelaku-pelaku kapal atau para penumpang 
yang menyinggahi pelabuhan tersebut saya rasa jelas fungsinya itu". 

2. "Kebijakan pengelolaan pelabuhan Liem Hie Djung dari perspektif 
pemerintahan jelas Pemerintah Daerah tidak meninggalkan kearipan lokal 
untuk bisa dinilai suatu daerah itu sudah maju tentmya kebijakan Pemerintah 
daerah membangun pelabuhan tersebut, ya paling tidak sudah moderen atau 
semi permanen bahkan disebut permanen. Dengan dibangunnya dari bahan­
bahan yang laik untuk disebut pelabuhan yang sudah moderen. Nah jadi 
kebijakan Pemerintah tidak meninggalkan pelabuhan-pelabuhan dengan 
kearipan lokal!:!ya, yah ada juga pelabuhan-pelsbuhan kecil di sekitar itu ya.11g 
sifatnya mungkin masih pelabuhan-pelabuhan tambatan pertthu rakyat, jadi 
jelas kebijakan Pemerintah disini membangun pelabuhan yang sudah 
permanen". 

3. "Kalau berbicara tentang tatanan pelabuhan di Liem Hie Djung secara ketentuan harus 
melihar tata ruang yang dibuat oleh pemerintah, ini tentunya yang berkompeten ada di 
Bappeda, namun saya sendiri dan mencermati pembangunan yang ada saya anggap 
sudah dipertimbangkan". 

4. "jadi tentunya sesuai, karena kalau dilihat yang bertambat di pelabuhan 
tersebut dari pulau daratan Kalimantan masuk dan di pulau Nunukan ini sendiri 
sudah ada moda transportasi udara dengan adanya atau dibangunnya atau sudah 
berfungsinya lapangan terbang. Nah jadi tercipta sudah tersedia sehingga 
sangat-sangat sesuai dari darat juga dengan angkutan daratnya juga sudah ada 
dari laut berpindah ke darat berpindah ke udara. Jadi cukup scsuai kalau 
melihat dan ini juga sebagai pelabuhan pengumpul dari daratan Sebatik, pulau 
Sebatik, pulau Kalimantan dan masuk di pulau Nunukan". 

5. -

6. "jadi jelas sejak dibangun.oya tahun 2003 sampai sekarang memang Pemerintah 
daerah dengan segala keterbatasannya dan tentunya dan regulasi dari pada 
administrasi untuk segera berfungsinya dermaga tersebut itu perlu waktu dan 
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kombinasi baik di interen Pemerintah daerah maupun karena ini rencanakan 
atau dipriyeksikan untuk tujuan Nunukan ke Tawau Malaysia, Tawau Malaysia 
ke Nunukan sehingga tentunya di Pemerintahan dalam negeri dan Tawau 
Malaysia harus kita kordinasikan itu yang pertama, yang kedua, kita juga 
mempersiapkan tentunya barang-barang dari luar negeri harus mencermati 
bagaimana sistem pemeriksaannya untuk barang kemudian orangnya 
keimigrasian bagaimana, nah inilah perlu kemudian keamanannya, 
karantinanya juga bagaimana sehingga semua ini harus kita persiapkan karena 
statusnya intemasional jadi tentunya memakan waktu. Kemudian perbaikan 
sarananya sendiri seperti pelabuhan-pelabuhan layaknya pelabuhan 
internasional. Ini perlu juga dibenahi, nab mungkin dalam waktu dekat dan 
pembenahan yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah daerah dibeberapa 
waktu kedepan akan kita fungsikan bahkan seudah dibicarakan di CQISnya 
costem, imigrasi, karantina, syahbandar. Nah jadi semua sudah siap untuk 
mendukung segera beroperasinya PLBL Liem Hie Djung untuk transportasi 
laut di perbatasan dengan status internasional". 

7. "yah belwn efektifnya karena pertama, ijin-ijin untuk bisa bertambatnya kapal­
kapal di pelabuhan tersebut dikeluarkan oleh instansi teknis kernudian juga 
kelengkapan-kelengkapan yang ada di pelabuhan tersebut baik masalah 
buruhnya masalah teknis seperti yang saya sampaik:an tadi bagaimana 
pemeriksaan barang dari luar negeri atau setiap pihak imigrasi maupun pihak 
beacukai kemudian pihak karantinanya. Iya ini semua hams betul-betul siap 
karena barang dari luar negeri tentunya kita tahu semua apakah itu barang baik 
atau tidak baik, legal atau ilegal, ruiJ1 itu hams jadi perhatian secara 
pemeriksalah". 

Mahasiswa/ peneliti Infonnan, 

Lisman Drs. Petrus Kanisius HB, M.Si 
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A. 

B. 

c. 

D. 

PEDOMAN WA W ANCARA 

EVALUASI KEBUAKAN PENGELOLAAN PELABUHAN POS LINTAS 
BATAS LAUT LIEM HIE DJUNG (LINT AS BATAS PELA Y ARAN 

INTERNASIONAL NUNUKAN-TA WAU SABAH MALAYSIA) 
DI KABUPATEN NUNUKAN 

IDENTIT AS INFORMAN 

1. NAMA . ~g,b~,8M ..... ~ ..... o:--:~ ............. ~ .. a.:: ............... . 

2. UMUR 

3. PEKERJAAN . D~ ~.Ct>.(> ,.}Wu~ ... r.1 ............................................. . 

4. JABATAN 
tc~. \<~~D tJ\)Jj~ 

: .................... . -:1 .... ....................... . 

5. INST ANSI/LEMBAGA . ~~ ~ft*'8lltJUVJ ...................................................... 

6. ALAMAT 
,,.._ • l'>RL. ~l) 

: .~:-..... r.::~~.................................. -

TEMP AT 
...,&)~ 

..................................................................... 

TA.~GGAL 

DAFT AR PERT ANY AAN 

1. Apa peran rum fungsi dibangunnya pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di 
Kabupaten Nunukan ? 

2. Bagaimana pendapat bapak tentang kebijakan pengelolaan pelabuhan 

Pl:BL Liem Hie Djung Kabupaten Nunukan ? 

3. Apakah perencanaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung telah sesuai 
dengan ketentuan tatanan kepelabuhanan ? 

4. Apakah pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sudah sesuai dengan simpul 
dalam jaringan transportasi sesuai dengan hirarkinya? 

5. Apakah sejauh ini pelabuhan PLBL Liem Hie Djungu sudah berperan 
sebagai pintu kegiatan perekcnomian di Kabupaten Nunukan ? 
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6. Apakah sejauh ini Pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sudah berperan 
sebagai tempat kegiatan alih moda transportasi, penunjang kegiatan 
industri/perdagangan dan konsolidasi muatan barang? 

7. Bagaimana peran pelabuhan PLBL Liem Hie Djung dalam mewujudkan 
wawasan nusantara dan kedaulatan Negara di wilayah perbatasan ? 

8. Apakah sejauh ini fungsi pengoperasian pelabuhan PLBL Liem Hie Djung 
sudah efektif secara internasional Nunukan - Tawau ? 

9. Faktor apa yang mempengaruhi belum berfungsinya pelabuhan PLBL 
Liem Hie Djung sebagai fungsi internasional ? 
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Transkip Wawancara 

1. Peran dan fungsi pelabuhan Liem Hie Djung bahwa sesuai Keputusan 

Dirjen Perhubungan Laut adalah bagian dari pada pelabuhan Tunon Taka, 

yang fungsinya adalah tempat kegiatan kapal-kapal yang tonasenya kecil, 

yang saat ini baru tempat kegia!an turun naik penumpang. 

2. Jadi kebijakan bahwa pengelolaan pelabuhan sesuai Undang-Undang 

adalah Badan Pengelola Pelabuhan( BUP ). Jadi saat ini yang mengelolah 

dilaksanakan Pemda Nunukan adalah Dinas Perhubungan, seyogyanya 

P~mda membuat Badan Usaha Pelabuhan. 

3. Bahwa rencana Induk Pelabuhan Tunon Taka sedang dalam proses dan 

rencana pelabuhan Liem Hie Djung adalah bagian dari pelabuhan tunon 

taka maka tatanan kepelabuhan anakan meayesuaikan. 

4. Simpul jaringan pelabuhan bahwa sesuai Keputusan Dirjen Perhubungan 

tentang rencana induk pelabuhan Nunukan, pelabuhai1 tunon taka adalah 

pelabuhan pengumpul, jadi karena pelabuhan Liem Hie qjung sesuai 

keputusan DJPL adalah bagian dari pelabuhan tunon taka maka sudah 

sesuai. 

5. Sampai saat ini barn kegiatan kapal penumpang yang melaksanakan 

kegiatan dan kapalnya relatif kecil namun mini sudah ada peran kegiatan 

kepelabuhan walau secara tidak langsung. 

6. Karena namanya Liem Hie Djung hanya berupa dennaga pontoon maka 

kegiatan alih moda transportasi hanya sebatas penumpang atau orang, 

karena dennaga pontoon terbatas hanya untuk kegiatan kapal yang 

keperluannya tidak memakai alat bongkar muat. 

7. Karena peran pelabuhan Liem Hie Djung yang saat ini melayani kegiatan 

kapal-kapal penumpang dengan tujuan tarakzn dan kegiatan lain di sekitar 

Nunukan yang mengangkut penumpang dari perbatasan dan menyambung 

dengan transportasi lain seperti pesawat udara. 
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8. Secara intemasional untuk pengoperasian pelabuhan Liem Hie Ojung 

harus mengacu ke atura intemasional seperti fasilitas dermaga complete 

dengan ISPS Code. Dan adanya instansi Pemerintah seperti Bea Cukai, 

imigrasi dan sebagainya. 

9. Karena belum adanya instansi terkait yang melayani kegiatan kapal 

intemasional dan pelabuhan/fasilitas pelabuhan yang belum compl6f6 

ISPS Code. 

Mahasiswa, 

Lisman 
Nim. 500646822 

lnforman 

KSOPtukan, 

Agus Subagyo, S.H 
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PEDOMANWAWANCARA 

EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PELABUHAN POS LINTAS 

BATAS LAUT LIEM HIE DJUNG (LINT AS BAT AS PELA Y ARAN 
INTERNASIONAL NUNUKAN-TAWAU SABAD MALAYSIA) 

DI KABUPATEN NUNUKAN 

A. IDENTITAS INFORMAN 

I. NAMA 

2. UMUR 

3. PEKERJAAN 

4. JABATAN 

5. INST ANSI/LEMBAGA 

6. ALAMAT 

B. TEMPAT 

C. TANGGAL 

D. DAFTAR PERTANYAAN 

: .. M~.~~~--~'f· .. t.~-~- .... 
. 1;, 

: .. r~~·-··································· 
. \::'.~vty.E] 1\). upf· pi..il- \~ \\t6 ~ 

: .. ~:.Y:.~~~.~~~ ...... -......... . 

1. Apa peran clan fungsi dibangunnya pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di 

wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan ? 

2. Bagaimana pendapat bapak tentang kebijakan pengelolaan pelabuhan 

PLBL Liem Hie Djung sejauh ini? 

3. Apakah perencanaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung telah sesuai dengan 

ketentuan tatanan kepelabuhanan ? 

4. Apakah pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Nunukan telah 

sesuai sebagai simpul dalam jaringan transportasi laut menurnt hirarkinya ? 

42593.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



5. Apakah pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sudah sesuai kegiatannya 

sebagai alih moda transportasi laut dan tempat konsolidasi muatan atau 

barang dari dalam negeri maupun luar negeri? 

6. Apakah pengoperasian pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Nunukan sudah 

berfungsi secara efektif sebagai fungsi pelabuhan lintas batas laut 

internasional (Nunukan-Tawau Sabah Malaysia) ? 

7. Faktor apa yang mempengaruhi tidak efektifnya pengoperasian pelabuhan 

PLBL Liem Hie Djung sebagai pelabuhan lintas batas laut internasional ( 

Nunukan-Tawau Sabah Malaysia ) ? 
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Transkip Wawancara 

( Senin, 21Mret2016) 

1. Pelabuhan PLBL Liem Hie Djung merupakan basil rekomendasi pertemuan 

kerjasama sosek malindo, yang mana masing-masing pihak, baik Pemerintah 
Indonesia maupun pihak Kerajaan Malaysia diwajibkan menyediakan sarana 

prasana berupa terminal pelabuhan yang dikhususkan bagi angkutan lintas 
batas yang melayani penumpang dan barang antar kedua negara. 

Peran pelabuhan PLBL Liem Hie Djung tentunya yang utama adalah 
disamping sebagai pintu gerbang perekonomian juga mewujudkan wawasan 
nusantara clan kedaulatan negara. 

Fungsi pelabuhan PLBL Liem Hie Djung jelas, dalam operasionaJnya 

nanti sebagai tempat kegiatan pemerintahan yang mana didalamnya terdapat 
pelayanan CQIS, kemudian sebagai tempat kegiatan pengusahaan dengan 
keterlibatan pihak swasta seperti keagenan, pedagang dan lainnya. 

2. Pendapat saya terhadap kebijakan pengelolaan pelabuha..'l PLBL Liem Hie 
Djung sejauh ini belum maksimal karena hingga saat ini masih ada prosedur 
admirustrasi clan kelengkapan fasilitas yang hams dipenuhi sehingga pelabuhan 
PLBL Liem Hie Djung belum dapat difungsikan untuk melayani trayek 
angkutan lintas batas. 

3. Menurut saya, setiap pelabuhan yang akan dibangun tentu ada kajian, 
kesesuaian dengan tatanan kepelabuhanan tentu juga menjadi pertirnbangan 
dari kajian tersebut, semua ada proses dan tahapan. 
Sebagairnana kl.ta ketahui sekarang ini ada surat Keputusan Dirjen Hubla 
tentang pemberian tzm pengembangan pelabuhan Nunuk:an kepada 
penyelenggara pelabuhan Nunukan, artinya rencana pengembangan pelabuhan 
PLBL Liem Hie Djung telah sesuai dengan rencana induk pelabuhan Nunuka.'l. 

4. Menurut saya, dengan diterbitnya SK Dirjen Hubla tentang pemberian izin 
pengembangan pelabuhan Nunukan kepada penyelenggara pelabuhan Nunukan 
maka PLBL Liem Hie Djung secara hirarkinya juga berperan sebagai simpul 
dalam jaringan trasnportasi laut 

5. Sama dengan point diatas,. 
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6. Pengoperasian pelabuhan PLBL Liem Hie Djung belum berfungsi secara 

efektif bal tersebut dikarenakan masih adanya prosedur administasi dan 
kelengkapan fasilitas yang hams dipenuhi oleh pihak penyelenggara 

pelabuhan. 

Sebagaimana diketahui pembangunan fasibtas dennaga ponton 1 dan 2 

barn selesai dikerjakan dan masih ada ponton 3 yang tenggelam dan belum 
dilakukan perbaikan. 

Administrasi perijinan seperti izin kawasan pabean masih dalam proses 

sementara izin pengembangan dari Dirjen Hubla perlu ditingkatkan peruntukan 
fasilitas tambat kapal maksimum dari 30 GT menjadi maksimum I 75 GT. 

7. Faktor yang mempengaruhi tidak efektifnya pengoperasian pelabuhan PLBL 
Liem Hie Djung sebagai pelabuhan lintas batas internasional : 

I. Fasilitas dermaga baru selesai dibangun dan masih terdapat I dennaga lagi 

yang perlu diperbruki. 
2. Administrasi perizinan yang belum lengkap dan masih dalam proses. 

Mahasiswa, Imo¥ 
Lisman mmad. Yusuf, S.E 
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PEDOMANWAWANCARA 

EV ALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PELABUBAN POS LINTAS 

BATAS LAUT LIEM HIE DJUNG ( LINTAS BATAS PELA YARAN 

INTERNASIONAL NUNUKAN-TA W AU SABAH MALAYSIA ) 

DI KABUPATEN NUNUKAN 

A. IDENTIT AS INFORMAN 

1. NAMA 

2. UMUR 

3. PEKERJAAN 

4. JABATAN 

5. INST ANSI/LEMBAGA 

6. ALAMAT 

B. TEMPAT 

C. TANGGAL 

: .b.r.~.!. RH. 5-~~itl 
0-0 ~. . o· ... f·· ·. . .............................. . 

: ·--~~-.f.~.~ ........... . --
: .. ~~~ ... ,Y~­
: ·-~~-.~~---~t .. o2 

.JJ~~ 

I /H Jj i,g. ~iL . 
: ... ~--~~---·································· 

D. MOHON T ANGGAP AN BAPAK AT AS PERT ANY AAN SEBA GAi 

BERIKUT: 

l. Apa peran dan fungsi dibangunnya pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di 

perbatasan Kabupaten Nunukan? 

2. Mohon tanggapan bapak atas pertanyaan sebagai berikut : 

a. Apakah pemah d!bicarakan ? 

3. Sudah sesuaikah menurut pendapat bapak PLBL Liem Hie Djung dengan 

ta.tanan kepelabuhanan, mohon jelaskan ? 

4. Apakah lokasi PLBL Liem Hie Djung telah memenuhi rencana lokasi 

pelabuhan sesuai dengan PP Nomor 61 tahun 2009 yang bapak sebutkan ? 

5. Kenapa PLBL Liem Hie Djung disebut Pos Lintas Batas Laut, apakah 

PLBL termasuk dalam kriteria pelabuhan penyeberangan ? 
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6. Tadi sebelwnnya bapak menjawab bahwa PLBL LiemHie Djung belum 

memenuhi syarata sesuai dengan PP 61 tahun 2009 tentang kepelabuhanan, 

tapi degnan dalam kenyataannya PLBL Liem Hie Djung telah operasi 

?bagaimana tanggapa.n bapak ! 

7, Mengapa disebut pelabuban penyeberangan jnternasionaJ ? 

8. Apakah pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sudah efektif dan 

efisien? 
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1. 

Transkip Wawancara 

a. Peran pelabuhan adalah : sebagai pelabuhan penyeberangan 
internasional sebagimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

61 tahun 2009 tentang kepelabuhanan, bahwa perannya antara lain : 
I. Sebagai simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan 

hirarkinya. 
2. Tempat kegiatan alih moda transportasi. 
3. Sebagai pintu gerbang perekonomian 
4. Penunjang kegiatan industri dan/ atau perdagangan 
5. Tempat distnbusi~ produksi dan konsolidasi muatan atau barang 
6. Mewujudkan wawasan nusantara dan kedaulatan negara. 

b. Sedangkan Pelabuhan menurut fungsinya antara lain 
1. Sebagai tempat kegiatan Pemerintahan. 
2. Sebagai kegiatan pengusahaan. 

2. 0 ya, paling tidak 3 kali saya mengikuti pertemuan sosek malindo baik 
di Indonesia ( 1 x di Balikpapan ), maupun di Malaysia ( 2x ) yaitu di 
Tawau dan di Sandakan. Pertemuan tersebut membicarakan masalah 
hubungan sosial ekoiiomi antara kedua negara kbususnya Provinsi 
Kalimantan Timur dan Kawasan Sabah Malaysia dibidang Perhubungan 
dan pendidikan. Dan pada saat di bidang perhubungan yaitu 
membicarakan ten.tang pos litms hatas darat (?LBD) dan pos lintas 
batas laut ( PLBL). Lebih spesifik karena bahwa pelintas batas lebih 
banyak menggunakan li.1tas batas laut dari pada lintas batas darat, maka 
pertemuan itu lebih pokus terhadap perundingan pelintas batas laut. 

3. Sudah sesuai, 
a. Babwa ketatanan kepelabuhanan nasional adalah merupakan dasar 

dalam perencanaan pembangunan, pendayagunaan, pengembangan 
dan pengoperasian pelabuhan diseluruh lndonesia.sehingga terjalin 
suatu jaringan infrastruktur secara terpadu dan terciptanya efisiensi 
transportasi laut secara nasional, terwujudnya penyediaaan jasa 
kepelabuhanan sesuai tingkat kebutuhan dan penyelenggaraan 
pelabuhan yang handal. 

4. Belum memenuhi PP nomor 61 tahun 2009 tentang kepelabuhanan, 
alasannya: 
a. bahwa penetapan lokasi pelabuhan harus memenuhi persyaratan : 

1. rencana induk pelabuhan 
2. tata ruang wilayah Kabupaten Nunukan 
3.rencana daerah lingkungan kerja dari daerah lingkungan 

kepentingan. 
4,hasil studi kelaikan tentang kelaikan teknis, kelaiakan 
lingkm1gan, kelaikan ekonomi dam keamanan, keselmatan 
pelayaran, pertahanan dan keamanan. 
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b. pertanyaan timbul apakah PLBL Liem Hie Djung telah memiliki 
persyaratan tersebut diatas ? jawabannya pasti belum , kenapa saya 
sebagai Adpel pada perencanaan pelabuhan ini belum ada 
penetapan lokasi pada saat itu, namun kelanjuntan daripada 
persyaratan tersebut diatas belum ada pakta secara adminsitratif 
karena semua persyaratan itu didukung oleh pakta atau basil studi. 
Semua buk:ti persyaratan tersebut diatas hams dibuktikan dari 
masing-masing instansi terkait. 

5. Ya, termasuk pelabuhan penyeberangan internasional, alasan bapak ! 
bahwa sesuai dengan PM 26 tahun 2012 tentang penyelenggaraan 
angkutan penyeberangan, menyebutkan pasal 3 : 
Bahwa lintas penyeberangan digolongkan 4 kriteria penyeberangan : 
1. Penyeberangan antar negara 
2. Penyeberangan antar provinsi 
3. Penyeberangan antara kabupaten I Kota 
4. Penyeberangan dalam Kabupaten /Ko ta. 

Kriteria tersebut dalam pasal 3 telab dipenuhi oleh PLBL Liem 
Hie Djung karena PLBL Liem Hie Djung menghubungkan ke Luar 
negeri , menghubungkan antara kabupaten Nunukan - Tarak:an, 
menghubungan dalam wilayah ( kecamatan ). 

6. Disinilah disebutkan kata kebijak~ maksudnya kebijakan walaupun 
persyaratan yang ditentukan oleh PP 61 tahun 2009 tadi, tidak 
dilengkapi dengan pakta-pakta namun pemerintah melaksanakan 
pembangunan ini dengan memenuhi syarat pelabuhan penyeberangan 
inilah yang disebut kebijakan. Pelablli'lan PLBL Liem Hie Djung 
secara hukum dan pakta adalah pelabuhan penyeberangan 
intemasional. 

7. Bahwa pelabuhan PLBL Leim Hie Djung berfungsi melayani para 
penyeberang menuju luar negeri Malaysia Tawau, untuk itu di PLBL 
Liem Hie Djung ini telah disediakan instansi terkait dengan kegiatan 
penyeberang lintas batas. 

8. Apa itu efektif ! efektif adalah apabila semua elemen kegiatan dan 
peraturan sudah berjalan dengan baik atau sudah sesuai dengan 
prosedumya. Apakah dalam kebijakan pengelolaan pelabuhan ini 
sudah efektif ? menurut saya belum efektif, mengapa ? karena untuk 
peruntukan lintas batas Nunukan - Tawau, belum dapat di 
realisasikan karena terdapat beberapa persyaratan kepelabuhan yang 
harus dipenuhi, baik persyaratan administrasi maupun persyaratan 
teknis kepelabuhanan. 

Secara teknis, bahwa untuk kapaJ dibawah GT 30, sudah 
memenuhi syarat untuk bertambat di PLBL, karena sesuai dengan 
pemberian izn dari Menteri Perhubungan yaitu hanya batas rnaksirnum 
GT 30, sedangkan untuk kapal berukuran maksimum GT 175, 
menurut saya tidak sesuai, mengapa ? karena kondisi Panjang 
dermaga tidak seimbangan dengan panjang kapal lintas batas Nunukan 
- Tawau yang ada sekarang ini yaitu sekitar 70 Meter, sedangkan 
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dennaga hanya 14 meter. Oleh karenanya secara teknis kelaikan kapal 
belum dapat bertambat secara laik, hal ini juga dikarenakan belum 
mememiliki dholpin sebagai pengikat tali kapal. 

Maksud eji~ien. adalah menghilangkan segala biaya tambahan 
dipelabuhan ( lla:gl.Eost ekonomi) sehingga orang tidak merasa ada 
beban tambahan biaya pelabuhan. Dan saat ini pelabuhan PLBL ini 
sudah dapat dikatan efisien dibanding dengan pelabuhan lain karena 
tidak ada pungutan kepada pengguna jasa pelabuhan atau penumpang 
seperti calo-calo tiket. 

~-; 
Mahasiswa, 

? 
Lisman Drs.RH Simanjuntak 
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DAFTAR LAMPIRAN DOKUMEN 

1. Dokumen sosek malindo kertas kerja 3 PLBL tentang cadangan 
mewujudkan jadwal pertukaran SOP CQIS bersama JKK/KK Sosek 
Malindo Peringkat Negeri Sabah/ tingkat Provinsi Kalimantan Timur, 
tertanggal 3 Nopember-6 Nopember 2015. 

2. Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 206 tahun 2009, tentang 
pembentukan tim fasilitator operasional dermaga Liem Hie Djung 
Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2009. 

3. Surat Gubemur Kalimantan Timur, Nomor 552.3/4228/EK, tertanggal 
Samarinda, 10 Mei 2010, perihal persetujuan pengoperasian PLBL 
Nunukan. 

4. Surat Bupati Nunukan Nomor 050/ 007/ Pemb-1/ II I 2010, tertanggal 
Nunukan, 01 Febuari 2010, perihal pendelegasian operasional PLBL Liem 
Hie Djung Nunukan. 

5. Surat keputusan Menteri Perhubungan Nomor 51 tahun 1999 tentang batas 
- batas DLKr dan DLKp pelabuhan Nunukan (Tunon Taka) yang dikelola 
oleh PT Pelindo IV cabang Nunukan. 

6. Surat Departemen Perhubungan Kantor Administrator Pelabuhan 
Nunukan, Nomor PU.607/ 01/ 05/ AD.NNK - 2010, tertanggal Nunukan, 
02 Juni 2010, perihal ligalitas perijinan pengoperasian dermaga Liem Hie 
Djung. 

7. Surat Departemen Perhubungan Kantor Adminitrator Pelabuhan Nunukan, 
Nomor PP.00/8/15/DP-12, tertanggal Nunukan, 30 April 2012, perihal 
pengoperasian PLBL Liem Hie Djung. 

8. Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 
melalui Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor B 
IX.506/PP.008, tertanggal 10 September 2012, perihal pemberian izin 
pengembangan pelabuhan Nunukan kepada penyelenggara pelabuhan 
Nunukan. 

9. Surat Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, 
Nomor PP 72/10/15.05, tertanggal 31 Agustus 2005, perihal pembangunan 
dermaga di Lamijung pulau Nunukan. 

10. Surat intruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: UK 11/ 24 I 10 
/08, tertanggal 24 Oktober 2008, tentang penertiban terhadap pelabuhan 
yang beroperasi tanpa memiliki izin atau pelabuhan yang telah memiliki 
izin tetapi penggunaannya tidak sesuai dengan perizinannya. 

11. Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Nomor PU.06/6/3/DP. ll 
tertanggal 10 Maret 2011, tentang pengoperasian terminal Liem Hie 
Djung. 

12. Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 
kantor Aministrator Pelabuhan Nunukan, Nomor PP.088/01/03/AD-NNK-
2012, tertanggal 27 Juni 2012, tentang pengembangan pelabuhan tunon 
taka Nunukan. 
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13. Surat Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia, Nomor 
185.5/428/BNPP, tertanggal Jakarta, 28 Febuari 2014, perihal pemantapan 
pengelolaan lintas batas negara RI-Malaysia di wilayah Kabupaten 
Nunukan. 

14. Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea 
dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya 
Pabean C Nunukan, Nomor S-397/WBC.14/KPP.MP.05/2012, tertanggal 
27 Juli 2012, perihal penetapan kawasan pabean dan tempat penimbunan 
sementara ( TPS ) dermaga pelabuhan Liem Hie Djung. 

15. Adanya surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Nomor 
UM.001/02/6/KSOP-NNK-2014, tertanggal 14 April 2014, tentang teknis 
kelaikan ponton di PLBL Liem Hie Djung. 

16. Surat Bupati Nunukan, Nomor 552/015/DISHUB-NNK/l/2011, tentang 
pengelolaan dan pengoperasian PLBL Liem Hie Djung Nunukan, 
tertanggal 10 Januari 2011. 

17. Surat Bupati Nunukan Nomor 552/ 355/ Dishubkominfo - NNK/ V/ 
2012,tentang dukungan dalam percepatan pengoperasian PLBL Liem Hie 
Djung, tertanggal 30, Mei 2012. 
Surat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Sekretariat Daerah 
Samarinda, Nomor 032/7786/BP-IINIII/2011, tentang Pinjam Pakai Pos 
Lintas Batas Laut Liem Hie Djung Nunukan, tertanggal 15 Agustus 2011. 

18. Surat Bupati Nunukan, Nomor 050/007/Pemb-1/Il/2010, tentang 
pendelegasian operasional PLBL Liem Hie Djung Nunukan, tertanggal 01 
Februari 2010. 
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PERA TURAN M&NT&RI DALAM N&GERI 
NOMOR 18 TAHUN 2007 

TENTANG 

STANDARDISASI SARANA, PRASARANA DAN PELA YANAN LINT AS BATAS 
ANTAR NEGARA 

Menimbang 

Mengingat· 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERJ DALAM NEGERI 

a. bahwa Pos Lintas Batas Tradisional dan Pos Lintas Batas 
lntemasional merupakan pintu gerbang pemeriksaan yang 
strategis dalam rangka mendukung pemberian pelayanan kepada 
para pelintas batas antar negara; 

b. bahwa Pos Lintas Batas Tradisional dan Pos Lintas Batas 
lntemasional pertu dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang 
memadai serta dilengkapi dengan pelayanan lintas ba1as antar 
negara yang jelas, murah, mudah, efektif, efisien agar mampu 
mendukung kelancaran, kenyamanan dan keamanan para 
pelintas batas; 

c. bahwa dalam rangka pemberian pelayanan terhadap pelintas 
batas, barang~ yang mempergunakan pelintasan antar 
negara per1u ditetapkan standarisasi sarana, prasarana dan 
mekanisme pelayanan Pos Lintas Batas Traciisional dan Pos 
Lintas Batas lntemasional; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkanPeraturan Menteri 
Dalam Negeri tentang Standardisasi Sarana, Prasarana dan 
Pelayanan Untas Batas Antar Negara; 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 2, 
T ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2373); 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Norr.or 3, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2374); 

3. Undang-Undang Nomor 6 TAhun 1983 tentang Ketentuan Umum 
dan Tatacara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1983 Nomor 49, Tambah!:!n Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3263); 

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 NOITlOr 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republ!k lndonP,sia Nomor 3474); 

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina 
Hewan, lkan dan Tumbuhan (lernbaran Negara Republik 

42593.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



Menetapkan 

Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3299); 

6. Undang-Undang Nomor 24Tahun1992 tentang Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501}; 

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612}; 

8. Undang-Undang Nomor 11Tahun1995 tentang Cukai (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613); 

9. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar 
Negeri (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3882}; 

10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Petjanjian 
lntemasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4012); 

11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 
Republik indonesia (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4168); 

12. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Ncmor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4169); 

13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negera Republik tnoonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 ter.tang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 
Daerah menjadi Undang-Undang (Lernbar Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005Nomor108, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4548); 

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nornor 130 Tahun 2003 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN MENTER! DALAM NEGERI TENTANG 

STANDARISASI SARANA, PRASARANA DAN LINTAS BATAS 

ANTAR NEGARA 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah daerah adalah Gubemur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat 
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

2. Perjanjian intemasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang 
diatur dalam hukum intemasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan 
hak dan kewajiban di bidang hukum publik. 

3. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah . 
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah 
Negara Kesatuan Republik lndoilesia. 

4. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas 
lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea 
masuk. 

5. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu 
yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang. 

6. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan 
negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan 
segenap bangsa dari ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap 
keutuhan bangsa dan negara. 

7. Keamanan wilayah perbataS2n adalah suatu keadaan yang ditandai dengan 
terjaminnya keamanan dan ketertiban masyara~ tertib dan tegaknya hukum 
serta terselenggaranya pertindungan, ~ngayoman, dan pelayanan kepada 
masyaral-.at di wilayah perbatasar.. 

8. Batas antar negara adalah batas antara Negara Kesatuan Repub!ik Indonesia 
dengan negara tetangga yang langsung berbatasan. 

9. Pos Lintas Batas Tradisio11al adalah tempat pemeriksaan lintas batas bagi 
pemegang Pas Lintas Batas. 

10. Pos Lintas Batas lntemasional adalah t&mpat pemeriksaan lintas batas bogi 
pemegang Pas Lintas Batas dan Paspor. 

11. Standardisasi adalah suatu pembakuan ukuran kriteria standar yang mengatur 
bangunan fisik dan sarana prasarana yang berkaitan dengan pemeriksaan lalu 
lintas di perbatasan. 

12. Sarana dan prasarana adalah semua bentuk pendukung yang dapat berupa 
bangunan fisik dan alat yang menunjang pelaksanaan kegiatan Pos Lintas Batas. 

13. Karantina adalah kegiatan perbatasan atau pemisahan seseorang dari sumber 
penyakit atau seseorang yang terkena penyakit atau bagasi, kontainer, alat 
angkut, komoditi yang memiliki resiko menimbulkan penyakit pada manusia. 

14. Administratur Pos Lintas Batas lntemasional adalah pejabat yang ditunjuk oleh 
Gubernur sebagai wakil pemerintah di caerah yang wilayahnya berbatasan 
langsung dengan negara tetangga. 

15. Administratur Pos Lintas Batas Tradisional adalah pejabat yang ditunjuk oleh 
Bupati/Walikota yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara tetangga. 
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BAB 11 
STANDARDISASI SARANA, PRASARANA DAN PELA YANAN LINT AS BATAS 

Baglan Pertama 
Pos Lintas Batas 

Pasal2 

(1) Di setiap tempat keluar/masuk wilayah negara dibangun Pos Lintas Batas 
Tradisional dani atau Pos Lintas Batas lntemasional. 

(2) Pos Lintas Batas Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
keberadaannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Republik Indonesia 
dengan negara tetangga. 

(3) Pos Lintas Batas lntemasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1} 
keberadaannya ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan. 

(4) Pos Lintas Batas Tradisional dan Pos Lintas Batas lntemasional paling sedikit 
terdapat unsur Bea dan Cukai, lmigrasi, Karantina, dan Keamanan. 

Bagian Kedua 
Pos Lintas Batas Tradislonal 

Pasal3 

(1) Pos Lintas Batas Tradisional merupakan bangunan yang dapat 
menyeienggarakan fungsi-fungsi: 

a. keimigrasian; 
b. kepabeanan; 
c. karantina; 
d. keamanan; dan 
e. fungsi-fungsi lain yang diper1ukan. 

(2) Untuk mendukung operasionalisasi pelayanan lintas batas pada Pos Lintas 
B~tas Tradisional, masing-masing instansi terkait menyediakan peralatan teknis 
operasional yang diperlukan. 

(3) Luas bangunan Pas Lintas Batas Tradistonal minimal 100 m2, berdiri di atas 
tanah minimal seluas 1.000 m2, dan pembangunannya disesuaikan def"lgan 
rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. 

(4) Setiap Pos Lintas Batas Tradisional dilengkapi dengan sarana dan prasarana 
penunjang yang terdiri atas: 

a. jalan; 
b. listrik; 
c. sanitasi; 
d. air bersih; 
e. saluran drainase; 
f. telekomunikasi; 
g. perumahan pegawai; dan 
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h. sarana lain sesuai kebutuhan. 

(5) Jarak antara bangunan Pos Lintas Batas Tradisional darat dengan garis batas 
antar negara dltetapkan berdasarkan kesepakatan bersama dengan negara 
tetangga yang berbatasan dengan perkiraan minimal berjarak 100 m dari garis 
batas. 

(6) Arsitektur bangunan Pos Lintas Batas disesuaikan dengan kondisi budaya 
set em pat 

Bagian Ketlga 
Pos Untas Batas lntemasional 

Pasa14 

(1) Pos Lintas Batas lntemasional merupakan bangunan yang dapat 
menyelenggarakan fungsi-fungsi : 

a. keimigrasian; 
b. kepabeanan; 
c. karantin2; 
d. keamanan; dan 
e. fungsf.fungsi lain yang dipenukan. 

(2) Untuk mendukung operasionalisasi pelayanan lintas batas pada Pos Lintas 
Batas lntemasional masing-masing instansi terkait menyediakan peralatan 
teknis operasional yang dlper1ukan. 

(~) Luas bangur.an Pos LiP.tas Batas lntemasional minimal 600 M2 berd!ri di atas 
tanah minimal seluas 5.000 m2, dan pemuangunannya disesuaikan dengan 
rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota yar.g bersangkutan. 

(4) Jarak antara bangunan Pos Lintas Batas lntemasional darat dengan garis batas 
ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama dengan negara tetangga yang 
berbatasan sesuai kondisi setempat. 

(5) Arsitektur bangunan Pos Lintas Batas disesuaikan dengan kondisi budaya 
set em pat 

(6)° Setiap Pos Pemeriksaan Lintas Batas lntemasional dilengkapi dengan sarana 
dan prasarana penun}ang yang terdiri atas: 

a.jalan; 
b. listrik; 
c. sanitasi; 
d. air bersih; 
e. saluran drainase; 
f. telekomunikasi; 
g. balai kesehatan; 
h. perumahan pegawai; 
i. tempat penukaran uang; 
j. pasar/pertokoan; k. terminal; dan 1. sarana lain sesuai kebutuhan. 
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Bagian Keempat 
Pelayanan Untas Batas 

Pasal5 

Pelayanan pos lintas batas tradisional dan pos lintas batas intemasional mencakup 
pelayanan di bidang keimlgrasian, kepabeanan, karantina, keamanan, dan admlnistrasi 
pengelolaan. 

Pasal6 

Pemerintah daerah memfasilitasi ketersediaan lahan untuk pembangunan sarana dan 
prasarana Pos Lintas Batas. 

BABUI 
PENGELOLAAN POS LINT AS BATAS 

Pasal7 

(1) Pengelolaan Pos Lintas Batas lntemasional dilaksanakan oleh Gubemur. 

(2) Gubemur menunjuk pejabat pemerintah provinsi sebagai administrator Pos 
Lintas Batas lnternasional. 

Paul 8 

(1) Pengelolaan Pos Lintas Batas Tradisional dilaksanakan oleh BupatiM'alikota. 

(2) Bupati/Walikota menunjuk pejabat Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai 
Administratur Pos Untas Batas Tradisional. 

BABIV 
PELAPORAN 

Pasa~9 

(1) BupatiJWalikota melaporkan pelaksanaan pembangunan dan kegiatan 
pengelclaan Pos Lintas Batas Tradisional kepada Gubemur. 

(2) Gubemur melaporkan pelaksanaan pernbangunan dan kegiatan pengelolaan 
Pos Untas Batas Tradisional yang dilaksanakan oleh Bupati/Walikota dan 
pengelolaan Pos Lintas Batas lntemasional kepada Menteri Dalam Negeri. 
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BABY 
PENDANAAN 

Pasaf 10 

(1) Pembangunan dan pengelolaan Pos Lintas Batas lntemasional dibebankan 
pada APBN dan atau APBD. 

(2) Pembangunan dan pengelolaan Pos Lintas Batas Tradisional dibebar.kan pada 
APBD. 

(3) Pendanaan yang berkaitan dengan tugas personil instansi, pengadaan, dan 
pemeliharaan peralatan teknis dibebankan pada anggaran masing-masing 
instansi terkait. 

BABVI 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal11 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta. 

pada tanggal 26 Maret 2007 

MENTERI OALAM NEGERI, 

ttd 

MOH. MA'RUF, SE 

42593.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



RAHASIA/RAHSIA 

RISALAH 

SIDANG KE-20 (1) 
KELOMPOK KERJA I JAWATAN KUASA KERJA 

PEMBANGUNAN 808IO EKONOMI 
INDONESIA - MALAYSIA 

SOSEK MALINDO 
TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN UTARA/ 

PERINGKAT NEGERI SABAH 

SAVOY HOMANN BIDAKARA, BANDUNG, 1NDONESIA 

3 NOPEMBER- 6 NOPEMBER 2015 
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RAHASIA/RAHSIA 

RISALAll 

SIDANG KE-20 (1) 
KELOMPOKKEIUA/JAWATANKUASAKERJA(KKJJXK) 

PDIBANGVNAN SOSIO EKONOMI 
TINGICAT PROVINS! KALIMANTAN Uf ARAIPERINGKAT NEGER1 SADAR 

INDONESIA· MALAYSIA 
SOSEK MALINDO 

SAVOY HOMANN BIDAKARA, BANDl1NG. INDONDIA 

3 NOPEMBER-6 NOPEMBER 201S 

1. PENDAllULUAN 

1.1 Persidmpft ~20 (1) Kclompok Kerja/Jawatankuasa Kerja SOSEK 

MALINOO Tmgbt Provinsi KaUmantan Utara/Peringkat Negeri Sabah telah 

d.ladakan di Bmdung, Indonesia pada 3 Nopember 2015 sampai dcnpn 6 

N~ 2&15. ~ ·~ Ke-20 (I) KK/.JKK SOSEK MAUNOO 

Tmgkat Provinsi Kalimantm> Utara/Peringkat Negeri Sabah adalah seperti 

pada Lampiran A. 

2. OCAPAN PEMBlJXA.AN 

2.1 YBJia. Datuk Asnimar Binti Haji Sukardi seiaku Pengerusi J1(J( SOSEK 

MALINOO Peringkat Negeri Sabah telah menyampaikan sambutanlucapan 

pada pembukaan Sidang Ke-20 (1) KK/JKK. SOSEK MALINOO Tingkat 

Provinsi Kalimantan Utara/Peringkat Negeri Sabah seperti pada Lampiran B. 

2.2 YTh. Ir. Fredrick Ellia Gugkang, MA sela.ku K.etua KK SOSEK MALiNOO 

Tmgkat Provinsi Kalimantan Utara telah menyampaikan sambutanlucapan 

pada pembukaan sidang Sidang K.e-20 (l) K.K/JKK SOSEK MALINDO 
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RAHASIA/RAHSIA 

Tmgkat Provinsi Kalimantao Utara/Peringkat Negeri Sabah sekali&m 

membuka Sidang Ke-20 (1) seperti pada Lampiran C. 

3. PIMPINAN SIDANG 

3.1 Sktang dipimpin oleh Yth. Ir. Fredrick Ellia Ougk&n& MA selaku K.etua K.K. 

SOSEK MALINDO Tingkat Provinsi Kalimantan Utara setclah mendapat 

persetujuan dari YBhg Datuk Aqiimar Hj Subrdi. 

3.2 Semua Ahli Delegasi Sidang Tingkat Provinsi Kalimantan Utara 

mempedamalkan diri mmring-masing sebagai anggota yaitw'"Jaitu dari Provinsi 

Kalimantan Utara yang hadir (Lampino DJ. K.emudian diikuti semua Ahli 

De1epsi SWaag 4ari Periagkat Negai WJah 1lWRtperkaudlre- dili masHrg­

masing sebagai anggota yahufiaitu dari Negeri Sabah yang hadir fLwpiru 

E). 

J_..J .Siflaai X.-lO (l) KKLJX& -80.SEK- MAlJNOO Tin&JW PmYimi JCaljmantae 

Utara/Peringkat Negeri Sabah telah membahas/membal>askan 3 [tiga] K.ertas 

Kaja dan hal-hal Jain seperti psda Lamp.Irma F, G dsa H dan telah dj 

setujui/persetujui oleh bdua belah pihak. Kerw Ketja bersams ternebut 

merupabn basil kesimpolan/kesepakatan dengan catatan seperti bmkut: 

3.3.1 Kertu Kaja 1 
Bldu& Sosial du Badaya 

Kedua belah pibak setuju/bersetuju untuk menerima saranlsyor dalain 

Kerbs Kerja I dengan catatan seperti berikut: 

l. Bahwa/bahawa isu berk.a.itan Festival kebudayaan Antarbangsa 

Tawau Tahu:i 2015 disepq!at;!dipersetyjui unfr4djpgurkgn. 

Dengan catatan: huena telah me/ewati jadwal yang telah 

dilentukan. 
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RAHASIA/RAHSIA 

Dengan catatan: Sabah dan Kaltara a/can · mengadakan 

pertemuanllrerjasama dengan pengusaha dan pemproses rumput 

lautlrumpai laut di Pulau Sebatik dan Tawau. 

8. Bahwa/bahawa isu terkait Pencemaran Sungai Sembak:ung dan 

Lumbis disepakati/dipersetujui. 

Dengan catatan: Dipindahkan Ice Kertas Kerja 3 untuk dibahaskan 

semula diperingkat Tim Teknik yang akan datang dengan 

mengemuKtJlrdll /Jukti ke-giaum pertanian yang menyebabkan berlaku 

pencemaran sungai. 

3.3.3 Kertas Kerja 3 

Bidang Keamanan/keseJamatan clan Pengmusan Perbatasan/Sempadan 

Kedua belah pihak setuju/bersetuju untuk menerima saran/syor dalam 

Kertas Kerja 3 dengan catatan seperti berikut : 

1. Bahwa/bahawa lSU terkait/berkaitan Usulan/Csdangan 

menyusun/mewujudkan SOP CIQS dipersetujuVdisepar.ati 

Dengan catatan: bahwa dari pihak Kaltara telah siap dengan SOP 

CJQS tersebut tinggal menetapkan jadwal pertukaran SOP. Kedua 

pihak sepakat akan merencanakan pertemuan sebelum Rapat Teknis 

Sosek Malindo sekitar awal bularz Maret 2016 di Provinsi Kaltara 

'fiiitult -mem/Jahas lel>ih lanjut mengenai putukaran SOP antar 

kedua pihak. 

2. Bahwalbahawa isu berkenaan kapal/bot penumpang sektor Sungai 

Nyamuk, lndonesia-Tawau, Sab~ dipersetujui/disepakati. 

Dengan catatan: Pihak Kabupaten Nunukan akan 

menyurati/membuat surat usulanlrayuan melclui Provinsi Kaltara 

men~enai hal tersebut kepada pihak Kerajaan Negeri Sabah. 
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RAHASIA/RAHSIA 

lS Peitlibraa ~al~ antar.a Kctua KK SOSEK MAUNOO 

'finPAt Piovinsi '~ Uaara dan· Pcngcr&W JKK SOSEK MAUNDO 

Pcringkat Negcri ·Sabah. 

DITANDATANGANIOLIJI KETUA BERSAMA KK/JKK sosm M~OO 
PROVINSlKALIMANTAN VTARA/PERJNGKAT NEGERI SABAH 

YBHG D.A.TUK ASNJMAR ID 
SUKARDI 
PENGERUSUKX SOSEKMAUNOO 
PERJNGKAT NEG£1llsABAH 
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MESYUARAi KUMPULAH K~1tJA-f£KHfKAt. JK-KtKt< SGSEK MAt.fffOO 
PERINGKAT NEGERI SABAHmNGKAT PROVINS! KALIMANTAN TIMUR 

Tarikh : 03hb Julal 2013 

Masa : 10.00 Pagi 

Tempat: Hotel Horizon Kota Kinabalu, Sabah 

Senarai kehadlran seperti dilampiran 

1. Perutusan Pengerusl 

P'engerusf flBl dafl PtBD fSABAtn 

Tuan Pengerusl mengucapkan salam dan selamat datang kepada semua 
delegasl dart Sabah dan Indonesia hadlr ke Mesyuarat Sosek Malinda 2013 ke 
18. 

Tuan Pengerusl memaklumkan tujuan mesyuarat adslah untuk membincangkan 
berke:iaan dengan Pos Lintas Batas Laut (PLBL) dan Pos Untas Batas Darat 
(PL8D). 

Seterusnya memperkenalkan deligasi dari Sabah. 

Pengerusl PLBL dan PLBD (KAL TIM) 

Tuan Pen_9erusl bersama mengucapkan terima kasih kepada plhak sabah diatas 
jemputan untuk menghadlri mesyuarat ini. 

Seterusnya Tuan Pengerusl memper1<enalkan deligasl dar\ KAL TIM. 

2. Perlant1kan Setlausaha Bersama 

2.1 Seterusnya pengerusl memaklumkan agar setiap pihak mempunyai dua (2) 
orang setlausaha untuk me:iyediakan mlnit mesyuarat yang mana akan 
dfpe<setujul dan <:!Jtaooatangant bersama. 
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3. Perbf ncangan 

3.1 Kertas kerja 1 (PLBL) 

3.1.1 Cadangan mewuJudkan SOP CIQS Bersama 

Mesyuarat mengambll maktum kedua-dua plhak telah bersedia dengan deraf 
SOP maslng·masing dan bersetuju untuk bertukar·tukar deraf SOP untuk 
semakan awal seminggu setepas-.mesyuarat !nL {10 _J.u.lai 201.3)". 

Susulan daripada ltu, satu perblncangan lanjut berkaltan dengan SOP lnl, akan 
diadakan dalam satu mesyuarat khas yang akan ditentukan kelak. 

3.1~2 Pfmyettfdap!R d3<tah dan ~an le.om .dari Tawau. Sabab ke 
Nunukan, lndonesla. 

Dimak\umkan bahawa isu ini telah dibincangkan di Kertas Kerja 3 
(Penyeludupan) dan kedua-dua pihak bersetuju supaya lsu tldak dlblncangkan 
dan keffff t<ef« mt 

3.1.3 lsu Berkenaan bot penumpang sektor Sungal Nvamuk, lndonesla­
Tawau, Sabsh 

Mesyuarat mengambff maklum t>ahawa opetas1 bot ~ fit te1Em 
ditamatkan pada Dlsember 2012. Namun demiklan, pihai< KAL TIM 
membangkitkan cadangan supaya operasi dilaluan Sg. Nyamuk ke Tawau 
dibuka semula dengan penambahbaikan seperti berikut :-

i. Menggunakan bot penumpang berkapasltl 15 orang dan ke atas, 
ii. Jadual pergerakan ditetapkan 
iii. Bilangen bot dlhadkan/batasi, 
iv. Tempat pendaratan operasi di Tawau di terminal CIQS 

Pihak Sabah mengamtHt makfum mengenal pe~&n tni dan plnak KAL T?M 
diminta memperincikan semula permohonan sebelum dibangkitkan ke perlngkat 
yang lebih tlnggi. 

3.1.4 lsu berhubung surat cutl bagl pekerfa asing CTKll. 

Mesyuarat mengambll maklurn bahawa peker}a aslng (TKI) yang hendak bercuti 
ke negara asal perfu mendapat kelulusan darfpada majlkan (surat cuti). 
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Tarikh: 3 Juli/Julai 2013 

Oisahkan oleh : 

(NOOR ALAM KHAN BIN A. 
WAHID KHAN) 

Ketua JKK Pos lintas Batas Laut 
Dan Oarat Negeri Sabah 

·········~······· 
(ABJOIN TAJANG) 

Ketua KK Pos Lintas Batas Laut 
Prov. Kaltim 

42593.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



w 
GUB~RNUR KALIMANrAN TIMUR . 

. =~ . ~~P<2B~ Samorindo. 10 Mei ·We> 

larr.plrtrn 
Perfhcll : Persetvjuan Penge!olaan · ·. 

Ke pa do 

;;:> .. ; • 

1 • 

.• -,.,. .. · 

:-'~r:~ PLBL Nunvkon Ylh. &upott NuHulo:m 
Di 

· H-UNt.t~AfJ 

Mempematlkoi1 surot . . Bupc!i Nunukan Nomor 
OSO/OQ7/PembJ/ltizno ·tangga1 1 Febn.Jcri 2010 perihot 
Pendelegosian .. pper~onol PLBL uern Hle Djung Nunukon don 
odvh- tekr.is don Dinos f>erhubungan Pro'!imi Kol!monfon Timur 
sesval surot nomor: 552.2/3/.255/DISHUB/lllll:QW tongejot 26 ~1 
2010 ~.hesii-~.~of funggal 15 April 2019 c;iis:Qmpa~..on h6f­
~-~beTitut·!' 

1. Fosilitas Pos Untos Bolas Lou! Nunulmn di L.cmi;-ung dibq!'Sun 
diatas lohcm mllik Pemortntoh" S:Obupoten Nunukan dengan 

• sumbef pembloyc;:m ·APBD Kabupaten Nu11ul:::on don AP80 
·· Provlnsi Kolltm. · ·: · · 

2. Secora ~f bohwti pelcerjaa·n pembongunon fu:slslii~ 
po$. Untas Botos ;Lout Nunukon 1elch selerof don ·dlseroh 
tefimamn dori Pelak.sano Pekef}oon kepeda Pemerln1oh 

~ Provinsi podo kmggol 16 Moret 201 D. 

Sahubungon dengo.n ho\ 1etSebul di alas dpn Q.UnO. 

pemanfciotgn 1esifi1os· .P'U>t ·fer'. ~bvt do~ rongka 1inda~ -~ 
SOS'SK MAUNOO Ting"kal Perr; ~n\oh Provinsi Kotlim dengon 
P~9kat Negara 8agion Scboh MolU)'lkl mol::.c podo prlnsipnyo 
Pernenntoh Provfn~ J::al!im sctu]u ~otoun PlBl Nunukon di · 
t.omijun~ diserohwn kepoda Pemerir:it~h Ko\)upaten denoon 
ke1entugn don soron : • ··. 

/ 1. Peny§)r-ohon asset PernerITTtah Provins! Kollim di PlBl Nvnukon 
doklm bcm~ petjanft0n pln}am pal.:ci C;)toro Gubemur 
Kanmankm Tunur denoon Bupo1i Nunuknn. 

2. Pemerintoh Kabupolen benonggung jawab terncdop: 

a. Perowoton don pemeuhoracin 055el PlBL Nunl}):Qn ·.di 
Lom~vng. 

b. P~nyed~;; peiotaton don pertongkcipon opemsionol .Pl.Bl 
beNpo pengodoon meubelolf d<ln-pcrleng~opon lolnnvo. 

c. Mobllisosf_ don lnooU peroiotan X-Ray dCJ!i lormlnal Tunon 
To\:o ke ?Ut Nunulcon d1 Lomi.11.mg. · 

d. Mengkoordin0$lkon pemlndohon odminisirasl don 
operosSoool CIQS.dart Termlnot fonon Tcl:o ke PUll Nunvkcn 
~~·ferrait. 

·!&sl~ C?;tJo!i ~No.nor l Sun1~ri•0tl:. K~dc ;..-.~ "75 tll K:.ilirn~"•'-1n Timw 
. . T91p. (.0541) ~3:?-::'- - Fn;c;. {v:04J} /.<T/62. 7<12l \I 
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. fr-
~-· 

... 

3. Ben1vk penn.e'"''-- or ar : 
Pfifnerlntah .'t?--~~ • .. \.DJ.. Nunukan · · · 
~~en Nurnikon ~ ~ 
kePocJo kom d~n Olte<notif ~hJJ:: 1'1)em1Jih ben~ 
Pemerinfoh ~~l ~_!lrof~0 ~~ ~nooehl 

'""""- • Q, A.Jr I 2010 Sebogof berikuf • ~ raASooan tt--.L - • · · · - • 
~- - -~ P~on Yong ~rut &eh - • ~n. - - - - Pemerirrtoh 

b. Bodan Usoha MiJik Negara PT. Pelindo rv Cobong ....iUn..nron 
dengan polo tetjosomo pengeloloon dcngon WP PemlcOb 
Nunukon.. . . ·. • 

c. Plhot Keiigo rnelolU lelong untuk mendopo1 koruesi yong 
menguntUng~an bog) doeroh. 

~~; GY~ -~ .t'WM' Okon melokukan _peresrtlioil' 
i · pengopecmlon Pt.al Mum..tkon Se1eloh ~on hmebvt 

telah. dbeleroikon. 

. Oemii:km dl!ompoikon vnivk · tmhon tlnd<* lcnjvt. alas 
¢emotion don kerejoscmonyo diuCopkon terimo kosih. 

TiM\JR 

Teffibu!t:m~ 

L (&polo Boppeda Pf9Vinsi ~ontan Timur o1 Sorribrindo 

2. Kept.:J\Q Pff!as Pefhubungon Provinsi Ko!i;,nonton rimur dfSamorindo 

'· 
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PEMERJNTAH PROVINS! l(AUMANTAN TIMUR 

SEKRETARIAT DAEIAH 
JA!.AN GAJAH MADA TELEPON (0541) 733333 Fax. (0541) 737762- 742111 

. Home Poge : http://kalflm.go.ld 
SAM AR IND A 75121 

' PERJANJIAN PINJAM PAKAI . 
AN TARA 

PEMERINTAH PROVINS! KALIMANTAN TIMUR 
DAN 

. PEMERlNTAH l<AWPATEN NUNUKAN 

TENT ANG 

PINJAM PAKAI POS LINTAS BATAS LAUT LIEM HIE DJUNG NUNUKAN 

NOMOR : 032177<fC.!BP-ll/VHlt2011 

Pada hari Senin tanggal lima belas bulan Agustus Tahun dua ribu sebelas, yang 
bertanda tangan dibawah ini : 

I. H. IRIANTO LAMBRIE 

!I. Drs. 8ASRI 

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, 
bertindak unluk dan atas nama Pemerintah 
Provins! Kalfmantan Timur yang beralamat di Jalan 
Gajah Mada Nomor 2 Samarinda. selanjutnya 
disebut PIHAK PERT AMA 

Bupati Nunukan bertindak untuk dan atas nama 
Pemerintah Kabupaten Nunukan yang beralamat 
di Jalan Sei Jepun Nunukan st;lanjutnya disebut 
PfHAK KEDUA. 

PIHAK PERTAMA dan PlHAK KEDUA selanjutnya secara bersarna-sama disebut PARA 
FIHAK dan berdasarkan surai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur 
tanggal 17 Januari 2011 Nomor. 552.3/054/0ishub-Prov/1/2011 perihal Penyerahan Asset 
PLBL Lamijung, maka dibuat Surat Perjanjian Pinjam Pakai Pos lintas Batas Laut Liem Hie 
Ojung Nunukan denyan ketentuan sebagai berikut : · 

Pasal 1 

1. PIHAK PERT AMA Menyerahkan Pinjam Pakai Asset Mi!ik Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Timur Pos Untas Batas Laut Liem Hie Djung Nunukan kepada PIHAK KEDlf A 
dalam keadaan baik dengan spesifikasi sebagaimana tercantum pada lampiran Surat 
Perjanjian Pinj3m Pakai ini · 

2. PIHAK KEDUA menerima Pos Lintas Batas Laut Liem Hie Djung Nunukan daiam bentuk 
Pinjarn Pakai dari PIHAK PERTAMA dalam keadaan bail< dengan spesifikasi 
sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Perjanjian Pinjam Pakal ini. 

Pasaf 2 

J3ngka waktu Pinjam Pakai berlaku 2 {dua) tahun terhitung sejak tanggnl Surat Perjanjian ini 
ditandatangani dengan ketentuan setiap 1 ($alu) tahun dilakukan evaiuasi dan dapat 
diperpanjang jangka waktunya. 

Pasal 3 ....... (2) 

Mcmbangun Kaltim Untuk Semua 
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(2) 

Pasal 3 

1. PIHAK KEDUA berkewajiban merawat/ memelihara dengan baik serta menanggung 
segala biaya perawatan Pas Lintas Batas Laut Liem Hie Djung Nunukan. 

2. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan memindahtang~nk~m Po~ ~inta$ Bat~s Laul Lie.m Hie 
Djung Nunukan kepada pihak lain dengan cara/sifat bagaimanapun tanpa ijin tertulis dari 
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. 

Demikian Surat Pinjam Pakai ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK diatas 
materai cukup, rangkap pertama dan rangkap kedua mempunyai kekuatan hukum yang 
sama. 

. . · ,·: MENYETUJUI 
RNUR KALI MAN AN TIMUR, 

:I . : 

'· ·-=--
' DR. H. AWANG FAROEK JSHAK 
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BUPATI NUNUKAN 

KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN 
NOMOR 206 TAHUN 2009 

TENT ANG 

· PEMBENTUKAN TIM FASILITATOR OPERASIONAL DERMAGA LIEM HIE:DJUNG 
KABUPATEN NUNUKAN TAHUN ANGGARAN 2009 

Menimbang 

Mengingat 
; 

BUPATI NUNUKAN, 

: a. bahwa dalam pemanfataan,penggunaan dan peruntukan dermaga 
Lief.1 hie Djung untuk ~epentingan umum sebagai sebagai salah 

_ satu aset daerah yang memJ)Unyai fungsi untuk mewujudkan 
kescjahteraan rakyat, perlu diatur peruntukannya; · 

i 

b. bahwa sampai CJengan saat ini dermaga Liem hie Djung· Nunukan 
belum dapat di pergunakan sebagaimana mestinya ; 

I 

' 
c. bahwa guna ke.lancaran dalam pengoperasian Dermaga Liem hie 

Hjung maka per!u! dibentuk Tim Fasilitator Operasional Derm3ga 
Liem hie Djung di Lingkt.mgan Pemerintah Kabupaten Nunukan; 

' J i' 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c 

perlu menetapkan Keputusan Bupati ten.tang Penunjukan Tim 
Fasilitator Ope:-asional Demaga Liem hie Djung di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Nunukan. 

' '. . ~ ; :; 
1 I . ~ 

1. Undang-Undang · Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, 
Kabupaten Kutai · Timur dan Kota Bontang, sebagaimana telah 
diubah dengar. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang 
Perubahan a'tas Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 
(Lembaran Negara Republik l:idonesia Tahun 2000 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962); 

2. Undang-Undang, Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara. Republik 
Indonesia Tahun · 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

3. Undang-Undang 'Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaim'aria telah beberapa kali diubah,terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 
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4. Undang-Undang ! Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
·KeiJangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(lembaran Negara: Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tar:nbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

' 

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan 
Paraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 03 
Tal~1un 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang­
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4548); 

6. Pe~aturan Pemerintah Nomor 39 Tahun ?006 tentang tata cara 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencana 
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

. Nomor 96,Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 
4663}; 

7. Peraturan Pemerintah' Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian 
urusan Pemerintah antara Pemerintah,Pemerintah Daerah 
Provinsi,dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentsng Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara RGpublik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik !Indonesia 
Nomor 4578); , 

:I 

9. Peraturan Dcierah Kabupaten Nunukan Nomor 01 Tahun 2009 
tentang Anggaran · Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Nunukan Tahun Anggaran 2009 ( Lambaran Daerah Tahun 2007 
Nomor 04 Seri~ Nomor 02}. 

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di 
Lingkungan Oepartemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 

2. Keputusan Bupati Nunukan Nomor 363 Tahun 2006 tef!tang standar 
satuan Harga barang/jasa dan belanja Pegawai Pemerintah 
Kabupaten Numikan sebagaimana telah diubah dengan Keputuan 
Bupati Nunukan. Nomor 18 Tahun 2009 tentang Perubahan atas 
Keputusan Bupati Nunukan Nomor 363 Tahun 2006; 

. ' 
• ! 

t . 
I . 

• 
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PERT AMA 

KE DUA 

KETIGA 

KEEMPAT 

KELIMA 

MEMUTUSKAN: 
•: I ., 

~; ' 

: Membentuk Tim ~asilitator Operasional Dermaga Liem hie Djung di 
Lingkungan Pemerinta~ .Kabupaten Nunukan Tahun 2009 dengan 
susunan personalia ·:sebagaimana tercantum dalam f lampiran 
keputusan ini; ·· · · 

;• : i 

: Tim yang dimaksud p~da Diktum PERT AMA Mempunyai t~gas yaitu 
Melaporkan hasil ·. pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Bupati 
Nunukan Cq. Bagian Pembangunan Sekretariat Kabupaten Nunukan. 

I 
i 

: Tim yang dimaksud pada Diktum KEDUA dalam melaksanakan 
Tugasnya diberikan ·,honorarium dengan jumlah seb1agaimana 
tercantum dalarn lampiran,Keputusan ini; 

:. t 

' 
: Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan rni 

dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2009 kode rekening 5 2 2 01 01 
pada Kegiatan F asilitator Persia pan Operasional Dermaga, Liem hie 
Djung. 

: Keputusan ini mulai ber!.aku pada tanggal ditetapkan. 

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth . . 

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan 
2. Assisten Ekonomi dan Pembangunan Setkab.· Nunukan -
3. Kepala DPPKAD Kabupaten Nunukan 
4. Kepala Bagian Pembangunan Setkab. Nunukan 
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Nunukan 
6. Masing - masing yang bersangkutan · 

i : 

,! _ 

l 
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I 

I 
i 
I 
I 

iLAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN 
I 

NOMOR 206 TAHUN 20(}9 
T ANGGAL 13 APRIL 2009 

·1 :. 
: ·, 
'I:. ' 

: I .. 
1 · ' 
'' ' 

SUSUNAN TIM 
I 

FASILITATOR OPERASIONAL DERMAGA LIEM HIE DJUNG 
KABUPATEN NUNUK-4N TAHUN ANGGARAN 2009 

NAMA 
1. 2. 3. 

1. Bupati Nunukan Penasehat 

2. Wakil Bupati Nunukan Penasehat 

3. Sekda Kab. Nunukan Pengarah 

4. Assisten Ekonomi & Pembangunan Penanggung Jawab 

5. Kepala Dinas Perhubungan Ketua 

6. Kabag. Pembangunan 
!' 
: Sekretaris 

7. Kepala BAPPEDA i Anggota 
I 

i; I 

8. Kepala BPN 
:· 

Anggota 

9. Kabid Perhubungan Laut Dishub Anggota 

10. Kabag.Tata Pemerintahan Setda Anggota 

11. Kabag Hukum Setda Anggota 

12. Kasubdin.Cipta Karya;Dinas PU Anggota 

13. Camat Nunukan Anggota 

14. Kasubag Sungram dan PDE Setda Anggota 

15. Kasubag Pelaporan Setda Anggota 

16. Kasubag pengendalian Setda Anggota 

17 Sekretariat Bag.Pembangunan Setda 

4. 
Rp. 1. 875.000,­

Rp. 1. 562.500,­

Rp. 1. 250.500,­

Rp. 1.125.000,­

Rp. 1.062.500,­

Rp. 1.000.000,­

Rp. 750.000,­

Rp. 750.000,­

Rp. . 750.000,- I 

Rp. 750.000,­

Rp. 750.000,- , 

Rp. 750.000,-

Rp. 750.000,-

Rp. i 750.000,- -4. 

Rp. 750.000,-

Rp. 750.000,-

Rp. ' 625.000,-

IDACHMAD 
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I 

Nomor 

Lampiran 

Perihat 

BUPATINUNUKAN 

: 050 I 001IPemb-1/II/2010 

: Pendele§fttan Operasior ml 

et.et Liem Hie Diuna Nunukan 

Kepada 

vth. Gubernur Kalimantan Timur 
d~-

Samarinda 

Memperhatikan tembusan surat Kepata Oinas Pemubungan 

Provtnsl Kalimantan Tnnur Nomor : 551.2/180JHubla/ll/2009 tanggaJ 23 

Februari 2009 Perihal Penetapan Status Pos Untas Batas Laut di · 

Kafimanfan Ttrnot d4tl aorat Nomor : 55.31878IHublaMW2009 Tanggat. 27 

Agustus 2009 Perihal : Pengelolaan PLBL Liem Hie Ojung serta hasll rapat 

koordinasi antara Pamerintah Y~paten Nunukan dengan beberapa Un!!ur 

Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur terka!t yang diprakarsaj oleh Dfnas 

Pehubunqan Propinsi Kalimantan Tunur fang~al 19 Ofdober 2oo9. 

Bahwa pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Nunukan bersedia 

menerima pendelegasian operasional PLBL Liem Hie Djung di Nunukan 

o~n '~h~g~n ~ng~ri ~r-Jt~p;i,r. 9~9~1 Q~n ~o~tpt;nm .PL.SJ.. 
dimaksud maka bersama ini kami memohon agar Aset Pembangunan 

PLBL dapat dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Nuoukan. 

~l~~n d~mpalkan. ,alas perhatian dan perset:u}uannya 

diucapkan terima kasih. 
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-Nomor 
Lampi ran 
Peri ha I 

BUPATI NUNUKAN 

552 /015/DlSHUB.:NNK/11201 ·t 
I Berkas 
Pengelolaan dan Pengoperasian 
PLBL Liem Hie Diung Nunukan 

Nunukan, l 0 Januari 2011 

Kepada 
Yth. Gubemur KalimannTimur 

Di-
SAMARINDA 

Menindak Lanjuti Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 

552.3/4228/Eka/V /2010 Tanggal 10 Mei 20 l 0 perihal, persetujuan pengelolaan 

pengoperasian PLBL Nunukan dan Surat Kepala Dinas Perhub~gan Propinsi 

Kalimantan Timur Nomor 551.3/833/Dishub-Prov/IX/2010 perihal, 

percepatan pengelolaan PLBL Liem Hie Djung Nunukan maka bersama ini 

kami sampailan hal-hal sebagai berikut : 

1. Sesuai surat Gubernur Kalimantan Timur sebagimana tersebut di ata~ pada 

butir 2 point A, B, dan C ya:ig mana Pemerintan Daerah Kabupaten 

NJJnukf.lo i~lah ~r~_'1Jis.asils.~n. m~nyedLakan, m_engalokasikan meuhelair 

dan peralatan pendukung serta alokasi perawatan dan pemeliharaan asset 

PLBL Liem Hie Djung Nunukan. 

2. Peme1intah Daerah Kabupaten Nunukan yang mana Dinas Perhubungan 

Kabupaten Nunukan dalam rangka percepatan pengoperasian PLBL Liem 

Hie Djung Nunukan sesuai dengan point D untuk mengkoordinasikan 

pemindahan administrasi dan operasional CIQS terminal Tunontaka ke 

PLBL Liem Hie Ojuang Nunukan dengan instansi terkait tei.ih kami 

lakukan koordinasi sesuai hal dimaksud, dengan hasil kesimpulan bahwa 

pada prinsipnya telah sesuai dengan kebijakan strategi khususnya 

percepatan pengoperasian PLBL Liem Hie Djung Nunukan. 

3. Dalam pengelolaan PLBL sesuai dengan point A disampaikan bahwa 

Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan telah menyiapkan rancangan 

pembentukan Badan Usaha Pelabuhan yang dijadwalkan pembentukan dan 

penetapannya pada minggu kc IV (ernpat) bulan Januari 201 l. 
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. 

·. 

4. Membaca dan memperhatikan surat Kepala Dinas Perhubungan Povinsi 

Kalimantan Timur sebagaimana tertera di atas , butir I disampaikan bahwa 

administrasi pinjarn pakai asset akan diselesaikan oleh biro perlengkapan 

setelah tim biro perlengkapan meninjau lapangan dalam waktu dekat, untuk. 

butir 2 dan 3 Dinas Perhubungan Propinsi Kalt~I? ak.an mengkoordinasikan 

teffistalasi peralatan X-Ray dengan kant<>r wHayah ·•Bea dfil1 Cukai di 

Balikpapan, selanjutnya kami harapkan kep~tl~ · dalarn ~jadwalan 
sesuai surat yang dimaksud mengingat dalam proses pengajuan perijinan 

pengoperasian dan pengelolaan PLBL Liem Hie Djung , hal-hal yang 

dimaksud diatas merupakan persyaratan pendukung yang akan diajukan 

kepada Menteri Perhubungan untuk proses perijinan. 

5. Kami informasikan bahwa sesuai dengan l<.eadaan kondisi saat ini dari 

PLBL Liem Hie Djung Nunukan khususnya dermaga ·-padft sisi kanan 

bagian timur mengalami kerusakan dengan tenggelamnya ponton sebagai 

tambatan kapal. Selanjutnya memperhatikan surat keterangan PT. Adhi 

Karya (Persero) Tbk, tanggal 15 Desember 2010 yang mana terdapat 

kesanggupa..'1 untuk rnemperbaiki oleh pihak pelaksana PT. Adhi Karya 

(Persero) Tok sesuai yang dijadwalkan namun sampai saat ini belum juga 

ditfodak lanjuti. 

Sebagai tindak lanjut dari arahan maupun petunjuk hai-hal yang 

berkenaan dengan percepatan dan pengoperasian PLBL Liem Hie Djung 

Nunukan dengan ini kami sampaikan kiranya Bapak Gubernur Kalimantan 

Timur dapat memfasilitasi beberapa ha! sesuai dengan surat yang kami 

sampaikan ini .. 

Demikian atas perhatian dan perkenaan Bapak Kami ucapkan terima 

-kasih. 

\ 

Tembusan Kepurla Yth, 
T Menleri Perhubungun Cq. Dirjen Hub/a di Julwrw 
2. Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kalimaman Timur di Samarindu 
3. Kepa/a Bappeda Prov. Ka/imuntan Timur di Samurindu 
4. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Prov Kalimantan Timur di Samgrinda 
5. Kepala Bappeda Knb. Nunukan di Nunukan 
6. Kepala DPPKAD Kab. Nunukan di Nunukan 
7. Kaba$ Pembangunan Set/cab Nunukan di Nunulc.an 
8. Arsip 
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: , 

DEPARJBIEN PERHUBUNGAN REPU8UK INDONEStA . . . 

KEPUTUSAN MENTERI PeRHUJ;JUNGAN 

NOMOR: KM .. 51TAHUN1999: 

TENTANG 

BATAS-BATAS DAE~H LINGKUNGAN KERJA DAN 

OAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN 

I ' 
PELABUHAN NUNUKAN 

L_~~~~~~·-·~~~~~--~~-~~~ 
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KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN 

NOMOR : KM 51 TAHUN 1999 

TENTANG 

BATAS-BATAS DABRAH LINGKUNGAN KERJA DAN 
DAE.RAH UNGKUNGAN ~ENTING.t:' PELABUHAN NUNUKAN 

MENn!RJ PERHUBUNGAN I 

1. surat Menteri Dalam Negeri Nomor 136/1801/PUOD tanggaI 22 
Juni 1999' perihal Penetapan . BataS-.batas Daerah Lingkungan 
Kerja {DLKR~ daft DaeM LH\gtwnga)l Kepentingan (DI.KP) 
Pelabuhan' Nunukan; ; . 

2. 

a. 

b. 

c. 

1. 

2. 

surat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan .Pertanahan Nasional 
Nomor 110-4511 ~gal 19 Nopember 1998 perihal Penetapan 
Batas-bataS Daerah ~an Kerja dan Daerah J,.ingkimgan 
Kqentmgaa ~ -- -·us, Bagansiapi-api, Selat ¥ugang, 
Thnjung Balai Karimun, uala Enok, Rengat, Tembijahau, 
Nunukan, Ounung Sitoli, clan Pangkalan Susu; 

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Thhun 1996. 
tentang Kepelabuhanan, untuk kepentingan penyelenggaraan 
pelabulnm umum dit~ Daeran Lmg1rungan Kerja dan 
baerah Lingkungan Kepentingan Pelal?uhan; 

bahwa Batas Daera.h .Lingkungan Kerja clan Daerah Ling.kangan 
Kepentingan Pclabuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf 1, 
ditetapkan

1 
oleh Menteri Perhubungan setelah mendapat 

g:~=aw~~~~d~al;:1ne:l~;rt rum Menteri yang 

bahwa schubucgan dengan hal tersebut huruf a cLm bur.if b, sena 
dalam rangka meajamin kcpastian hukum guna penyediaan dan 
penggunaan tanah di Pelabuhan Nunulatn, perlu ditetapkan 
Kepuwsa1r Memeri Pcrfulb~ngan tentang Batas-Batas , flaerah 
Lingkungan ~ Kerja dan Daerah Lingkungan I.Cepentingan 
Pelabuhan Nunukan; 

Undang • Ur.dang Nomor 5 Tahun 1960 rentang Peraturan Dasar 
Pokok-Pokok Agraria· (l...embaran Negz.ra 1hllun 1960 Nomor 
104, Tamoorum Lembaran Negara Nomor '3034); 

Undang-Undang Nomor 21 · Tahun 1992 te1i.tang P.:iayaran 
(Lembaran Negara Tuhun 1992 Nomor 98, Tumtahan Lembaran 
Negara Nomor 3493); 
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1 

~4.r;_ 

-~'c 

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang 
CT.-embaran Negara Tahun 1992 No~:nor 115, Tarr~bahan Lembaran 
Negara Nomor 3501); 

4. Uiidang-Undang Nomor 22 Tafiun im· tentang Pemerintah 
Daerah (l.embaran Negara Tubun 1999 Nomor 60, Tambahan 
Lembaran Nomor 3839); 

I 

5. Pera~ Pemerintah Nomor 6 Tahwi 1988 tentang KoordinaSi 
Kegiatan Instansi Vertilcal di Da'!rah (Lembaran Negara Tuhun 
t-988 Nifm(jf 1-0·, ~an t.emIYatMt Negara N0mor 3373); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahuu 1991 tentang Pengalihan 
Bentuk :Perusahaan Umum (PERUM) Pelabuhan N. mt:njadi 
Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 
1991 Nonior 77); · 

7. Peranmui Pemerintah~ Nomor 45 Tahun 1992· tentai1g 
Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat pada 
Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Thhun · 1992 Nomor· 77, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487); 

8. Pet1ffllitn Pemerttrodi Nomor m· Tahun 19% · teutang 
Kepelab4hanan (Lembaran Negara Republi.k .Indonesia Tuhwi .. 
1996 Nomor 107, Tai_nbabai"'l Lembaran Negara Nomor 3~1); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tabun 1997 tentang Pen<iaftaran 
Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tu:mbahan 
Lemt>afari Neg· ·ara Nomor 3696); · · 

I • 

10. ·Keputusan Presiden Nomor 44 Thlmn ~974 tencang Pok.Jk-pokok 
Organisasi Departemen; · · 

11. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang' Bauan 
Pertamban NasiOOal jo Keppres Notn6r 60 TalJUn l99"8 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisa~i dan Ta~ Kerja 
Menteri ~cgara; · 

12. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, 
Tugas, Su~unan Organisasi dan Tata Kerja Departemen 
sebagaimaP.a -tetafl diitbafi terak:flir dengan Keputus:m Presiden 
Nomor 192 Tuhun 1998; 

13. Peraturan Menteri Agraria Noaior 9 Tuhun 1965 tentang 
Pelaksal'..aan Konversi Hak Periguasaan Atas T~ Negara dan 
Ketentuan-ketentuan tentang Kebijaksanaan selanjutnya; 

14. Peraturan ~ Menteri . Agraria Nomor 1 Tahlin 1966 tentang 
Pendafiaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan; 

15. Kep1:1tusan Bersarni Menteri · D<!lam Negcri dan . Mentcri 
Perhubungan Nomor 191 Tahun 1969 temang Penyxiaan 6an 

SK.83!0/i969 
Penggunaan Tanah untuk Keperluan Pe!abuhan; 

16. Peraturan Menceri Dalam Negeri Nomor 6 'Uhun 1~2 tentang 
Pelimpa,han Wewenang Pemberian Hak Atas Ta:iah; 
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;-. 

~1·. 

Memperhatilcan 

Menetapkan 

PERTAMA 

17. ~eraturau Menteri Daiam Negeri Nomor 5 Tahun ·1973 tentang 
Ketentuan-ketentuan Tata Cara Pennobpnan Hak Atas Tariah; 

18. Pefarot-aii Menferi Dafam Negeri Nomor 5 Tahun f914 tentang 
Ketentuan-ketentuan Mengenai Pen~i;:diaan dan Pemberi~ Thnah 
Untuk Keperluan Perusahaan; . · 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l Tabun 1977. tentang 
Tuta Caoi Pennohonan dan Penyelesaian Pemberian Hale Atas 
Bag!an-,-Oagta:n Taf:lati Mak Pe»getola:at. Seifa Penda&rarmya; 

20. Keputusan ~enteri Perhubungan Nomor KM. 91i0T.002/Phb-80 
dan KM. 164/0T.002/Phb-80 tentang Organfaasi d~n Tata Kerja 
Departemen Perhubungan, sebagaimana Lelah diubah terakhir 
dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 80 Tahun 
1998; 

21. Keputusan Menteri DaJam Negeri Nomor 92 Tahun
1

1992 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri; 

22. Keputusan Menteri AgrariaiKepala Badan Pe:a.unahan Nasional 
Nomor l 5 Tamm 1-;)9J T.entang P~an P~umn Da-fw 
Usulan Rencana Ke.:rja/Daftar Rencana Kerj1 dan P~nenruan 
Biaya serta Pengelolaan &eua.ngan Pekerjaa·n-pekerjaan Lain 
Dalam Pelaksanaan Penguicuran dan Pemetaan; • 

23. Keputusan Menteri Perhubu.ngan Nomor KM 26 Tahun 1998 
.te.ntang Pen:yelenggaraan P.efahuha:n Laut; 

surat Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Kali.manta1 Timur Nomor 
55113501/Inpar.3.2/EK tariggal l April 1998 perihal Penetapan Batas­
batas Pelabuhan Nuriukan; 

_MEMTJTUSKAN: 

KEPUTUSAN MENTERJ .fERHUBUNGAN TENTANG BATAS­
BATAS DAERAH LINGKUNCAN KERJA DAN DliliRAH 
LINGKUNGAN KEPENT!NGAN PELABUHAN NUNUKAN. 

Batas-batas Daerah J,_i_n_giQil)gaJ1 Ke:-ja Pelabuhan 'Nunukan adalah 
sebagai berikuc :1 

1. Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Nunukan : 

a. Batas Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan 
_N:Jn!l.lo;g.,ft y1tog .luasny.a 90.670 M2 {sembilan puJuh ribu 
er.am ratus tujub puluh meter persegi), dimulai dari titik A 
yang terletak di tepi pamai pada koordinat : · 

04° -08'-34,91" LU 
selanjurnya ditarik g;iris lurus tepi 

1 J7 ° -40' -03, 11 " BT 

ke arah Barat Daya sampai di titik B ~ar.g terletak di 
desa Nunukan Timur (patok tanda batas pelabuhan) pada 
koordinat : . · 

) 
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NUNUKAN IC: \SXB~I 
/ . 

04° -08'-25,72" LU 
sdanjutnya d itarik garis lum'J Ke 

111·0 -46'-00,32" Bf 

adh Barat Daya sampai d~ tltik C yang terleta..I( di desa 
Ntinukan Timur pr.da koordinat : 

04~ .-08'-22,56" LU 

11':7°-39'-56,7-0" BT 

arah Barat Lam sampaI di titik D yang terletak d\ tepi 
jalan Pelabuhan Baru pada k~ordinat : 

04? --08' -24, 76'! . .\,.U 
---~--------------------- selaajutnya d.itarik g~is lurus k\! 
117°-39'-54,56" BT 

arah Timur Laut men)'l'suri tepi jalan Pelabuhan Baru · 
melewati kantor Admi.Tlistrator · Pelabuhan dan Bea & 
Cukai ·Saffit>ai di {f'ffi( E Jftfig {efiefak di seoela:h Barat 
Laut. Stasiun Radio Pantai pada koordinat : 

04? -08'-3~,46" LU 
---L-----:--------------- selanjucnya ditarik garis Jums ke 
117°-39'-57, 73" BT 

ara;h Barat Laut menyeberang jalan Pelabllhan Baro 
sarilpai di titik F yang terletak di te-pi jalan .Pelabuhan 
Barn pada koordinat : 

04'' -08'-33,71" LU 
sehmjutnya gads 

117°-39'-56,94" BT 

me'nyusur jalan Pelabuhan Baru ke arah Barat Daya 
sampai di titik G yang terletak cfi Desa Nunlikan: Timur 
pada koordinat : 

04° -08'-25,22" LU 

117°-39'-53, 97" BT 
se!anjutnya ditarik 

I 
O.aris lurus 
0 -

ke arah Barat Laut sampai di ci~ik H yang terleta_lc di Desa 
Nunukan Timur pada koordinat : " .' 

~ 

04° -08'-27,68" LU 

11?°-39'-5 l ,8J" BT 
st:!anjurny a ditarik garis · lurus 

ke .arah Utara sampai. di titik I ya!lg terletak di sebeiah 
Barat fapangan pen11mpukan pada koordi,r...at : 

4 
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b. 

04° -08'-37,40" LU 
selanjutnya ditarik garis lurus ke 

117°-39'-52 68" BT - - J' _ 

arah Timur 1-aut sarnpai di titik J yan3 terleta.k di tepi 
pantai pada kcordinat: 

04° -08'-39,08" LU . 

117°-39'-52,87" BT 
sela~jutn_ya ditarik pris 

menyusur tepi pantai ke arah Tenggara sampai di titik K 
yang terletak di as trestle dermaga pelat:uhan umum pada 
koordinat: 

04° -08'-36,43" LU 
-------·----------:-------- selanjutnya ditarik garis 
117°-39'-59,35" BT 

rnenyusur pantai ke arah Tenggara dan kC;mbali ke titik A. 

Batas Daerah . Lbgkungan Kerja Perairan Pelabuhan 
Nunukan yang · luasnya kurang lebil:' 10.807,30 Ha 
(sepuhth ribu delapan ratus tujuh tiga ~uluh perseratus) 
Hektar, dirnulai dari titik A I yang terle!ak di tepi pantai 
Ti'mur Pulau Sebetik (garis batas Malnysia clan Indonesia) 
pada koordinat : 

04° -10'-00" LU 

1~7°- 41'-00" BT 
selavju!nya ditarik garis lurus ke 

arah Timur Laut sarnpai di t_itik Bl yang terletak di tepi 
pantai Utara Ptrlau Nunukan Timur pa.da koordinat : 

04: 0 
- 07'- 48" LU 

selanjutnya ditarik garis 
117°-41'-00" BT 

mcmyusur fepi pantai lJ_tara Pulau Nunl!kan Timur ke arah 
Barat Laut sampai di titik C 1 · yang tedetak di dermaga 
pe~abuban umum pada koordinat : 

04° - 08'- 48" LU 
selanjutnya ditarik garis 

117°- 39'- 3{) BT 
' -

menyusur tepi pantai Utara :Pulau Nunukan Timur ke arah 
Barat Daya sampai di titik D 1 yar.g terletak di pantai 
Tipmr Pulau Nu~ukan Timur pada koordinat : 

04-° - 0:5'- 12" LU 
---,------------------------ selanjutnya ditarik . garis Iu:us 
11,7°- 35'- 24" BT 
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I 
KEDUA 

NUNUKAN (C: \SKS\Bq-IJ 

ke arah Barac Daya ~arnpai di titik El y<.ng terle~ di cepi 
pancai Utara J·ulau Nunuk.an Sclatan pad-1 koordinac : 

04° - 01'- 18'. LU 
selanjutnya ditarik garis 

117°- 32'- 42" BT 

menyusur tepi pantai Utara Pulau Nuilukan Selatan ke 
arah Barat Laut -sampai d-i titik Fl )".£l'.1 g <er1et.at di repi 
pantai Timur Pulau Sinelak pada koordii:at : 

04° - 03'- 06" LU 
selanjutnya ·Jitarik garis lurus 

117°- 29'- 36" BT 

ke arah Barat tauc sarnpai di titik G 1 yang cerlcLak di 
Tanjung Tidung Salang pada koordinat : 

04° - 05'- 00" LU 

li7°-"' 28'-~ 18" BT 
selanjumya dit'.lrik garis turns 

ke arah Timur Laut sampai di titik HI ya~g terletak C.:i tepi 
pantai Selatan Pulau TiI!abasan pada koordinat : 

04 ° - 06 I - 12 II Lu 
selanjutnya 

117°· 33'- 48" BT 

menyusur tepi pantai Timur Pulau Tinabasan ke arah 
Tilnur Laut sampai di titik I1 yang terletak di tepi paGtai 
Timur Pulau Tinabasan pada koordinat : 

04° - 08'- 30" LU 
selarijumya ditarik garis !urns 

117°- 35'- 30" BT 

ke arah Timur sampai. di titik JI yang cerlernk di garis 
lJ11_t11s w.UjiYWI perairan Malaysia dan Indonesia pada 
koordinat : 

o4° - 08'--48" LU 
selanjutnya ditari.k gans ke 

117°- 37'- 00" BT 
i 

arah Timur Laut dan kembali ke titik AJ. 
~ 

Batas-batas Daerah Lingkungan Kepentingan Pelllbuhan Nunukan 
adalah Perairarr. di sekeliliug Batas-batas daerah Lingkungan Kerja 
Perairan yang lu'asnya 36. 900 Ha (tiga puluh enam ribu sen1bilar. ra~us 

· hektar) yang d_ll:'.oul:!li .WiJ.i J:itik AA yang tc-rktak di tepi panui Tknuf' 
Pulau Sibetik garis batas wilayah perairan Malaysia dan Indonesia pada 
koordinat: 

6 
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NCINUKAN IC: ISU\a'C-11 . 

04° - 10'- 00'' LU 
--------------------------- sela11jlt{nya dt!a~ik garis men)'US'Jt tepi pamai 
117°-41'-00" BT 

Barat Pulau Sebe~ik ke arah Tenggara sampai di titik BB. yang terletak di 
tepi pantai Selatari Pulau Sebetilc puda koordinat : 

D4° - 07'-D&" LU 
selanjutnya · ditarik garis lurus ke ara11 

117°- 51 '- 18" BT 

Tenggara sampai di titik · CC yang terletak di Lampu Suar inerah pad:i 
koordinat: 

03° -59'-24" LU 
----~-----------i-~--
1170 - 56'- 30" BT 

selanjutnya ditarik garis lurus ke arah 

Barat Daya s~pai di titik DD ya.11g terletak di Tanjiing Bilas pada 
koordinat: : · 

03° - 55'- 06" LU 

11 7 ° - 41 '~ 06" BT 
selanjutnya -,ditfirik garis menyusur tep1 

p.anta.i Utara Pulau Bukat ke arah Barat sampai di titik EE yang ce(tet:.&K 
di P&ntai Utara PUlau Bukat pada koordinat : · 

I 

03° - 55'- 24" LU 
selanjutnya citank garis mt!nyusu~ tepi 

117°- 37'- 54" BT 

Timur Pulau Nunukan Selatan ke arah Barat Laut sampai di tiiik FF 
yang terletak di tepi pantai Utara Pulau Nunukan Selatan · pada 
koordinat : " . 

04° -01'-18" LU 
s"elanjutnya ditari.k g.aris lurus Jc~ arah 

117°- 32'- 42" BT 

Timur Laut sampai di titik GG yang terletak di tepi pantai Barat Pulau 
Nunukan Timur pada koordinat : 

04° -05'- 12" LU 
selanjutnya ctitarik garis rr:enyusur tepi 

117°- 35'- 24" BT"' 

Pantai Pulau Nunukan Timur ke arah Tenggara sarnpai 'di r.itik HH 
yang terletak di tepi Pantai Selacan P.ulau Nunukan TimUI pacla 
koordinal : 

03° - 58'- 18" LU 
se anjutnya ditarik garis rr_enyusur Panrai 

117°- 40'- 00" BT 

7 
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KETIGA 

KEEMPAT 

KELIMA 

:' 

- ' 

- I ~·~ KEENAM 
·.> !. l. 

NUNUICAN (C: \SKB\Bq-IJ 

Pulau Nunukan Timur ke arah Timur Laut sampai di ti{ik II yang terkca.k 
di tepi Pantai Timur Pulau Nmrukcn Tffirui" }>ada K60ftfinat : 

04 ° - 03'- f4" LU 
selanjutnya' dicaril: garif menyuslJf Pa11lai 

117°- 45'- 00" B'f 

Pulau Nunu_k!!Jl T~r .ke _~Jab Ran.H Laue s-ampa1 di tit.ik JJ ya.11g t~rkwk 
di tepi pantai Utara Pulau Nunukan Timur pada koordi.iat : 

04° - 07'- 48" LU 
sclanjutnya ditarik garis Jurus ke arah 

117°-41'-00" BT 

Utara dan kembali ke titik AA.-

Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan 
Kepentingan Pelabuhan Nunukan sebagaimana dimaksud D-iktum 
PERTAMA dau Diktum KEDTJA yang tergambar pada peta terlampir 
-~JYP~ .bagia.D yang .tidak tezpisahkan .dari Keputusan ini. 

Areal - tanah yang merupakan Daerah Lingkungan Kerja Dararan 
Pelabuhan akan :diberikan Hak Pengelolaan (HPL) kepada -PT (Pers.'.!ro) 
Pelabuhan Indonesia IV, se~uai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

Untuk pemberian Hak Pengelolaan sebagaimana dima.k$ud dalarn Diktum 
KEEMPAT, PT (Persero) Felabuhan indonesia IV diwajibkan: 

a. membebiskan rnnah yang masib di.10.;asai oleh Piha.k Ketiga yang 
ter!etak di dalam Daerah Lir.gkungan Kcrja Daratan Pdabuhan; 

b. 

c. 

membentuk Panitia Penunjuk BaLa.S Daerah Lingkungan 'Kerja 
Daratan Pdabuhan, yang terdiri dari PT (Persero) Pelabuhan 
Indonesia IV, Pemerintah Daera:i ~fan Badan Per".an.ihan Nasional 
setempat berdasarkan koordinat geografis pada peta sebagaimana 
dimaksud Diktum PERTAMA, yang dalam pelaksanaannya 
dimungkinkan adany.!l ps;J1y.esu.aian dengan lceadaan -di lapangan ; 

I 

I 

mendaftarkan areal tanah yang merupa.~n Daerah Lingkungan 
Kerja Daratan Pelabuhan untuk memperoleh hak p~ngclolaan, 
sesuai pefaturan perundang-ur~dangan yang qerlaku. - · 

Ha~ J>~-n~_l91aap sebagaimana dimaksud dalarn Dikrum ~EMPAT,_ 
sesua1 dengan pe.aturan perundang-und<µigan yang berlaku memben 
wewenang kepada PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV untuk : 

a. merencanakan pt:runtukan dan penggunac.n tanah yang 
bersangkUta~; 

b. menggunakan tanah tersebut untuk keperiuan pelaksanaan 
usahanya; 

8 . 
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c. menyerahkan bagiau-bagian dari 1.anab itu ke-pada Pihak Keciga 
menurut persyaratan ·yang ditentukan oleh PT (Per~ro) 
Pelabuhan Indonesia IV yang meliputi segi-~gi perunnli·~. 
penggun.aan, jangka wllktu dan keuangannya dengan. ketentuan 
~ pemberian nak atas tanah kepada Pihak- Ketiga yang 
bersangk'utan dilakukan oleh Pejabat Badan Pertar.ahan Nasii:nial, 
sesuai dengan peraturan perund4ng - undangan yang berlaku. 

KETUJUH PT. (Persero) Pelabuhan Indonesfa IV terwenang men;iberi Izin i;nembuat 
bangunan di dalam Daerah Lingkungan Kerja ~n Daerah Lingkungan 
Kepenringan P.etabahaii kepada Pihak Ketiga sesuai dengan Rencima 
Induk Pelaburuin da.'l standar banguuan yang berlaku serta , dengan 
memperhatikan , pertimbangan dari Pemerintz.h Daerah Kabupaten 
Thrakan. 

KEDELAPAN Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di : J A K A R T A 
.Pada tanggal ·_ 14 JULI 1999 

ME.~TERl PERHUBUNGAN 

ttd 

GIRl S. HADIH~JONO 

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17.\ 
18. 
19. 
20. 

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 
Menteri Negara Koordinator Bidang EKUIN; 
Menteri Negara Koordinator Bidang WASBANGPAN; 
Menter! Negara Sekretaris Negara; 
Menteri Dalam Negeri; 
Menteri Negara Agra_ti~K!!P~la Badan Pertar..ahan Nasicnai, 
Menteri Pertahanan/Panglima TNI; 
Kepala Staf TNI A.ngkatan Laut Rt:publik fodonesia; 
Kepala Kepolisian Repubiik Indonesia; · 
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pt:mbang1man; 
Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan D!rektur Jenderal Perhubungan Lau1; 
Dirjen Pemerintahan !.JJJJtJJI} il_~J) Qtonomi Daerah, Departemen Ha!am Nege::i; 
Gubemur Kepala Daerah Propinsi K.alimantan Timur; 
Kepala Kantor Wilayah Departemeu Perhubungan Propinsi K.alimauta~1 Timur; 
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kaliman~n Timur; 
Bupati Kepala Daerah Ka be paten Tarakan; 
Kepaia Kantor Pertanahan Kabupaten Thrakan; 
A9111ini§tr_atg.r P~labuhan Nunukan; 
Direksi PT (Persero) Pelabuhan mdonesia IV Ujung Pandang; 
Kepala Cabang PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Cabang Tarakan. 

~·J.l>fV· dengan aslinya 
dan Organisasi, 
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Nor:.ur 
Klasifikasi 
Lampirnn 
Peri ha I 

Tcmbusan: 

DEPARTEMEN PEHHUBUNGAN 
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT 

GEDUNG f<ARY.A LT. 12 s/d 17 

JL. MEDAN MERDEKA BARAT t~o. 81 TEL : 3811308, 38132GS, 34~7017. 38·12•1·:0 I Tt..X . 
3B45430, 350757G.3813848 

JAf<ARTA. 10110 Pst. : 4209, 4214, '1227 r;1'.< 3[11170G. 30·1'..i·l30. :''.I '''.7C 

Pembangunan Dermaga 
di Lamijung Pulau Nunubn 

.Jakarta, 2 ()(J s 

Kcpad;1 

Yth. Kcpab Dinas \\:rhubunt:~in 
Propinsi Kalimant:111 Timur 

di 

SAMARlNDA 

l. Sehubungan surat General Manager f-'1'. (Pcrs::rn) Pdindo IV Nunubm No. 03/ 
PR.301/1/NN-2005 tanggal 11 Juli 2005 yai·g ditujukan kcpada Sm1dara d~lll 
tembusannya artara lain disampaikan kcpacla Dirjcn Hubla pc?·ihal tcrscbut 1Y1da pokok 
surat, dcngan ini disampnikan hal-hal sebngni bcrikut : 

a. Sesuai Kepmenhub No. KM. 53 t<::rnn 2()02 L,'tang T:11a11an Kcpclabuh;u1~1n 

Nasional, berdasarkan hirarki, ptran cbt: ll.tng:;1 · .~labuhall Tuno11t:1k:1 Nut1!1ka11 
ditetapkan sebagai pelabuhan Nasionc1l. 

b. Di Pclabuhan Tunontaka Nunukan le!zlh tersccl1a \;1silit:1s c\L:rrnagl1 SC\);\l\Ftl~'.-

200 M untuk rnelayani kcgiatzm bongk:ir muat clngo, pcnump<1ng cb11
. '>'·-'~11 1 

kontainer serta saat ini pengoper(1Si<1nr:.ya bclum 1)ptim<11. 

c. Pclabuhan Lamijung terlctak di dah 1 ULKR d~111 DLKP Pci;1buh;111 I un<>r1 1;);,;: 

Nunukan, rnaka pembangunannya dap:1\ dilaksl1r:z1Kan :;ctdah mcndapat 1~·.: 1 ->,lll!'_:;;: 

dari Dircktorat .Jcndernl Pcrhubungan Laut 

2. Berkenaan clengan butir 1, mengingat clcrrnaga tcrscbul bcr;1da di cl<dl1:~1 DI. K IZ 'i,'.: 1 

DLKP Pclabuhan Tunontaka Nunukan rnak[t untuk pcngorcrasi:111ny:1 <tg<'.r bckcr;:t- :\:11'.\ 

dengan PT (Persern) Pclinclo IV Cab:rng i'lunuLm. ---- ---------- -

1. Dirjen Hubla; 
2. Bupati Nunukan; 
3. Adpcl Nunukan; 
4. Direk.si PT. (P,ersero) Pelindo IV; 
c 0l.,f n-r /Dn~<"n~r.\ l).,J;nrlA T\T r,,1v1nn N11nnln1n 
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DEPARTEMEN PERHUBUNGAN 
D~REKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT 

GEDUNG KARYA LANTAI 12 s/d 17 

z.x 

JL MEDAN r.1ERDEK.A BARAT No. 8 I TEL 

JAKARTA· 10110 Psi 

3811308, 3813269. 3447017. 3842440 I TLX 
3845430, 3507576. 3813tl48 
4209. 4214.4227 Fax 381 l!Bo 3845430. '3507:.7(, 

tNS'iRU"K$1 01REKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT 
Norn or : tll\( ,, I .:Uf /" /t)J~. oi. 

TEN TANG 

PENERTIBAN TERHADAP PELA.S!)HAN 
YANG BEROPERASI TANPA MEMILIKI IZIN ATAU PELABUHAN YANG TELAH 

MEMILIKI IZIN TETAPI PENGGUNAANNYA TIDAK SESUAI OENGAN 
PERIZINANNY A 

Menimbang 

Mengingat 

Kepada 

lft\41vts.~1el'\t0pe1~1-n 

.. 
D~REKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT, 

a. bahwa saat ini masih terdapat beberapa pelabuhan yang telah 
beroperasi tanpa memiliki izin maupun pelabuhan yang telah 
merniliki izin t3tapi penggunaannya tidak sesuai dengan 
perizinannya; 

b ballwa sehubungan dengan tial tersebut diatas, perlu mengeJuarkan 
lnstruksi Direl<tur Jenderal Perhubungan Laut tentang Penertiban 
Terhadap Petabuhan y<'!ng Beroporasi Tanpa Memilik1 lzin, atau 
Pelabuhan yang Telah ME=niit\ki lzin Tetap1 Penggunaannya Ttdak 
Sesuai dengar. P€'lrizi:iannya. 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Petayaran 
(lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 64, T8mbahan Lernbaran 
Negara RI Nomor 4649); 

2 Peraturan Pem~rintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang 

3. 

4. 

5. 

2 

3. 

Kepelabuhanan (Lembaran Negara Rt Tahun 2001 Nornor 127. 
T<lmbahan Lembaran Negara RI Nomor 4145); 

Keputusan Menteri Perhubungan Nornor KM 53 Tahun 2002 
tentang Tatanan Kepetabuhanan Nasional, 

Keputusan Menter! PerhL!bungan Nomc-r KM 54 lahun 2002 
ientang Penyelenggaraan Petaouhan Laut, 

Keputusan Menteri PerhGbungan Nomor KM 55 Tahun 2002 
t~ntang Pengelolaan Pelabuhan Khusus: 

MENGINSTRUKSIK.AN 

Par3 Adpel Utama; 

Para Adpel Kslas I. II. Ill. IV dan V: 

P8ra Kakar.pet seluruh Indonesia. 
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untuk 

PERT AMA 

KE DUA 

KETIGA 

KEEMPA. T 

1<.ELIMA 

Melakukan pemeriksaan I penelitian terhadap penzinan pelabuhan 
yang bernda di wilayah kerja masing - masing Adpel I Kanpel; 

Menertibkan pe'.abuhan yang telah beroperasi tanpa memiliki iz1n 
mC1upun pelabuhan yang telah memiliki izin tetapi penggunaannya 
tidak sesuai dengan perizinannya; 

Tidak menerbitkan dan menandatangani Surat Perst:?.tujuan Berlayar 
(SPB) terhadap kapal-kapal yang singgah di pelabuhan yang 
beroperasi tanpa memiliki izin maupun pelabuhCJn yang telah 
m~miliki izin tetapi pe11ggunaannya ttdak sesuai dengc:in 
perizinannya 

Melaporkan hasilnya kepada Direktur Jenderal P:::rhubungan Laut, 

lnstruks1 1ni mula1 berlaku pada tanggal d1keluarkan 

~ikeluarkan di 
Pada tanggal 

JAKARTA 
':l</ ~to\>Gr ;LaQ§. 

Salinan lnstruksi ini 
disampaikan kepada : 
1 Sesditjen Hubla; 
2 Para Direktur di lingkungan Ditjen Hub!a; 
J Para Kabag di lingi<.ungan Setditjen Hubla 
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DEPARTEMEN PERHUBUNGAN 
i>IREKTORAT JENnERAL PERHUBUNGAi~ LAUT 

KANTOR ADMINISTRATOR PELABUHAN NUNUKAN 

JI. Pela'buhan Baru No.142 
21 Nunukan 77182 

Telp: (0556) 21021 
TGM : Adpel Nunukan 
TLX 
FAX : 0556 - 21021 

Nomor 
KJasifikasi 
Lampiran 
Perihal 

: PU.607/ 01 / 05 I AD.NNK.-2010 
: P'Dt?~ -., - . 
: 1 (satu) Berkas 
: Ligalitas Perijinan 

Pengoperasian Dermaga 
Liem Hie Djung 

Yth. 

Nunuk<!.11. 02 Juni 2010 

Kepada 

Kepala Dinas Perhubungan 
Provinsi Kalimantan Timur 
Di-

SA.MARINDA. 

1. Bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur bersama Pemerintah Kabupaten 
Nwmkan sejak Tahun 2003 telah membangun Pelabuhan Lintas Batas Laut yang berlokasi 
di Tanah Merah/Liem Hie Djung yang berjarak dengan Pelabuhan Umum Tunon Tak.a ± l 
Mil Laut yang pada saat ini Pembangunan sudah selesai baik sisi Laut maupun D3rat. 

2. Sehubungan · butir 1 (satu) tersebut diatas, bahwa dapat di katakan _Status Pelabuhan 
tersebut merupakan Terminal ~tuk kepentingan sendiri knrena Lokasinya berada di dalam 
DLKR/DLKP Pelabuhan Umum Nunukan, na.'llun pembangunan pelabuhan tersebut 
berawal dari Kerja Sama I Sosek Malindo antara Pemerintah Provins.i KAL TIM dengan 
Negeri Sabah Malaysia Timur sepakat masing - masing untuk: membangun Pelabuhan 
Lint.as Batas Laut. Tcmyata dipiliak Sabah ~ sampai saat ini pembangunan Pelabuhan 
tersebut behnn di lakssnalran 

3. Sesuai butir 1 (satu) dan 2 (dua) di a~. sarnpai sejauh mana Proses Legalitas Perijinan -
rencana pengoperasian Dennaga Tuah Merah/ Liem Hie Djung dari DITJEN 
HUBLA/Kementrian Perhubungan, mengingat pembangunannya sudah selesai 100 % 
(seratus persen) 

4. Disampaikan pule bahwa sesuai Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : 
UK.11124/19/DJPL.08 tanggal 24 Oktober 2008 tentang Penertiban terhadap Pelabuhan 
yang beroperasi tanpa memiliki izin, khususnya pada Diktum Ketiga, yang mana kami 
tidak diperbolehkan dan menandatangani Surat Persetujuan Berlayar terhadap 
Kapal - kapal yang singgah di Pelabuhan yang beroperasi tanpa memiliki izin ( Foto Copy 
Terlampir ). 

5. Demikian disampaikan, atas perhatian dan penjelasan selanjutnya diccapkan terima kasih . 

. SE.:MM 

Tembusan: 
1. DIRJEN HUBLA di - Jakarta 
2. Direktur PELPENG DIT JEN HUB LA di - Jakarta 

_,,;;;;r 3. Kepala Dinu Perhubwigan Kabupaten Nunukan di - Nunukan 
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Nomor 
Klas ifikasi 
Lampiran 
Perihal 

e 

KEMENTERIAN.l>ERHUBUNGAN 

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT 
. . 

KANTOR ADMINISTRATOR PELABUHAN NUNUKAN 

Tetp: (0556} 21021 TGM : Adpel Nunukan 
Nunukan nt82 TlX 

FAX : 0556 - 21021 

UK.112120113/AD.NNK-2010 
Biasa 

Nunukan, 11 Agustus 2010 

Pelabuhan Yang Belum memilki 
ljin Pengoperasian. 

Kepada 

Yth. Dkektur P~abt.:tl1en dan Pengerukan 
Ditjen Hubla 

Di-

J A KART A. 

1. Kabupaten Nunukan Merupakan salah satu kabupaten terbaru di wilayah 
Propinsi Kalimantan Timur yang terbentuk berdasarkan Undang-undang 
Nomor 47 Tahun 1999, dimana rnernpunyai luas wilayah mencapai.14.587,5 km2 

yang {erdiri da<1 kepulaUan, daratan dan Laut yang memifiki posis1 yang sangat 
strategis terutama aspek pertahanan dan keamanan karena berbatasan 
Jangsung dengan Negara tetang9a Malaysia (fawau/Sabah). 

2. Dengan adanya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya di 
• Kabupaten Nunukan, maka peranan Transportasi laut dan sung~\ ~l~i w~~i 

yang sangat penting karena pergerakan rnobilisasi barang dan penumpang 
cenderung meningkat dari satu wilayah ke wilayah lain, Sehingga Pemerintah 
Kabupaten Nunukan tefah membangun beberapa fasifitas I sarana dan 

. prasarana Transportasi Laut dan Sungai di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan 
Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKR/DLKP) antara lain : 

a. 

b. 

C. 

d. 

Pembangunan Derrnaga Lintas Batas Liem Hi Jung di daerah Nunukan 
Timur, Pembangunan Derrnaga berdasarkan hasir sidang Sosek Mafindo 
{ ?ernbangunan sudah selesai sisi darat dan laut ). 
Pembangunan Derrnaga Penyeberangan Sei.Jepun di daerah Nunukan 
Se Iatan 
ftencana f>embangunan Dermaga Penyeberangan Liang Bunyu 
Rencanan Pembangunan Derrnaga Penyeberangan Sei. Semaja didaerah 
Semanggaris. 

3. Sehubungan dengan butir 2 (Dua) point a dan b diatas, yakni Derrnaga Lintas 
bata$ 1.i~rn Hi iu.oo .ct9.o Dermaga Penyeberangan Sei.Jepun .dimana 
pernbangunannya telah siap untuk di operasikan oleh pihak pemerintah daerah 
K~l;>1;.1p~ten N1,mukan , namun hingga saat ini kami belum melihat surat ijin 
penetapan lokasi, pernbangunan dan pengoperasian yang di keluarkan oleh 
kementerian perhubungan. 
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4. Untuk melaksanakan lnstruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : 
UK 11 I 24 I 1-9 I DJPL.2008 ·tanggal 24 Oktobc~ 2008 -f entang penertiban 
pelabuhan yang beroperasi tanpa izin, maka kami mohon petunjuk kepada bapak 
terhadap keadaan derrnaga yang teiah dilaksanakan pembangunan:iya agar kami 
dilapangan dapat melaksanakan tugas sesuai prosedur I mekanisme kerja yang 
ada. 

5. Demikian kami sampaikan keadaan pembangunan yang ada di wilayah kami atas 
petunjuk dan arahan bapak kami ucapkan terimakasih. 

ata (IV/a) 
90903 198003 1 001 

T embusan Yth Bapak : 

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Sbg Laporan) di Jakarta 
2. Gubemur Prop. Kcllimantan Timur di Sam2rinda 
3. Bupati Kabupaten Nunukan di Nunukan 
4. Karo Perencanaan Kementerian Perhubungan di Jakarta 
5. Direktur Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Hubla di Jakarta 
6. Direk.tur Penjagaan danPenyelamatan Ditjen Hubla di Jakarta 
7. Kabag Perencanaan Ditjen Hub/a di Jakarta 
8. Adpel Klas.I Balikpapan (selaku Koordinator) di Balikpapan 

?¥® Kepala ~s P.ehubungan Kab . .Nunukan di Nunukan 
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Norn or 
Klasifikasi 
Lampiran 
Perihal 

I Model Takah 02 I 

'~ ... -. --- ·~--"- -~~~---~~~--------------------

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT 

GE.DUNG KARYA LANTAI 12 s/d 17 

JL. MEDANM'ERDEKABAAAfNo. 81 i'Et.. : 3811-308, 3505006,3813269,34470171· TU< : 3844492, 3458540 
3842440 

JAKARTA-10t10 Psl : 4213, 4227, 4209, 4135 Fax : 3811786, 3845430, 3507576 

-~~/ b I :JI O~-l\ 

Pengoperasian terminal 
Liem Hie Djung 

Jakarta, \ 0 MO.:'<'~\. 2011 

Kepada 

Yth. Bupati Nunukan 

di 

NUNUKAN 

1. Menindaklanjuti surat Saudara Nomor 552/014/DISHUB-NNK/l/2011 tan_g_sal 
6 Januari 2011 perihal Perijinan dan pengoperasian Pos Lintas Batas Laut (PLBL) 
Liem Hie Djung, dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya sesuai ketentuan 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, kegiatan penyediaan 
dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan 
secara komersial dilaksanakan oleh Sadan Usaha Pelabuhan sesuai dengan janis 
IJ$_9t)9 YsH)g 9.imilils.inysi,. _e9ctsi.1J !J;>.aha Pel.ab.uh.an terse.but .adalah BUMN, BUJ..ID 
atau badan hukum lndones:a yang kegiatan usahanya khusus di bidang 
pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya. 

2. Berdasarkan Surat Perint::~h Tugas Menteri Perhubungan Nomor SP. 226 Tahun 
201 O tanggal 10 Februari 2010 diperintahkan kepada Kepala Administrator 
P&.abu#afl u-ntuk melaksooakan iugas pokok dan fu-ngs1 Otortfas Pelabuhan 
sambil menunggu penyelesaian penataan kelembagaan sesuai Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Selanjutnya, untui< penyelenggaraan 1o< 

pelabuh~m Nunukan maka Kepala Kantor Syahbandar Pelabuhan Nunukan 
menjalankan tugas pokok dan fungsi Otoritas Peiabuhan Nunukan 

3. Berkenaan tersebut butir-butir di atas, penyelenggaraan kegiatan penyediaan 
dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan dapat dilakukan setel~h !!'!2i:'"':~ri~:--.i 
pe1sya1atan sebagai berikut: 

a. Wajib memiliki izin usaha sebagai BUP yang diberikan oleh Menteri untuk 
pe!abuhan utama dan pengumpul, oleh Gubernur untuk pelabuhan 
pengumpan regional dan oleh Bupati/\/Valikota untuk pelabuhan pengumpan 
lokal; 

b. Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepeiabuhanan yang 
dilaksanakan oleh BUP dilakukan berdasarkan konsesi dari Otoritas 
Pelabuhan dalam hal ini Kantor Wilayah Otoritas Pelabuhan Nunukan, dan 
BUP tersebut merupakan bagian terminal Pelabuhan Nunukan; 

c. Status kepemilikan lahan pelabuhan diserahkan kepada Otcritas Pelabuhan. 

4\. Sehubungan ..... 

".Alentaati f:i"ewtuia.n f!lelayuan $e1a1tli ,_Ale1uluktt11fj fimcijzlanya :%.eukmalan $tn-/aya4" 
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Tembusan: 

4. Untuk memilild izin usaha BUP sebagaimana butir 3.a, agar Saudara terlebih · .· 
dahufu membentuk 8UMG di bidang jasa 1<epelabuhanan, selanjutnya BUMD. 
tersebut mengajukan permohonan sebagai BUP kepada Menteri Perhubungan 
Cq. Direktur Jenderal Perhubungan laut dengan melengkapi persyaratan sebagai 
berikut: 

a. Akta pendirian perusahaan di bidang kepelabuhanan: 
b. NPWP; 
c. Surat keterangan domisili perusahaan: 
d. Bukti kepemilikan sarana dan prasarana di lingkungan pelabuhan; 
e. Bukti memiliki tenaga ahli di bidang kepelabuhanan; 
f. Proposal rencana kegiatan. 

5. f>emtkian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 

1. Dirjen Hubla; 
2. Sesditjen Hubla; 
3. kpala Kantor Syahbctndar; 
4. Kepala Kanter Wilayah Otoritas 

Pelabuhan Nunukan. 

42593.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



05562025459 ..... ~!,; l . 

l{E.MENTEfilAi~ ~;i~n·o-1:;~n~TC.'A1'f uc in.ill..: Di 
' J..:• .i ~(l \., ;..J lJ :. ·1 u i-4 

• ,,. • D.l.REKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT 
KANTOR ADMINISTRATOR PELABUHAN NUNUKAN 

' 

i 
.n. Pelaba.ban Buu llo.142 

21Jhmulraxa77182 
Tetp: {0556) 21oa1 

TGJI 
n.:x 
J'AX 0516- 21«31 

Nomor 
Klasifikasi 
Lampiran 
Perihal 

: PP.008JOl/03iAD.NNK·2012 
: !3iasa 
: J (.WU) berkas.. 
: Pengembangan Pelabuha,1 

Tunon Tab. Nunukan. 

Nunukan. 27 Juni 4012 

Kepada 

Yrh. Dirdt.ir Jenderal Perhubungan Laut 
Di -

~.fenunjuk Lembusan surdt Bupali i\'unukan Na.552/355.'Dishubkominfo-NNK/Vl.20!2 
ta.nggal 30 .!\Jei 2012 Perfoal D:Jkungan Dalan1 Pe:cepatan Pengoperasien PLBL Liem 
Hie Djung dan tembusar. surat Direktur Pelabub.an Pengerukan Nomor. 
PP.00/8il51DP.12 tangga! JO April 2012 yang ksmi terima pad.a tanggal 22 Mei 20U 
Perilial Pengoperasiari ?~s Li::rt:as B-a-ta5 :..Hut Liem H;e Djung. 

2. Schuboogan hal l.c:r.ic!but b:Jtir ~ (satu) <liaras. mcnginga: : 

a. Bflhwa Pos L.:!:as B~tas L<>ui Liem Hie Djung ~ daialn DL.Kr/DLKp 
Pelabuha.n Tunon Tak.a Ni.muk.in sesuai Keputusan Mcntcri Perbubungan 
No.KM.51 1aht.:n 1999 lentang batas-batas DLK.:-/DLK.p. 

b. Peiabuhan Tunon Taka Nunukan ~t ini vclumc kcgiatan .sangat padat. K.aplll Peti 
Kemi:s. Kapa.I Cargo dar. KapaJ ?enumpa,g baik Dalam Negeri maupun Luar 
Negeri menjadi s.:i:-t.!. '.eh;ngga :iipn!'ldang rawan terhadap p~nydundupl!D 
b<irang - barnng y<tng teri:ira:Jg. 

~.- pp_s J.,j_QW Bata'i I .aut l iem Hie Djung pad.r. saat in! telah selesai pdub&igunar..llya 
dan ~ela.l-i siap untuk dior.c;rasib:m dengan cai:atan beberapa. fasilitas dalam 
perhailcan. 

3. Bcrkaitan hal tersebut diatas, di mohon perrirnhangan bapak untulc dapat menyetajui 
Pengembangan ?clabnhan Tnnon T<1k.a Num1kan dt Pos Lm1as Baias Uiut (PLBL) 
Liem Hie DjWJg, untuk ha! ~sep11t b:rsama in.i pula kami lampil'kan.: 

a. Kdayakan Tckr.is dac Fkm:ornis te lMWip rencana penambaDan clan at.au 
pengembangan fasililas pokok. 

b. Rekomendasi dari Pejabat pemcf_ang fungsi l.;~elamat.an pclayaran. 

c. Dokum.en s~udi L..ngkungan tcntang rencnna pe:ru:unl::-~ dim atau peng~mtmngrui 
fasilitas pokok yang teiah disahkan olch insta"lsi yang berwenang. 

4-. Demikian k.ami sz.mpaikan atas ba::i!uan d:rn penye!es.ailn selanjuuiya diucapkan 
terima kasih. 

42593.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT 

GEDUf\{G KARYA LANTAI 12 s/d 17 

JL MEDAN MEfIDEKA BARAT "fllo. ti ·1 ra. : '381t308, 3505006, SS13269, 3447017 J TUC : 3844492, 3458540 
3842440 

JAKARTA-10110 Pst : 4213. 4227, 4209. 4135 Fax : 3811786. 3845430, 3507576 

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT 
OOMOR ·: ~if_ · $~ ,/IJ>)t>. CO~ 

TENTANG 

PEMBERIAN IZIN PENGEMBANGAN PELABlJHAN NUNUKAN 
KEPADA.:.PENYELENGGARA PELABUHAN NUNUKAN 

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT. 

Menimbang a. bahwa rencana pengembangan Pelabuhan Lintas Batas Laut Liem Hie Djung 
tefah sesuai dengan Rencana lnduk Pelabuhan Nunukan; 

Mengingat 

1odel Takah 02 l 

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pelabuhan Tunon Taka Nunukan, 
penyelenggara Pelabuhan Nunukan bekerjasama dengan Pemerintah 
Kat>µ~~n NWJ11lq;m a.15.an ~n.£@ffit>JJODk!m P~GlPYl:t9!l J!.m9.JJ J$ -~ 
berupa pembangunan pelabuhan lintas batas laut. 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam humf a don 
huruf b, perlu menetapkan K~putusan Oirektur Jenderal Perhubungan Laut 
tentang Pernberian lzin Pengembangan Pe!abuhan Nunukan Kepada 
Penyelen.s9ara Pelabuhan Nunukan; 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pe:layaran (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran 
Negara RepubliK Indonesia Nomor 4849); 

2. Ur.dang-Undan~ Nomor 32 Tahun 2009 tentan~. Perlindurigan dan 
Pengefolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomcr 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5059); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai 
Dampak Ungkungan Hidup (Lembara11 Negara Republik indonesia 
Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3838); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tat1un 2009 tentang Kepelabuharian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070); 

15. Peraturan ............... . 
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Menetapkan 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5093); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan 
(iembai'Bfi ·~ -Repubtik .lndonasla Tabm Z.P~.P N9mor 26. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108} sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5208); 

-1. Pef&H:Kan ~~ .~ .Z1 T.ahun 2010 tentang Perlindungan 
Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2010 
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109); 

8. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Pengesahan 
"International Convention for The Safety of Ufe at Sea, 1974"; 

9. Peraturan Presiden Nomor 47 1'atiun 2fJOO -teffiafl~ .P~ .dan 
Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Perat..1ran Presiden Nomor 91 Tahun 2011; 

10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 215/AL.506/PHB-87 Tahun 1987 
tentang Pengadaan Fasilitas Penampungan Limbah dari Kapal; 

11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 53 Tahun 2002 tentang Tatanan 
Keoefabuhanan Nasional; 

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Kementerian Perhl!bungan; 

13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2012 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama; 

MEMUTUSKAN : 

KEPUTUSAN OIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG 
PEMBERIAN IZIN PENGEMBANGAN PELABUHAN NUNUKAN KEPADA 
PENYELENGGARA PELABUHAN NUNUKAN. 

M~mberikan izin kepada Penyelenggara Pelabuhan Nunukan untuk 
mengcmbangkan Pelabuhan fifunvkSfi ~rj~:l tiangan P~m?rin!ah 
Kabupaten Nunukan untuk mengembangkan Pelabuhan Nunukan, dengan data 
fasilitas sebagai berikut : 

1) Dermaga 
- tipe 
- ukurari 
- trestle 
- trestle penghubung 
- pontor1 
- konstruKsi 
- kedalaman 

2) Posisi koordinat 

: open 
: .(:tU~ x ~ :t..:5) m2 

: (53,25 x 10) m2 

: (17,5 x 4) m2 

:(12x10)m2 

: beton 
:-5 m LWS 

: 04° 08' 42" LU/ 111"' ~%' 47,3" BT 
04° 08' 42,4" LU I 117° 38' 48,4" BT 
04° 08' 42,7"LU / 117° 38' 49,7'' BT 

/3) Peruntukan ... 
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KE DUA 

KETlGA 

KELIMA 

KEE NAM 

3) Peruntukan : fasilitas sandar/tambat kapal maksimum 30 GT 

Dalam melaksanakan pembangunan dermaga, pemegang izin pembangunan 
diwajibkan : . 

a. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan "ketentuan cti bidang 
kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan pelayaran dan 
pengelolaan lingkungan; 

b. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah 
lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya; 

c. Memelihara fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu lintas barang 
serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan; 

d. Bertanggungjawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan 
pembangunan/pengembangan pelabuhan yang bersangkutan; 

e. Meiaporkan kegtatan operasionaf -setiap ~u1SA kepada Diraktar ~at 
Pt=lrhubungan Laut. 

Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pembangunan dilakukan oleh 
Penyelenggarr.: Pelabuhan Nunukan . 

. l#ffi p?ffib~unan demla_ga d~ di~_ut .SW§Pi@ P?megang izin : 

a. Tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan dalam jangka wal<tu 1 (satu) 
tahun setelah izin pembangunan diberikan; 

b. Tidak dapat menyeles3ikan pembangunan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun 
sejak izin pembangunan diberikan; 

c. Tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar ketentuan larangan 
sebagaimana diatur da!am keputusan ini dan peraturan perundang -
undangan di bidang Peiayaran. 

Direktur Jenderal Pernubungan Laut melakukan pembinasn da:i pengawasan 
t~kn\$ ~r-hadap pelaksanaao p_em_bgr~l)?n pengembangan pelabuhan Nunukan. 

Keputusan ini muiai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di J A K A R T A 
padatanggal : /O ~~~ 2012 

DtR0<TUR1ENDE.~RJ\L Pc -- VB.!JNGAN .l.A!JT 
- -. Peiaks s 
- . 

' . . . ~ .. - . . . 

. · .. ··'.'_,.-· ~ 

SAUNAN Kep&tusan H:ti d~wnpaikan kepada : 
1. Menteri Perhubungan; 
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan; 
3. lnspektur Jenderal Kementerian Perhubungan; 
4. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur; 
5. Sekre1aris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; 
6. Dir~tw P~iabuhan dao Pen~erJJksm _Ditjen Hubla; 
7. Bupati Nunukan; 
3. Kepala Kantor Administrator Pelabuhan Nunukan. 
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JJ.LKE.Kl UKAT JE~DEKAL -PEKHUBUNGAN LAUT 
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN 

KELAS IV NUNUKAN 

Jln.Pelabuhan Baru No.202 
Nunukan n482 

Telp. ( 0556) 21021 FAX 
Email 

( 0556) - 21021 

Nomor 
Klasifikasi 
Lampiran 
Peri ha I 

UM.001/0J. 16 /KSOP.NNK-2014 

Teknis Kelaikan Ponton di PLBL 
Liem Hie Djung 

Nunukan, 14 April 2014 

Kepada 
Yth. Kepala Dinas Perhubungan 

Komunikasi dan lnfon:nasi 
Nunukan 
Di-

NUNUKAN 

1. Menunjuk surat Saudara No. 552.31128/Dishubkominfo-Nnk/JV 12014. 
tanggal, April 2014. perihal Rekornendasi Advis Teknis Kelaikan Ponton di PLBL 
Liem Hie Djun. Dengan ini disampaikan bersama : 

a. Pada tanggal 06 April 2014 telah kami lakukan tinjauan I pengecekan Fisik atas 
tongkang I ramp tempat sandar speed boat No. 1 ( Bagian Barat ) PLBL Liem 
Hie Djung. 

b. Hasil tinjau I pengecekan fisik sbb : 

Terciapat genangan air bekas kebocoran dan sedikit rembesan air pada kulit I 
lambung kapal d; sekitarl/5 - 114 D (Tinggi) Tongkang , (± 40 Cm), di 
perkirakan masih ada bocoran. 

Tongkang konstruksi kompartemen tunggal, terdapat 6 tiang 
penyanggahgeladak datam keadaan bengkok I patah. 

c. Untuk kepentingan keseJamatan sebaiknya konstruksi kapal dapat diperbaiki 
dengan mengubah tiang penyanggah diganti I di bangun sekat sekat melintang 
dan membujur membentuk be~rapa kompartemen. Dan berfungsi sebagai 
penyanggeh geladak. 

d. Untuk kepentingan operasiouai sementara; di harap tetap dilakukan rechek 
kondisi rembesan I kebocoran dan di sediakan alkon. 

2. terkait butir 1 diatas, untuk kepentingan keselamatan dan operasional di harap 
perbaikan tersebut dapat segera di la.ksanakan. 

3. Demikian untuk di ketahui. dan bahan seperlunya_ 
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Membaca 

Menimbang 

KEMENTERJAN JWJANGAN REPUBUK JNDONESIA 
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN 

NOMOR: KEP-\10/WBC.14/2014 

TJ;_NTANG 

PENETAPAN-SEBAGAJ KAWASAN PABEAN 
ATAS NAMA UPT ..PLBL LIEM HIE DJUNG NUNUKAN 

1. Surat permohonan UPT-PLBL Liem Hie Djung Nunukan No. 
552.3/010/UPT.PLBL-NNK/fl/2014 tentang Permohonan 
Penetapan Sebagai Kawasan Pabean. 

2. Surat~ K~ntor Pengawasm1 .den P.efayanan ha daA .C-ukai 
Tipe .Madya Pabean C Nunukan No S-
200NJBC.14/KPP. MP .05/2014 tanggal 18 Maret 2014 tentang 
Permohonan Penetapan Sebagai Kawasan Pabean. 

Bahwa permohonan UPT.PLBL Liem Hie Djung Nunukan No. 
552.3/0HllUPT.Plf:lL-NNK/1112014 untuk Penetapan Sebagai 
Kawasan Pabean -telah memeriuhi persyaratan, sehingga perlu 
menetapk.an Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan 
sebagai Kawasan Pabean atas nama UPT-PLBL Liem Hie 
Djung. 

1. Undang-undang No. 10 Tahun 1995 ten~g Kepa~-~™m 
(tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3612) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 17 tahun 
2006 (Lembaran Negara Repubiik indonesia tahun 2006 No. 93, 
-tambahan t.embaran Negara RepubtiK Indonesia No. 4661 ); 

2. Keputusan Presiden RI No. 20/P Tahun 2005; 

3. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 70/PMK.04/2007 tanggal 28 
Juni 2007 tentang Kawascm Pabean dan T empat Penimbunan 
Sementara. 

1. Surat Kepala Kantor Pengawasan dan Pefayanan Bea dsn Cukai 
Tipe Madya Pa bean C Nunukan No S-
200/WBC. 14/KPP. MP. 05/2014 tanggal 18 Maret 2014. 

2. Serita Acara Pemeriksaan Lokasi Nomor BA-
02-SMfflC. 14/KPP .MP. 0504/2014 -tanggaf 18 Maret 2014 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTER I KEUANGAN TENT ANG PEN ET APAN 
SEBA.GA! KAWASAN PABEAN ATAS NAMA UPT ,... PlBL UEM Hf.E 
DJUN(.; 

PERT AMA : Menetapkan sebagai Kawasan Pabean atas nama UPT - PLBL Liem 
Hie Djung Area Pelabuhan Lintas Batas Laut Liem Hie Djung dengan 
data seb(i_9ai berikut 
1. Pengelol_a: 

a. Nama perusahaan/lembaga : UPT -PLBL Liem Hie 
Djung 

b. Alamat perusal1aan/lembnga : JI. P. Antasari RT. 15 No. 44 
~L NIJ.n.vkoo Timur 
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KE DUA 

KETIGA 

KEEMPAT 

KEUMA 

KEENAM 

2. 

3. 

4. 

c. Teleponlfaksimili 

d. Nama penanggung jawab 
e. AJamat .penanggung jawab 
f. NPWP -penanggung jawab 

Lokasi: 
a. Letak 
.b.. Al§l.~t 
c. ~lurahan 
d. Kecamatan 
e. Kabupaten/Kotamadya 
f. Provinsi 

Uk.uran: 
a. LuasAreal 

Batas-batas: 
a. Sebelah Utara 
.b. Sebelah Timur 

c. Sebelah Selatan 

d. Sebelah Barat 

e. Koordinat 

5. Pintu Masuk!Kefuar (gate): 

a. Jumlah Pintu Masuk 
b. Jumlah Pintu Kef uar 

6. Gambar Denah Lokasi 

: (0556) 22834 I (0556) 23204 

: Robby N. Serang, S.H 
: JI. Ujang Dewa ~ 
: 02.-996.70§.7-723.000 

: Pelabuhan Laut 
: JL Bahari No. 1 
: .Nunukan Utara 
: Nunukan 
: Nunukan 
: Kalimantan Utara 

: 14.214, 71 m2 

: Berbatasan dengan ponton 
: Berbatasan dengan ruafTg 
genset 

: Berbatasan dengan area 
park.er Liem Hie Ojung 

: Berbatasan dengan ruang 
g9rn~Wk. 

: E j 17° 38' .80,4"/N 04° .OS' 71,3" 
E 117° 38' 85,9"/N 04° 08' 66,8" 
E 117° 38' 85,2"/N 04° 08' 65,6" 
E 117° 38' 80 3•/N 04° 08' 66 4" I I 

: 1 (satu) buah 
: 1 {satu} buah 

: Tertampir 

Penetapan sebagai Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud dalam 
diktum PERT AMA disertai kewajiban Pengelola Kawasan Pabean 
me-menuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 70/PMK 04/2007 tanggal 28 Juni 2007 tent~mg 
Kawasan Pabean dan T em pat Penimbunan Sementara. 

Menunjuk Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe 
Madya Pabean C Nunukan sebc:1gai kantor yang mengawasi Kawasan 
Pabean sebagaim_an_a dimaksud dalarn diktum PERTAMA. 

: Pengelotaan Kawasan Pabean ~;ebagaimana dimaksud dalam diktum 
PERTAMA tidak dapat dipindahtangankan tanpa persetujuan Oirektur 
Jenderal Bea dan Cukai. 

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kekurangan 
dafam Keputusan Menteri Keuangan ini, akan diadakan perbaikan 
sebagaimana mestinya. 

Keputusan Menteri Keuangm1 ini mulai berlaku sejak tanggal 
ditetapkan. 

Saltnan Keputusan Menter1 Keuangan .ffti diSamparkari kepada: 
1. Dk'ektur Jenderal Bea dan Cukai. 
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2. Kepala Kantor Pengawasar. dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe 
Madya Pabean C Nunukan. 

Asfi Keputusan Menteri Keuangan ini· di'sampaikan kepada yang 
bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Balikpapan 
pada tanggal 2-'t Maret 2014 

l!t'.""""'"",v•ndarto 
,.,,__.~. ·1'9640322·1981031001. 
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titomor 
SI fat 
Lamp1ran 
Hal 

KEPALA SADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN 
REPUBLIK INDONESIA 

t8'5.5/428/BNPP 
Segera 

Pemantapan Penge101a·an 
Untas Batas Negara'RJ.iMaiaysla 
di Wtlayah Kabupaten Nunukan. 

Jakarta, 28 Februarl 2014 

Kepada 
YUL .1. GUl>§.FJWr -~~ Jlml'J 

2. PJ.Gubernur KaUmantan Utara 
ti I-

TEM PAI 

Dalam rangka menlngkatkan efektfvltas pengelolaan llntas batas 
negara wllayah perbatasan taut RI-Malaysia di Kabupaten Nunukan 
Provins! KaHmantan Utara, khususnya terkalt dengan rencena 
pengoperasfan pefabuhan Uem Hie il]ung sebagat pefabuhari flnt8S -betas 
negara Jatur •Nunukan-Tawau0 dan pembukaan kemball perllntasan 
tradJslonal di Pulau Sebatlk untuk jalur •sungal Nyamuk-Tawau" yang 
sudah setal\un !nl dltutup, dengan hormat diminta perhatlannya untuk 
hat-halsebagaiberikut: 

1. Pengoperaslan Pelabuhan Liem t-'ie Djung di ?. Nunukan : 

a. Pe!abuhan Liem Hie Djung yang rencananya akan dlkelola oleh 
Pemerlntah Kabupaten Nunukan sebagal Pos Untas Batas Negara 
wllayah laut (PLBN Laut) dan berfungsl sebagal terminal 
penumpang internaslonal Jalur nNunukari-Tawau", d;tegaskan 
pada prlnsJp.oya mflrupakan WJ.tju.d p~n~.mt>angan 9p~r:asl .di:tJI 
Pelabuhan Tunon~aka-Nunukan yang dlkelola oleh PT. Pelindo dan 
di bawah supervisl Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. 
Kementerian Perhubungan RI; 

b. Pengoperaslan f:.mgsi internasional Pelabuh&n Liem Hie Djung 
agar dtupayakan sesual rencana pada bulan Juni 2014, setelah 
disepakatlnya Standard Operating Procedure (SOP) oleh 
Pemerlntah Indonesia dan Malaysia melalui Tim Teknis Y.elompok 
Kerja Sosek Mallndo Tingkat Daerah (Kallmantan Timur dengan 
Negeri Sabah); 

c. Mengingat fungsl pelayanan dan pengawasan di PLBN-Laut Liem 
Hie Djt.Jng mellbatkan unsur Custom, lmlgratlon, Quarantines, 
Securlt/e!!. dan Port {NQSP). ~~ar dilakukan pengecekan kondls! 
keslapan sejumfah sarana/prasarana yang dipersyaratkan da1am 
Standard Pelayanan Mlnimom (SPM) maupun SOP yang 
dlsepakati secara bilateral dengan plhek Malaysia. Dalam hal 
dltemul permasalahan, agar segera dapat dllakukan koordlnasl 
dengan berbagai pihak te~kait; 
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d. Pelabuhan Uem Hie Djunf yang asetnya dimlllkl Pemertntah 
Provfnsl KaUmantan Timur .. dan seJarna lnl dlkeloia oleh 
Pemerlntah Kabupaten Nunukan berdasarkan status Plnjam Pakal 
yang sudah berakhlr pads tanggal 28 Oktober 2013, maka untuk 
keslnambun_gan _pengelolaannya dan akuntabllltas 
penganggarannya, agar Pemerintah Provlnsl Kallmantan ilmur 
memperjelas statusnya dengan perpanjangan masa plnjam pakal 
sambll menunggu penyerahan aset pelabuhan Liem Hie Djung 
yang sedang dalam proses pembahasan di Provlnsl KaDmantan 
Timur. 

2. Pembukaan Kemball Jalur nsel Nyamuk-Tawau• di P. Sebatlk: 

a. Untuk mempercepat proses pembukaan kembali perllntasan 
tradlsional Jalur Set Nyamuk (P. Sebabl<, Nunukan) ke Tawau 
(Meiaysla), yant teJab .satu tahWl Int dttutup j)Jeh :P.emerintab 
Malaysia atas P!Jrllmbangan ketertlban dan keamanan yang tldak 
terjamln de~ .,,effboad penumpang berkekuatan di bawah 7 

• GT yang dlgunakan pelintas batas dari P. SebatJk, dlperlukan 
langkah-langkah nyata untuk merespon tuntutan masyarakat P. 
Sebatlk yang mendesak untuk segera .dlbuka kembaU; 

b. Untuk mendukung upaya penyetesalan ma$8lah di P. Sebatlk 
tersebut. Pemertntah Pusat melalul Badan Nasional Pengelola 
Perbatasan telah metakukan koordlnasl dengan berbagal plhak 
terkalt di tlngkat pusat maupun daerah, · menyetujul untuk 
mefakukan modemlsasi alat angkut peflntas batas ~battk­
Tawau• dengan menyed!akan minima: :1 (satu) buah kapal 
berkekuatan 10-20 GT pada tahun 2014 lnl. Menglngat untuk 
mcdemisasl alat angkut ini d!butuhkan sebanyak 6 (enem) kapal 
sesual dengan kesepakatan perundlngan Sosek Mallndo ke-31 
pada tanggaJ 11'-13 Desember 201.3 .di ?ekanbaru, maka 
pemenuhan kebutuhan modem!sasl alst angkut lni diharapkan 
dapat dipenuhf secara bertahap; 

c. Mengtngat upaya pembukaan kemball perllntasan "Sel Nyamuk 
Sebatlk ... Ta.wau• lnl sedang dalarn proses penyetesaian, agar 
pengurus Sosek Mallndo Provlnsl Kallmantan Timur bersama 
unsur Pemerlntah Provins! Kallmantan Utara dan Pemerlntah 
Kabupaten Nunukan u:1tuk melakukan soslallsasl dan mencegah 
terjadlnya keresahan masyarakat di P. Sebatlk sebagalmana yang 
terjadl belakan,gan lni. 

Demiklan untuk menjadt perhatlan dan dltlndaklanjutl sebalk­
baiknya, serta dilaporkan perkem~~e!Y!l' 

Ol'AL 

KEP 

Tembus8n dtyrnpaikan kepada; 
1. Yth. Presiden Rt. sebagal laporan; 
2. Yth. Menteri Koordlnator Bldang Polltik. Hukum dan Keam3mm ~laku Ketua Pengarah BNPP; 
3. Yth. Menter! Koordlnator Bldang PerekonomJan selaku WakU Ketua Pengarah I; 
4. Yth. Menteri Koordlnator Bklang Kesejahteraan Rakyat selaku Waklt Ketua Pengarah II; 
5. 't'th. Mmterl f>~ Rt 
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DAFTAR LAMPIRAN GAMBAR 

1. Gambar : peneliti melaksanakan wawancara kepada Asisten 1 Setkab 

Nunukan di Kantor Bupati Nunukan. 

2. Gambar : peneliti melaksanakan wawancara kepada Kadishubkominfo 

Kabupaten Nunukan di pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Nunukan. 

3. Gambar : peneliti melaksanakan wawancara kepada kepala KSOP 

Nunukan di ruangan kantor KSOP Nunukan. 

4. Gambar : peneliti melaksanakan wawancara kepada tata usaha UPT PLBL 

Liem Hie Djung di ruang PLBL Liem Hie Djung Nunukan. 

5. Gambar : peneliti melaksanakan wawancara kepada toko masyarakat 

Nunukan di pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Nunukan. 

6. Gambar melalui media surat kabar radar Nunukan kondisi dermaga PLBL 

Liem Hie Djung rusak. 

7. Dokumentasi kunjungan Presiden RI bersama kepala PLBL Liem Hie 

Djung ke pelabuhan PLBL. 

8. Dokumentasi kunjunga kerja Menteri Koordinator bidang Pembangunan 

Manusia dan kebudayaan RI dan Menhumkam kepelabuhan PLBL Liem 

Hie Djung Nunukan. 

9. Dokumentasi kunjungan kerja kepala Kanwil DJBC bagian Kalimantan 

Timur ke pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Nunukan. 

10. Dokumentasi spesifikasi kapal KM.Perancis tujuan trayek Nunukan­

Tawau Sabah Malaysia. 
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11. Garn.bar melalui media koran gerbang emas Nunukan yaitu kordinasi 

Kepala Dishubkominfo Nunukan bersama Bea dan Cukai Nunukan dalam 

rencana penetapan kawasan pabean di pelabuhan PLBL. 
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Dokumentasi : Wawancara kepada informan Ketua Asisten I Bidang 
Pemerintahan di Kantor Bupati Nunukan ( Rabu, 16 Maret 2016) 

Dokumentasi : Wawancara kepada info1man kepala Dinas Perhubungan 
Nunukan (Drs.Petrus Kanisius, HB, M.Si ), Rabu, tanggal 16 
Maret 2016 
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Dokumentasi : Wawancara kepada infomran Kepala KSOP Nunukan ( Senin, 
21 Maret 2016 ) di Kantor KSOP Nunukan. 

Dokumentasi : Wawancara kepada inform.an kepala Tata Usaha di kantor 
UPT PLBL Liem Hie Djung Kabupaten Nunukan, ( 
Senin, 21 Maret 2016 ). Di kantor UPT PLBL Liem Hie 
Djung Nunukan. 
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Dokumentasi : Wawancara kepada infonnan Drs. RH Simanjutak (senin, 
tanggal 3 April 2016 ). 

Dokumentasi: Kunjungan Presiden ( Ir,Joko Wido) ke pelabuhan PLBL 
Liem Hie Djung Nunukan. 
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Dokumentasi : Kunjungan kerja Menteri Koordinator bidang pembangunan 
manusia dan kebudayaan RI dan Menhukam ke pelabuhan 
PLBL Liem Hie Djung Nunukan. 

Dokumentasi : Kunjungan kepala Kanwil DJBC bagian Kalimantan Timur 
ke pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Nunukan 
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Dokumentasi : Dermaga/tambatan peruntukan intemasional di pelabuhan 
PLBL Liem Hie Djung dalam keadaan rusak 

Dokumentasi : Salah satu contoh sepesifikasi kapal KM. Perancis Expres, 
GT 72, pelayaran lintas batas intemasional Nunukan -
Tawau Sabah Malaysia di Kabupaten Nunukan. 
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fiADAR TARAKAH . KAMlS 29 Af 

KOORDINASI : KepalaDlshubkomln\o Numoka~·. · P.oot.v N;,hak ~erang memb<.rl penjei 'isan kep3da K&pala Bidang Kepi1bea11001 dan Cukal Sl!rtr. ins tansi I 
dllakukl-n pertemuan koordlnasl. · 

SK KepabeananbCukai Segera Teri 
SyaratPLBL 
Liem Hie Djung Menjadi 
Pelabuhan Internasional 

NUNUKAN - Pe:L1han tetapi past~ ibtlah 
salah saru prinsiJ>yang diantot Dinas Perh11-
bungan kor:iunikasi dan Jnfonnatika (Dls­
huhkominfo) Kabupaten Nunukan dalam 
me\HJjudlan Pas Lln1:u Batas Ulll (PLBL1 
Liem Hie Djung (!Jaca: L~mij~ng) menjadi 
pclabuhan lmemasional. · 

"Keraguan seiama ini. b2hwa usalla yang 
5'•)'• lakukan ak.11 1 sulit terwujud, tapi karena 
,...,,. optimis saya, searra perlairan ;:pa rans 
noenjadi peisyara1an d!lenglO!pi sehingga ;xida 
akhimya bisa terealis:tsi semnar.ya; 1erang 
Y-cpala Dishubkorninfo Robby Nahak Ser.mg 
kcpada Radar Taml:an t°'ai melal:ubn perte­
mu;m dengmr Kcpala Bi<lang l:epal"""1an don 
Cal;ci Kamorl-\11ayah DJl!C !;.11imantan ll.1!,'ian 

Ttmur, Indra Gau1ama Sul3man dan se~unlah 
insiansi terlcait, belum L1ma lnL 

l:eda1angan Indra Ga111am.1 Sukiman ini 
scbligus rr.clal:ul:an peninjauan terl10dar 
fasili ras di PLBL Liem Hie Djung. Peninja~­
an dilablkan sebelum Kanlor l\ep;ibaear.an 
dm Cukai rnen"'luadnn Surat Kepu1usan 
Krpalieanan unluk pelabuhan tersebtrL ·i:a­
rrna tinggal .satt1 persy.uatan im saja }"Jilt: be­
lum ada sehlngga tidak difungsikan sebagai 
pelabuhan Jntemasi~nal," ucapnya. 

5.:ifah sa!u syamt )<mg harus dilen~pi oleh 
Pemerinrah Kabupalen ll'ernkab) Nwrukan 
dalam ha! ini Dishubkoll'jnfo rnenurut Robby 
adalal1 X:llay. Namun dipastikan fasilitas terse­
bUL ol:a.rlteisedia dala"6 waliu del:;.r sehiugg;i· 
Oishubl:ominfo opiimls Pclabuhan LamijlDrg 
bisa dioperasi1ian sebaj;i.i Pelabtd>.111 l:iter: 
na.~ionill pad~ I jmuari 3ll4 sesuai d.ongan 
P"rrninla'1ll Kantor Kepabeanan dan Cukai. 

· :.:nlau ki!a ' udrur p;rsang X-Ray disini 
0 :lm:jung.Red). mak., SI~ Kepal>eanan dan 
Cl!J.::ai akan segera tunm dc.n peiabuhan 

ini bisa kita fungsikan seba~1i pclabulmn 
ln1em1sional." teg.1sny:i. 

Hal lain, mrngen:;i s;ir:ma pendukung 
seperti salilh sant ponron rlari 1iga ponion 
)"1Dg ada rli derma~a yang bdum dipcr­
bail:i. dibual.:an Robby juga al.:an segcra 
c%ahas urngan sej11mlah Si"!'D 1erbi1. 

"Kruau yang acla dua, y;t dua dul 
fungsikan. kalau kapal reguler 
Tawau yang saal ini beroperasi . 
di pelabul1an Tunon Taka maka I 
ke PL3L lmniju~g i;u dilakukan : 
tahap. hisa l. 2, 3 <.!an sererus 
semuaowc.; pnni;Lisnya. (hmslt 
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I 
11\:A:VllS. 18 DESEMBER 2014 I ... - ---·---·· -:·: ·- -·· 

RADAR TARA.KAN GROUP 

I -

Presiden Atensi Khusus 
- -~· PLBL Liem Hie Djung 

. L · i:: t..~ \-H E 0.JU>iG 
p\;. i li- 1

-- . 

PERJELAS STATUS : Sejak dibangun Pos Lintas Baras Laut (PLBL) Um Hie Ojung yang diproy<>ksikan pemerintah S<>Lagai pelabui...n intemasional )""Irv r 
Sebuku. Sei rffngi;aris dan Tawan. 
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